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Pengantar Penerbit

Buku Mencari  Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa  So-
sia/ merupakan kelanjutan dari seri buku karya Riwan-
to Tirtosudarmo. Terbit pada tahun 2010 di LIPI Press (saat
ini menjadi Penerbit BRIN), buku ini merupakan edisi re-
visi yang kami terbitkan ulang. Urgensi, relevansi, dan animo
pembaca terhadap buku—dan juga seri—ini menjadi ala-
san kami untuk mengemasnya menjadi sebuah edisi revisi.

Pembaca dapat menikmati beberapa penyempurnaan yang
telah kami lakukan. Seperti pada Mencari Indonesia 1, kami
melengkapi edisi revisi Mencari Indonesia 2 dengan epilog. Tu-
juannya kurang lebih tak berubah: agar konklusi dari buku ini
dapat semakin dipahami pembaca. Kali ini, adalah seorang Iwan
Gardono Sudjatmiko yang menyumbangkan buah pemikirannya
terhadap buku ini. Lewat tulisannya, pembaca diajak melihat
rekayasa sosial melalui kacamata masyarakat (respon mereka) dan
pemerintah (kebijakan publik yang diambil.) Selain penambahan
epilog, kami juga telah melakukan penyempurnaan editorial lain-
nya, termasuk dan tidak terbatas pada: salah ketik dan tata letak.

Menyambung dari buku pertama bertajuk Demografi Politik
Pasca-Soeharto, buku kedua juga masih akan berkutat pada di-
namika Indonesia pasca-Orde Baru. Namun, fokus pembahasan
pada buku kedua ini adalah mengenai rekayasa sosial, yang
juga erat berkaitan dengan isu-isu demografi dan desentralisasi.



Akhir kata, lewat buku ini, proses mencari Indonesia masih
akan terus berjalan. Kami harap para pembaca juga dapat ikut
mengawal proses pencarian ini, hingga ke buku-buku selanjutnya.

Tim Editor Penerbit BRIN



Kata Pengantar

Saya menyambut gembira terbitnya buku Mencari Indone-
sia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial karya Saudara Riwanto
Tirtosudarmo ini.

Buku ini menyoroti banyak hal baru seputar beberapa aspek
fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam ku-
run waktu yang cukup panjang. Dari judulnya, tampak bahwa
yang menjadi objek untuk dikritisi adalah berbagai kebijakan di
tingkat negara dan implikasinya pada rakyat, terutama kebijakan
sektor kependudukan yang diwarnai pendekatan ekonomi-politik
dalam banyak program pemerintah sejak era kolonial hingga era
reformasi. Di dalamnya ada uraian mengenai program Keluarga
Berencana (KB), transmigrasi, migrasi desa-kota, urbanisasi, bu-
ruh migran Indonesia, pembangunan ekonomi, ketegangan sosial,
hingga situasi pada era otonomi daerah.

Sejarah mengenai masa awal Orde Baru diuraikan dengan cu-
kup mendetail pada bagian awal. Selanjutnya, uraian mengenai
transmigrasi ditempatkan pada Bab Dua dan masalah urbanisasi
ditampilkan pada Bab Tiga. Bab Empat dan Bab Lima berisi
uraian mengenai fenomena buruh migran Indonesia yang tersebar
di beberapa tempat di luar negeri. Bab Enam mengulas persoalan
Aceh. Bab Tujuh, Delapan, dan Sembilan membahas pemekaran
wilayah di Sulawesi Tenggara, potensi pengembangan wilayah di
Sulawesi Timur, dan Buton. Bab Sepuluh menguraikan kecuri-
gaan penulis bahwa pemekaran wilayah adalah arena perebutan
kekuasaan. Bab Sebelas mengelaborasi gagasan pasca-nasionalisme
dengan mengambil contoh kehidupan orang Jawa di Lampung.
Bab Dua Belas menguraikan situasi buruh migran Indonesia di
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Jepang. Bab Tiga Belas merupakan upaya penulis merumuskan
perspektif baru mengenai perbatasan dan Bab Empat Belas yang
merupakan penutup, menguraikan persoalan globalisasi sebagai
tantangan kebangsaan.

Ada kesamaan pandangan saya dengan penulis dalam banyak
segi, tetapi terus terang tidak seluruhnya. Dalam kebijakan kepen-
dudukan, saya melihat bahwa pembukaan pusat-pusat kegiatan
ekonomi sekaligus permukiman baru dan perluasan areal pertani-
an melalui program transmigrasi merupakan bagian penting dari
pembangunan nasional dan amat potensial untuk mengurangi
angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi selu-
ruh rakyat Indonesia. Salah satu kunci penting dari kemantapan
persatuan bangsa adalah terjadinya interdependensi ekonomi yang
kuat antara satu daerah dengan daerah lain. Program transmigrasi
dapat memberikan kontribusi pada upaya membangun interde-
pendensi ekonomi yang kuat antar-daerah.

Banyak daerah yang kurang dapat berkembang pesat karena
kekurangan penduduk dan kurang variatifnya sektor ekonomi
yang ada. Di lain pihak, banyak daerah yang kesejahteraan pen-
duduknya tidak berkembang karena telah terlalu padat dengan
segala konsekuensinya berupa kerusakan hutan, banjir, mening-
katnya kriminalitas, dan terjadi proses involusi. Bahwa dalam
perjalanannya kebijakan ini mengandung kekurangan, hal itu
wajar terjadi dan kita bersama dapat membuat langkah untuk
meminimalisasi ekses negatifnya.

Saya melihat bahwa masalah-masalah kebangsaan di bidang-
bidang yang diuraikan dalam empat belas bab buku ini, tidaklah
khas Indonesia. Banyak negara lain yang status naturalisnya se-
bagai negara berkembang, negara dengan masyarakat yang plural,
dan negara yang terintegrasi secara agresif dalam arus globalisasi,
mengalami persoalan-persoalan yang kompleks seperti halnya In-
donesia. Karena itu, kita tak perlu berkecil hati dengan itu semua
karena banyak negara bisa bangkit dan sukses dari situasi awal



yang tampak tidak menjanjikan dengan berbagai bentuk rekayasa
sosial yang bersifat konvensional seperti pengendalian pertambah-
an penduduk dan berbagai inovasi baru.

Dengan melihat catatan sejarah, akan didapati bahwa negara-
bangsa yang terbentuk dari unsur yang berbeda-beda, mempunyai
masalah pada awalnya. Masalah utamanya ada pada kesediaan
untuk membangun kesetaraan dan membangun keyakinan bahwa
keberhasilan membangun kesetaraan akan membuat bangsa itu
menjadi lebih besar.

Masyarakat kita perlu memegang teguh pandangan bahwa
suatu bangsa yang terdiri atas unsur-unsur yang heterogen, akan
dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat kalau setiap orang
dinilai berdasarkan merit system. Dengan perlindungan negara
pada freedom of thought (kebebasan berpikir), setiap warga negara
akan memiliki peluang untuk berprestasi maksimal bagi kemajuan
dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Sebaliknya, bangsa yang hete-
rogen yang tidak berkesetaraan, lebih-lebih yang diskriminatif,
hanya menunggu waktu saja untuk bercerai-berai.

Menurut hemat saya, secara politik, rekayasa sosial negara
perlu diarahkan untuk memperkuat beberapa prinsip mendasar.
Pertama, seluruh wilayah negara adalah ruang hidup bagi segenap
warga bangsa. Setiap warga negara (diikat dan) mendapatkan
perlakuan hukum (nasional) yang sama. Kedua, pengakuan atas
keberagaman kita sebagai suatu bangsa. Untuk itu, daerah-daerah
dapat menonjolkan (melestarikan) ciri masing-masing, tanpa
memaksakan penampilan ciri dari warga yang lain. Keziga, perlu
ketegasan untuk menolak aturan yang dimaksudkan atau dapat
ditafsirkan sebagai memberikan perlakuan atau hak sosial-ekonomi-
politik istimewa pada satu kelompok/golongan dan sebaliknya
membatasi secara langsung atau tidak langsung hak sosial-ekonomi-
politik kelompok lain.

Dengan segala kekurangannya, kita sudah berada di jalur
yang benar untuk melangkah ke depan. We are on the right track
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untuk banyak hal, antara lain demokratisasi, transparansi, dan
sikap membuka diri pada era globalisasi. 7he key success factor di
era sekarang terletak pada diri kita sendiri.

Kita perlu optimis mengenai masa depan kita. Optimisme
tentang masa depan kita akan menjadi kekuatan besar untuk
mendorong kemajuan. Kita juga perlu percaya diri untuk mem-
bangun masa depan kita. Kita juga perlu bekerja lebih keras, lebih
tekun, dan lebih cerdas. Itulah bentuk-bentuk baru semangat
kebangsaan kita.

Sebagai bangsa yang sedang berjuang untuk mencapai ke-
hidupan yang lebih baik, dapat dipahami jika berbagai kekurangan
ditemui dalam perjalanan bangsa kita, terutama dari sisi pemerin-
tahan. Buku yang berisi kritik membangun seperti ini, saya pan-
dang sebagai hal yang diperlukan untuk ikut memperbaiki situasi
yang tidak ideal di pemerintahan.

Dalam semua buku politik, disebutkan bahwa tugas pemerin-
tah adalah 7 show the way “menunjukkan jalan” bagi perkem-
bangan negara. Betapa besar manfaat dari arah yang ditunjukkan
oleh Deng Xiao Ping pada masa lalu terhadap perkembangan
China sekarang. Betapa merosotnya Zimbabwe sekarang dengan

arah yang ditunjukkan oleh Mugabe pada masa lalu.

Dalam era demokrasi ini, saya sendiri merindukan hadirnya
pemerintahan yang kuat bersama oposisi yang kuat. Dalam
kehi-dupan politik, optimisme rakyat bisa dimunculkan bila di
setiap tingkatan hadir pemerintah dan oposisi yang kuat sehingga
rakyat menjadi mantap dan optimis mengenai masa depannya.
Jika terjadi kekeliruan dari salah satu pihak, rakyat memiliki pili-
han yang meyakinkan pada pemilu berikutnya. Bagi tokoh-tokoh
pemerintah, kritik oposisi adalah cambuk untuk meningkatkan
kemampuan pengelolaan negara. Oposisi yang kuat, yang efektif
mengawasi pemerintah adalah suatu kebutuhan karena kekuasaan
tanpa pengawasan yang efektif akan cenderung korup.



Hadirnya pemerintahan yang kuat bersama dengan oposisi yang
kuat akan memunculkan gagasan unggul, kemampuan mengelola
negara yang andal, serta moral dan etika yang baik. Pengertian
“kuat” juga harus visioner. Bagi kelompok oposisi, perlu siap
mengambil alih kepemimpinan politik jika pemerintahan gagal.

Perlu kita sadari bahwa pada era globalisasi ini setiap negara-
bangsa sedang berjuang keras untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya. Tinggi rendahnya harkat, derajat, dan martabat
suatu bangsa semakin diukur berdasar tingkat kesejahteraan dan
peradabannya. Karena itu, peningkatan standar hidup dan kuali-
tas manusia Indonesia perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh
oleh pemerintah, masyarakat, masing-masing keluarga, dan orang
per orang.

Negara dan pemerintah kita memang perlu cerdik hidup di
dunia baru ini. Masyarakat juga perlu matang dalam menyikapi
berbagai hal dan pertama-tama negara harus bersikap melindungi
warga negara.

Tak terbantahkan, banyak sekali hal yang harus dilakukan
untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera, dan bersatu
dengan daya saing yang tinggi. Dengan perencanaan yang tepat,
yang dilaksanakan dengan kesungguhan di bawah kepemimpinan
nasional yang visioner, kita akan mampu mencapainya.

Jakarta, 20 Maret 2010

Siswono Yudo Husodo
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Ucapan Terima Kasih

uku ini, seperti buku-buku saya sebelumnya, merupakan

kumpulan dari tulisan-tulisan saya yang sebagian besar meru-
pakan revisi dari laporan penelitian yang saya buat sebagai pene-
liti di LIPIL. Penelitian di LIPI umumnya merupakan penelitian
yang dilakukan dalam kelompok (zeam work), bersifat multidisip-
liner dan hampir selalu memiliki komponen pengumpulan data
lapangan di luar Jakarta. Oleh karena itu, dalam kesempatan
ini ucapan terima kasih yang pertama ingin saya tujukan pada
pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan data
di berbagai lokasi penelitian: pemerintah daerah, universitas dan
lembaga-lembaga masyarakat, rekan-rekan peneliti dan penggiat
masyarakat di daerah dan para narasumber yang tidak mungkin
saya sebutkan namanya satu persatu. Kedua, saya ingin menyam-
paikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Siswono Yudo
Husodo yang telah bersedia memberi kata pengantar buku ini.

Ketiga, penghargaan ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan
saya di LIPI Press: Sarwintyas Prahastuti, Prapti Sasiwi, Nanik
Supriyanti, dan Muhammad Fadly Suhendra; yang telah mem-
bantu proses penerbitan buku ini. Keempat, ucapan terima kasih
ingin saya sampaikan atas dukungan dan kerja sama yang baik
kepada kolega saya di LIPI: Muhamad Hisyam dan Abdul Rachman

Patji selaku atasan-atasan saya di Pusat Penelitian Kemasyarakatan



xviii

dan Kebudayaan LIPI, juga kepada mitra kerja saya Henny Warsi-
lah, Thung Julan, dan Soewarsono. Kelima, saya ingin meng-
ucapkan penghargaan atas bantuan teknis rekan-rekan saya dalam
menggarap buku ini: Joko Kristijanto, Juni Karichnarsi, dan
Obing Katubi di PMB-LIPI, Bambang Purnomo di P2K-LIPI
dan Rima Octavia di PDII-LIPI. Akhirnya, ucapan terima kasih
untuk anggota keluarga kecil saya: Indira Saraswati, Anggariti,
dan Larassanti Tirtosudarmo; yang selalu menjadi bagian dalam
keseharian hidup saya, tanpa kehadiran mereka rasanya tidak
mungkin saya menyelesaikan ini semua.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengutip se-
buah puisi karya Ook Nugroho, yang dimuat di Kompas Minggu,
2 Mei 2010, yang berjudul “Agar Menjadi Kisah”. Membaca
puisi ini saya menemukan pencerahan dan raison d'etre mengapa
menuliskan sebuah kisah dan menyampaikannya kepada khalayak
ramai adalah sebuah panggilan. Meskipun demikian, sesungguh-
nya ada semacam paradox yang saya alami: menulis adalah se-
buah laku yang membutuhkan sepi, namun ketika huruf-huruf
telah menjadi kata-kata dan terjalin menjadi sebuah kisah, tak
mungkin bermakna tanpa adanya sebuah khalayak yang menjadi
pembacanya. Kepada Ook Nugroho yang puisinya saya curi, saya
mohon dimaafkan, dan dengan tulus saya ingin mengucapkan
terima kasih atas inspirasi yang saya petik dari puisi Anda, yang
selengkapnya saya kutipkan kembali di bawah ini.

Agar Menjadi Kisah

Agar menjadi kisah

Kau harus menjadi sungai
Bersekutu dengan musim
Dengan cuaca sepanjang tebing



Agar menjadi sungai

Kau harus kembali

Ke puncak sepi berkabut itu
Menemukan sumber awal tak terduga
Alasan-alasan tersembunyi

Di belakang setiap desah bunyi
Isyarat-isyarat kekal purba

Di sebalik rerimbun waktu

Agar memahami waktu
Akar-akarnya yang menjalar
Pada setiap lembar halaman kisah

Kau harus menjelma huruf-hurufnya

Semoga kisah-kisah yang saya tuliskan dalam buku ini ada
manfaatnya bagi khalayak ramai.

Kampung Ambon, 20 Mei 2010

Riwanto Tirtosudarmo
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Prolog
Batas-Batas Rekayasa Sosial

Pada tanggal 31 Agustus tahun 2007 saya menerbitkan buku
yang saya beri judul Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pas-
ca-Soeharto. Buku itu merupakan kumpulan tulisan saya yang
berkisah tentang persoalan-persoalan seputar konflik komunal
yang diakibatkan secara tidak langsung oleh rekayasa demografis
rezim Socharto dan Orde Baru. Buku ini, yang juga merupakan
kumpulan tulisan, memiliki tema yang tidak terlalu berbeda de-
ngan buku Mencari Indonesia. Tema buku ini masih berkisar pada
berbagai isu sosial dan politik setelah berakhirnya rezim Soeharto
dan Orde Baru. Yang mungkin berbeda adalah fokusnya yang
tidak lagi pada persoalan-persoalan konflik komunal dan rekayasa
demografis, namun merambah persoalan yang lebih luas, yaitu
tentang rekayasa sosial atau social engineering. Saya beranggapan,
perhatian utama buku ini masih merupakan kelanjutan dari buku
Mencari Indonesia, oleh karena itu saya memberi judul buku ini
Mencari Indonesia 2.

Sebagai anak judul, semula saya ingin menambahkan “Tekno-
krasi, Desentralisasi, dan Globalisasi”, karena tiga isu pokok
inilah yang saya anggap menjadi tema-tema yang dapat mengi-
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kat—meskipun secara longgar empat belas tulisan yang terang-
kum dalam buku ini. Meskipun demikian, setelah saya pikirkan
kembali anak judul ini, rasanya terlalu luas dan terlampau berat
sebagai sebuah anak judul. Ketiganya merupakan isu-isu besar
yang mengandung dalam dirinya pengertian, konseptualisasi, dan
kerangka berpikir yang membutuhkan penjelasan tersendiri yang
tidak mungkin diuraikan secara singkat. Setelah membaca kem-
bali bab-bab dalam buku ini, saya memutuskan untuk memberi
anak judul “Batas-Batas Rekayasa Sosial” yang sebetulnya sudah
saya jadikan judul bagian pengantar atau sekapur sirih dari buku
ini. Anak judul ini, “Batas-Batas Rekayasa Sosial” menurut hemat
saya jauh lebih tepat dan cukup sesuai sebagai benang merah yang
tanpa terasa berkelindan dan menelusup pada setiap bab dalam
buku ini.

Rekayasa sosial merupakan pengindonesiaan dari istilah dalam
bahasa Inggris social engineering, yang jika kita klik Wikipedia di
internet keluar penjelasan sebagai berikut:

Social engineering is a discipline in political science that refers
to efforts to influence popular attitudes and social behaviors on
a large scale, whether by go-vernments or private groups. In the
political arena, the counterpart of social engineering is political
engineering (Social engineering, t.t).

Pengertian rekayasa sosial seperti ditemukan di Wikipedia
adalah dalam konteks ilmu politik, yang dikatakan sebagai coun-
terpart dari political engineering. Dalam buku ini saya melakukan
modifikasi terhadap pengertian rekayasa sosial dari Wikipedia
itu. Rekayasa sosial saya artikan sebagai berbagai upaya negara,
terutama melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk me-
ngarahkan perkembangan masyarakat ke arah yang diinginkannya.
Jadi, modifikasi yang saya lakukan adalah mempersempit pelaku
utama rekayasa sosial hanya pada negara dan pemerintah. Saya
memperluas cakupan aktivitas rekayasa sosial tidak hanya pada

Mencari Indonesia 2



hal-hal yang berhu-bungan dengan popular attitudes dan social
behaviors, namun pada keseluruhan perubahan sosial yang terjadi
akibat upaya negara dan kebijakan pemerintah itu.

Buku ini diawali oleh tulisan pertama berjudul “Teknokrasi
dan Pembangunanisme”. Bab pertama ini mengupas proses
rekayasa sosial yang dilakukan oleh Orde Baru selama lebih dari
tiga dekade yang ternyata harus berakhir dengan lengsernya sang
patriakh—]Jenderal Soeharto—pada tanggal 21 Mei 1998. Pilar
utama rekayasa sosial Orde Baru, yaitu teknokrasi, berdasar pada
paham pembangunanisme. Meskipun harus diakui pembangunan
Orde Baru telah mencapai sasaran kuantitatif pembangunan eko-
nominya, terbukti secara keseluruhan rapuh dan tidak ditopang
oleh struktur yang kuat. Pada pertengahan tahun 1990-an, po-
tensi keruntuhan Orde Baru sesungguhnya sudah teramati oleh
Ruth McVey (1996), "By the mid 1990s the combination of intense
emphasis on social stability, state control, and capitalist development
has resulted in what might best be described as dynamic paralysis.”

Saya mengartikan istilah dynamic paralysis sebagai sebuah
proses kelumpuhan yang bersifat dinamis. Teknokrasi yang per-
caya bahwa perkembangan masyarakat bisa direkayasa melalui
kebijakan yang didasari pertimbangan rasional ilmiah terbukti
memiliki batas-batasnya sendiri. Refleksi terhadap pengalaman
pembangunan Orde Baru sebagai tulisan pertama dalam buku
ini memang dimaksudkan sebagai titik tolak dari tulisan dalam
babbab selanjutnya yang hampir semuanya merupakan rekaman
terthadap sebuah proses interaksi antara, di satu sisi, kehendak
negara untuk merekayasa, dan di sisi lain, respons dari masyarakat
terhadap upaya rekayasa negara terhadapnya.

Pada Bab II, sebuah bentuk rekayasa sosial yang barangkali
paling lama bertahan di negeri ini, yaitu transmigrasi, terbukti
mampu tetap hidup meskipun rezim Orde Baru telah diganti oleh
rezim-rezim pasca-Orde Baru. Gagasan bahwa melalui pemindahan
penduduk sebuah masyarakat baru bisa direkayasa cukup kuat
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melekat dalam benak pejabat negara sejak zaman kolonial hingga
sekarang. Masalahnya memang bagaimana kemudian mencari for-
mula kebijakan transmigrasi yang tepat ketika daerah-daerah yang
menjadi lokasi transmigrasi tidak lagi bisa didikte oleh pemerin-
tah pusat. Kembali di sini kita perlu mengenali batas-batas dari
sebuah rekayasa sosial yang pada masa Orde Baru terbukti tidak
saja menemui jalan buntu tetapi juga yang imbasnya melahirkan
ketegangan-ketegangan sosial, bahkan konflik komunal.

Pada Bab III pengamatan awal terhadap perubahan sosial
telah dilakukan di sebuah kawasan yang paling cepat dan paling
luas secara spasial mengalami transformasi sosial di Indonesia.
Kawasan itu adalah apa yang saat ini dikenal sebagai pantura
yang merupakan kependekan dari pantai utara Jawa. Mengapa
saya berani mengatakan kawasan ini sebagai kawasan yang paling
luas dan paling cepat mengalami perubahan sosial? Sebagaimana
bisa dibaca dalam bab tiga, kawasan pantura adalah satu-satunya
kawasan perkotaan yang terpanjang di Indonesia. Kawasan ini
sejak lebih dari 200 tahun yang lalu telah terhubungkan oleh
sebuah jalan aspal—yang dibangun Gubernur Jenderal Herman
Willem Daendels dalam masa kekuasaanya yang sangat singkat
(1808-1811).

Selain terhubungkan oleh jalan raya “Daendels”, di kawasan
ini juga terdapat paling banyak pelabuhan-pelabuhan yang
men-jadi penghubung dari jaringan perdagangan, tidak saja an-
tara kota-kota dan pulau-pulau di nusantara, namun juga dengan
kota-kota dan negara-negara lain di dunia. Kota-kota di sepanjang
pantai utara Jawa pernah menjadi pusat-pusat penyebaran agama,
terutama Islam di samping sebagai bandar-bandar yang penting
pada zamannya. Di kawasan inilah kebudayaan campuran, antara
pendatang dan penduduk setempat, mengalami transformasi dan
menjadi dasar dari masyarakat yang bersifat multikultural. Kota-
kota di kawasan pantura ini juga menjadi tempat bertemunya dua
bentuk ekonomi yang memiliki ciri berbeda, modern-kapitalistik
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dan subsisten-tradisional, kebudayaan yang bercorak industrial
dan kebudayaan yang bercorak agrarian. Dari pengamatan yang
saya lakukan, pertumbuhan kota yang cepat akibat mengalirnya
penduduk dari desa ternyata tidak diimbangi oleh kemampuan
pemerintah kota dalam mengelola perkembangan masyarakatnya.
Selain ruang kota gagal ditata secara terencana oleh negara, be-
sarnya kekuatan pasar dan kapital dalam banyak hal justru menjadi
penentu perkembangan kota dan masyarakatnya. Dalam bab tiga
diperlihatkan adanya perbedaan bentuk ketegangan sosial yang
ada di Cirebon dan Gresik, terutama di lapisan masyarakat bawah
yang tergencet ekonominya oleh dominasi sektor perdagangan
dan industri.

Sebuah gejala sosial yang baru muncul pada masa Orde
Baru adalah mengalirnya buruh migran tidak berketerampilan
ke luar negeri. Gejala ini bisa dikatakan sebagai anak kandung
teknokrasi dan pembangunanisme. Berbagai isu yang berkaitan
dengan me-ningkatnya buruh migran yang bekerja di luar negeri
menjadi pokok pembahasan dalam Bab IV dan V. Jika kebijakan
transmigrasi adalah rekayasa sosial yang dirangsang oleh kehen-
dak negara untuk membangun masyarakat baru, mengalirnya
buruh migran melintasi batas-wilayah negara merupakan cermin
dari kegagalan negara dalam menyediakan kesempatan kerja di
dalam negeri—yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab
konstitusional negara. Yang menarik, peluang pekerjaan yang
paling terbuka bagi buruh Indonesia adalah pekerjaan sebagai
pembantu rumah tangga. Tidak mengherankan kalau hampir
80% dari pekerja asal Indonesia di luar negeri adalah perempuan.
Pembangunan ekonomi yang telah secara susah payah dilakukan
oleh para ekonom-teknokrat sampai pertengahan tahun 1980an,
di samping cerita sukses yang ada, ternyata juga melahirkan ke-
timpangan pendapatan dan mendorong perempuan-perempuan
Indonesia untuk dijadikan buruh murah di luar negeri.

Batas-batas Rekayasa ...
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Ketimpangan pendapatan dan ketidakmampuan mencip-
takan kesempatan kerja pada gilirannya mendorong orang untuk
menyeberang ke negeri lain untuk mencari pekerjaan. Kenyataan
ini lagi-lagi memperlihatkan ketidakmampuan teknokrasi dalam
melihat batas-batas rekayasa sosial yang mungkin dilakukannya.
Pada bab empat diperlihatkan kegagalan negara dalam melin-
dungi nasib para buruh migran yang bekerja tanpa jaminan
sosial dan tanpa penghargaan atas hak-haknya sebagai manusia.
Banyaknya pelanggaran atas hak-hak buruh migran ini mendo-
rong berkembangnya aktor-aktor di luar negara yang mencoba
berperan sebagai pendamping, pembela, dan pelindung dari buruh
migran tak berketerampilan. Jaringan aktor-aktor nonnegara ini
seperti dikupas dalam bab lima, bergerak mulai dari tingkat lokal,
seperti teramati di Lombok, sampai ke tingkat internasional,
dengan berkembangnya apa yang dikenal sebagai Transnational
Advocacy Networks.

Jika pembangunanisme adalah sebuah paham, sebuah wacana
atau diskursus yang mengagungkan pragmatisme, maka tekno-
krasi adalah sebuah praksis, bagaimana wacana itu dipraktikkan
dalam dunia nyata. Pembangunanisme dan teknokrasi ternyata
tidak dengan sendirinya ikut mati dengan lengsernya Presiden
Socharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru. Perubahan politik
pasca-Socharto yang dilabelkan sebagai periode reformasi ternyata
membuka ruang baru bagi pembangunanisme dan teknokrasi yang
tidak lagi sekadar dikonotasikan dengan pembangunan ekonomi.
Proses politik yang melahirkan otonomi daerah, misalnya, adalah
sebuah bentuk teknokrasi yang lagi-lagi beranggapan bahwa ma-
syarakat baru bisa direkayasa melalui penciptaan undang-undang
dan berbagai peraturan yang diharapkan bisa mengarahkan ma-
syarakat ke arah dan bentuk yang diinginkan oleh negara. Bab
enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh berisi uraian ten-
tang implementasi sebuah teknokrasi baru bernama desentralisasi
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dan otonomi daerah, berdasarkan berbagai kasus yang ditemukan
di berbagai tempat di luar Jawa.

Pada bab VI pengalaman masyarakat Aceh, sebagai sebuah
masyarakat yang selama Orde Baru paling merasakan represi
politik dibandingkan daerah lain, diungkap, terutama tanggapan
masyarakat terhadap terbukanya kesempatan politik pasca-Orde
Baru. Tsunami dan gempa, yang meluluhlantakkan permukiman
penduduk sepanjang pantai di Aceh, juga dilihat sebagai peristiwa
yang tidak sedikit perannya dalam proses politik yang terjadi.
Berubahnya pola hubungan politik antara pusat dan daerah, yang
secara teknokratis direpresentasikan dalam undang-undang dan
peraturan tentang otonomi daerah, merupakan arena baru, tidak
saja bagi Aceh, tetapi juga bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Di luar bayangan para teknokrat yang merancang undang-undang
otonomi daerah itu sendiri, respons yang barangkali paling banyak
menimbulkan persolan adalah pemekaran daerah yang pada
dasarnya adalah pembentukan daerah administratif baru. Kekua-
saan dan anggaran yang dijanjikan oleh negara rupanya telah
merangsang para politisi di daerah untuk beramairamai mencip-
takan daerah otonom baru sehingga dalam waktu singkat jumlah
provinsi, kabupaten dan kota, mengalami percepatan yang luar
biasa, terutama di luar Jawa.'

Bab VII merupakan hasil pengamatan penulis terhadap se-
buah kelompok atau profesi dalam masyarakat yang seharusnya
bisa dikatakan sebagai mereka yang paling berpengetahuan dan kri-
tis, yaitu kalangan akademisi, terhadap gejala pemekaran wilayah.
Provinsi Sulawesi Tenggara dipilih karena wilayah ini merupakan
sebuah arena pemekaran yang cukup penting, dan dalam waktu
yang relatif pendek berhasil membentuk tidak sedikit kabupaten-
kabupaten baru. Pada bab VIII persolaan pemekaran wilayah juga

' Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari
7 provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota.
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menjadi fokus pembahasan, tidak terbatas pada hasrat politik
untuk memecah sebuah wilayah menjadi beberapa kabupaten,
tetapi juga keinginan para elite politik lokal untuk membentuk
provinsi baru. Bab ini berkisah tentang sebuah gerakan politik
untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Tengah dan mem-
bentuk provinsi baru yang akan diberi nama Sulawesi Timur. Pada
saat yang bersamaan, gagasan untuk membentuk Provinsi Buton
Raya, yang saat ini masih menjadi bagian dari Sulawesi Teng-
gara dibahas dalam Bab IX. Sementara itu, Bab X bisa dianggap
sebagai refleksi teoretis dari penulis yang diangkat berdasarkan
pengamatan-pengamatan empiris praktik implementasi otonomi
daerah, khususnya gejala pemekaran daerah, yang terjadi di Sula-
wesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Desentralisasi adalah isu
pokok kedua setelah teknokrasi yang diangkat dalam buku ini.

Pada empat bab yang terakhir, dibahas berbagai perubahan
sosial yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia dengan se-
buah gejala lama, namun diberi label baru, yaitu globalisasi. Bab
XI bercerita tentang orang Jawa di Lampung dalam era otonomi
daerah sekarang ini. Ketika daerah-daerah lain di luar Jawa seperti
terdorong untuk melakukan peneguhan identitas lokalnya—
yang hampir semuanya non-Jawa—pencarian identitas lokal di
Lampung menjadi menarik karena penduduk lokal merupakan
minoritas, sementara mayoritas adalah orang Jawa yang masih
dipandang sebagai pendatang. Identitas etnik, nasionalisme, dan
“setelah nasionalisme” (post-nationalism) sengaja dibahas dengan
mengambil pengalaman empiris orang Jawa di Lampung. Jika
orang Jawa di Lampung merupakan pendatang atau migran yang
masih berada di dalam batas-batas wilayah negara Indonesia,
pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Jepang adalah migran
yang telah melintasi batas teritorial negaranya sendiri. Bab XII
menguraikan komunitas-komunitas migran Indonesia yang be-
rada di Jepang. Buruh migran dan para pelintas batas ini adalah
pelaku-pelaku globalisasi dalam arti yang sesungguhnya.
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Migrasi penduduk yang bersifat lintas batas negara memang
bukan sebuah gejala baru. Gejala sosial ini terlihat sebagai sebuah
fenomena yang baru karena magnitude-nya yang luar biasa dan
belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena buruh migran ada-
lah fenomena Orde Baru. Sebuah isu yang mau tidak mau terkait
dengan migrasi penduduk lintas batas adalah persoalanpersoalan
yang ada di wilayah perbatasan negara kita. Semakin tingginya
jumlah para pelintas batas menjadikan wilayah perbatasan sebagai
sebuah kawasan di dalam wilayah negara sangat perlu memperoleh
perhatian secara lebih serius, terutama oleh penyelenggara negara.
Bab XIII merupakan sebuah uraian yang diharapkan bersifat
reflektif tentang bagaimana seharusnya kita mengelola wilayah
perbatasan pada sebuah era yang semakin ditandai oleh menguat-
nya interaksi lintas batas karena semakin menguatnya teknologi
informasi, globalisasi ekonomi dan tak terbendungnya arus lalu
lintas manusia antar negara.

Gerak penduduk yang melintasi batas negara atau migrasi
internasional adalah sebuah keniscayaan, juga bagi Indonesia.
Tulisan terakhir, Bab XIV, menyajikan sebuah retrospeksi tentang
pilihan-pilihan pembangunan yang telah dilakukan di Indonesia.
Meskipun tulisan ini bersifat retrospektif, motivasi penulis adalah
untuk merenungkan masa depan kita sebagai bangsa dan negara
Indonesia. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa migrasi sebagai
bagian penting dari globali-sasi adalah sebuah tantangan bagi
masa depan bangsa Indonesia. Kerisauan Presiden pertama Indo-
nesia, Soekarno, yang diungkapkan pada tahun 1963, “Apakah
Indonesia akan menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara
bangsa-bangsa lain, 2 nation of coolies and a collie among nations”*
seharusnya menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia, terutama
para pemimpinnya, kemanakah Indonesia akan menuju? Masih-
kah Indonesia menjadi sebuah proyek bersama? Dalam konteks

? Dikutip dari pidato Soekarno di Manila 5 Agustus 1963, lihat Angus Mclntyre
(2005).
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inilah mengapa saya memberi judul buku ini Mencari Indonesia
2, sebuah lanjutan dari perenungan saya yang belum final, ikhtiar
mencari makna dan jjtibad’—meminjam istilah sahabat saya
Mohamad Sobary—untuk bersama-sama menjadikan Indonesia
sebagai rumah yang ramah dan nyaman bagi mayoritas warganya

untuk hidup dalam keadilan dan kesejahteraan.
Jakarta, 30 Januari 2010

Riwanto Tirtosudarmo
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Bab 1
Teknokrasi
dan Pembangunanisme

Sangat perlu mereka memberi contoh dalam bertirakat terus,
demi rasa solidaritas nasional itu, atau paling sedikit karena menyegani
dan menghormati kemelaratan rakyat banyak.

Soedjatmoko (1972)

By the mid-1990s the combination of intense emphasis on social stability,
state control, and capitalist development has resulted in what might best be
described as dynamic paralysis.

Ruth McVey (1996)

Dalam sebuah konferensi besar mengenai Orde Baru, yang
diselenggarakan oleh Australian National University (ANU), di
Canberra, Australia, tahun 1988, Profesor Mohamad Sadli, Guru
Besar Fakultas Ekonomi UI, mantan Menteri Pertambangan Kabi-
net Pembangunan awal Orde Baru, memberikan jawaban yang
menarik terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Jakob Oetama,
pemimpin umum Harian Kompas. Saat itu, Mohamad Sadli yang
menjadi keynote speaker pada pembukaan konferensi akbar itu,
diberikan kesempatan oleh Profesor Heinz Arndt, moderator
sesi pembukaan itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari
floor. Jakob Oetama dalam kesempatan itu menanyakan: Apakah
berbagai saran dan kritik yang gencar dilancarkan oleh berbagai
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kalangan, terutama pers, mempunyai pengaruh dalam proses
pengambilan keputusan yang bersifat strategis oleh pemerintah?

Dengan gayanya yang khas, rileks, dan tanpa beban, Profesor
Sadli menjawab bahwa berbagai suara itu praktis tidak ada arti-
nya karena setiap keputusan yang penting dilakukan sendiri oleh
Socharto. Selanjutnya, dengan setengah bergurau, Sadli mengata-
kan bahwa kalangan pers tidak perlu menganggap diri sangat
penting karena oleh Socharto semua itu tidak dipedulikannya.
Orang lain boleh saja memberikan usul, tetapi setiap keputusan
penting selalu diambil sendiri oleh Soeharto, demikian cerita
Profesor Sadli, salah seorang arsitek pembangunan rezim Orde
Baru. Sadli, salah satu tokoh kunci restrukturisasi ekonomi pasca-
Sockarno, oleh kalangan yang mengenalnya dianggap memiliki
posisi yang unik, karena dialah yang dianggap memahami politik
dibandingkan ekonom-teknokrat Orde Baru lainnya. Itulah
sebabnya, oleh “lurah” ekonom-teknokrat Orde Baru, Profesor
Widjojo Nitisastro, Sadli selalu diminta untuk berbicara dengan
pers tentang berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerin-
tah. Di samping Sadli, Profesor Emil Salim, juga Guru Besar
Fakultas Ekonomi UI, adalah orang-orang di sekitar Widjojo yang
mudah berbicara dengan pers. Sebaliknya, Widjojo Nitisastro,
dikenal sebagai orang yang paling tidak suka berbicara dengan
pers. Di antara para ekonom-teknokrat, yang oleh seorang penulis
kiri Amerika, David Ransom (1970), diberi label 7he Berkeley
Mafia, Widjojo adalah orang yang terpenting, dianggap paling
dekat dan paling mengerti Soeharto.* Widjojo Nitisastro dalam
wacana dan praktik Orde Baru adalah sebuah teka-teki. Sebuah
enigma, yang memegang banyak informasi kunci sekitar strategi
pembangunan Orde Baru. Meskipun pada tahun-tahun terakhir,
menjelang kejatuhan Socharto, Widjojo tidak menduduki jabatan
resmi dalam pemerintahan, dia masih sangat besar pengaruhnya

% Ulasan tentang Widjojo Nitisastro dan perannya, lihat Tirtosudarmo (2009).
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sebagai penasihat ekonomi Socharto. Ketertutupannya, terutama
terhadap pers, bisa dianggap sebagai tanda loyalitasnya yang sangat
tinggi kepada Socharto yang sangat tabu terhadap kritik yang bersifat
terbuka.

Socharto, sebagaimana tercermin dari anekdot yang dicerita-
kan oleh Sadli di atas, adalah sosok pribadi yang sangat percaya
diri, penuh perhitungan, dan yang terpenting adalah orang yang
berani mengambil keputusan dengan segala risiko yang harus di-
hadapinya. Socharto adalah seorang jenderal, seorang komandan
pasukan strategis (Kostrad), sebelum kemudian menjadi Presiden
ke-2 RI pada tahun 1967. Kenaikan Soeharto sebagai presiden
yang didahului oleh tragedi politik yang besar di Indonesia, sam-
pai sekarang masih diselimuti kekaburan dan kontroversi, yang
merupakan tugas para ahli sejarah untuk menguraikannya.’ Esai
ini akan membatasi diri pada wacana pembangunan ekonomi
yang hidup pada periode Orde Baru, terutama pada fase-fase awal
sampai dengan mulai melunturnya peran ekonom-teknokrat akhir
tahun 1980-an, pada masa arsitek pembangunan mulai digantikan
oleh para teknolog di bawah kepemimpinan Profesor B.]. Habibie.
Secara garis besar ada tiga entitas yang ingin dijadikan sasaran
analisis dalam esai ini, yaitu Soeharto, para ekonomteknokrat yang
menjalankan teknokrasi, dan sebuah paham yang dalam tulisan
ini disebut pembangunanisme.

Secara analitis wacana pembangunan ekonomi Orde Baru,
yang menjadi fokus dari tulisan ini, tidak mungkin dilepaskan dari
berbagai aspek, yang untuk memudahkan pemaparan akan dibagi
menjadi tiga bagian: Para Pelaku, Lingkungan Politik-Ekonomi,
dan Aspek Kelembagaan. Selanjutnya, esai ini dikembangkan
untuk mengulas tiga aspek yang dianggap krusial dalam perkem-
bangan Orde Baru tersebut sekaligus menggali akar penyebab

> Analisis mutakhir tentang peristiwa politik yang terjadi di Indonesia tahun 1965,
lihat Roosa (2006)
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keruntuhannya. Berdasarkan cara pandang seperti ini, dengan
data yang tersedia, terutama dalam kepustakaan, diharapkan akan
dapat diuraikan secara jernih bagaimana sesungguhnya rezim
pembangunan Socharto Orde Baru telah dibangun dengan fon-
dasi rapuh, yang terbukti akhirnya tumbang sambil meninggalkan
berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak,
positif maupun negatif, bagi negara dan bangsa Indonesia, hingga
sekarang.

Dalam era ini yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah
berbagai aspek politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh
terhadap berkembangnya wacana pembangunan, khususnya pem-
bangunan ekonomi, yang selanjutnya menjadi acuan dan penentu
strategi dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Ada paling tidak
dua hal yang sangat menentukan di sini, yaitu perubahan politik
global dan berkembangnya aliran atau paham pemikiran yang
dikenal sebagai modernisasi sebagai resep pembangunan untuk
Dunia Ketiga. Kedua hal penting itu bisa dilihat secara terpisah
ataupun sebagai sebuah kesatuan yang berlangsung secara bersa-
maan. Apa yang terjadi secara umum bisa dilihat sebagai perluasan
strategi politik-ekonomi Blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika
Serikat, untuk menahan pengaruh Blok Timur yang dikomandoi
oleh Soviet-Rusia.

Tinjauan terhadap para pelaku atau aktor dianggap penting
karena merekalah pendukung utama dari teknokrasi dan keber-
langsungan paham pembangunanisme Orde Baru. Aktor utama
yang disorot dalam telaah ini adalah Soeharto sendiri dan para
ekonom-teknokrat yang menjadi pembantu utama Soecharto
dalam menjalankan teknokrasi dan pembangunanisme. Selain
kedua aktor utama ini, sejumlah aktor lain ditelaah sejauh me-
miliki relevansi dalam pembicaraan tentang teknokrasi dan pem-
bangunanisme yang menjadi sorotan utama esai ini. Pada bagian
ini dikupas bagaimana sesungguhnya para aktor berhubungan
dengan institusi-institusi politik, ekonomi, dan sosial yang secara
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langsung atau tidak langsung dikembangkan oleh rezim Soeharto-
Orde Baru. Perhatian secara khusus akan diberikan pada perkem-
bangan birokrasi sebagai instrumen utama dalam menjalankan
kebijakan dan program-program pembangunan. Dalam kaitan
ini tidak mungkin dilepaskan terjadinya interlingkages birokrasi
sipil dan militer, birokrasi di pusat dan di daerah, dan peranan
partai politik, khususnya Golkar dalam memperkuat terjadinya
sentralisasi dan over-birokratisasi di Indonesia.

Para Pelaku

Dalam pendahuluan esai ini telah disinggung tiga ekonom
teknokrat yang dianggap paling berpengaruh terhadap perkem-
bangan wacana dan strategi pembangunan ekonomi Orde Baru,
yaitu Widjojo Nitisastro, Mohamad Sadli, dan Emil Salim. Selain
mereka bertiga, tokoh ekonom-teknokrat lainnya adalah Soebroto
dan Ali Wardhana. Para ekonom-teknokrat ini adalah sebuah ge-
nerasi yang pada masa mudanya banyak terlibat sebagai anggota
Tentara Pelajar (TP), yaitu para pelajar yang ikut dimobilisasi
dalam pertempuran menghadapi tentara Belanda yang ingin kem-
bali menguasai republik. Rasa kebangsaan atau nasionalisme, oleh
karena itu sangat kuat pada generasi ini. Mereka adalah generasi
Indonesia terakhir yang mengalami secara langsung penjajahan,
baik oleh Belanda maupun Jepang, dan terlibat langsung dalam
perlawanan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indo-
nesia. Sesudah kedaulatan negara berhasil direbut, para pemuda
ini kembali ke bangku sekolah atau meneruskan ke universitas.
Para ekonom-teknokrat pada umumnya memperoleh beasiswa
untuk melanjutkan program pascasarjana di Amerika Serikat.
Widjojo dan kawan-kawannya dari Fakultas Ekonomi Univer-
sitas Indonesia, dengan beasiswa dari Ford Foundation, belajar
di Universitas California di Berkeley. Pendidikan dan kedekatan
para ekonom-teknokrat dengan Amerika Serikat jelas ikut mem-
permudah terjalinnya hubungan kerja sama yang erat ketika para
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ekonom-teknokrat ini mulai memegang kekuasaan sebagai arsitek
pembangunan Orde Baru.

Sebagai pelaku maupun pemikir strategi ekonomi, di luar
mainstream, Profesor Soemitro Djojohadikusumo dan Profesor
Sarbini Sumawinata, keduanya anggota Partai Sosialis Indonesia
(PSI), adalah ekonom-teknokrat yang dianggap “tahu politik”,
dibandingkan Widjojo dan kawan-kawannya. Soemitro berperan
aktif di belakang gerakan PRRI/PERMESTA yang melakukan
perlawanan bersenjata terhadap dominasi Soekarno. Setelah PSI
dilarang oleh Soekarno, Soemitro menyingkirkan diri ke luar negeri,
sedangkan Sarbini tetap berada di dalam negeri, sampai terjadi
pergantian rezim. Berbeda dengan Soemitro yang diangkat dan
diberi jabatan tinggi, antara lain sebagai Menteri Perdagangan
dan Menteri Riset, Sarbini tidak pernah menduduki jabatan
tinggi—kecuali pada masa awal Orde Baru sebagai ketua tim
penasihat bidang politik bagi Soeharto. Dalam perkembangan
selanjutnya, Sarbini justru berperan sebagai pengkritik rezim
Orde Baru, bahkan sempat dipenjarakan karena dianggap terlibat
di balik aksi mahasiswa menentang kebijakan penanaman modal
asing yang meletus sebagai Peristiwa 15 Januari (Malari) 1974.
Soemitro adalah tokoh yang sangat kontroversial dalam konteks
Orde Baru karena pemikiran maupun sikapnya sering dianggap
mendua dalam hubungan dengan Soeharto. Di pihak lain, Sarbini
menmiliki sikap dan pemikiran yang merupakan antitesis terhadap
pemikiran dan paham pembangunan para ekonom-teknokrat
Orde Baru.

Di luar para aktor yang terlibat dalam pemikiran dan perumus-
an strategi pembangunan ekonomi, terdapat beberapa aktor kunci

¢ Selain Soemitro dan Sarbini, Mohamad Hatta, bekas Wakil Presiden yang per-
tama, adalah tokoh yang meskipun pada awalnya mendukung para ekonom-tek-
nokrat, kemudian merasa kecewa, dan termasuk pengritik strategi ekonomi yang
dikembangkan oleh Widjojo dan kawan-kawanya. Tentang kritik Hatta, lihat
Noer (1990).
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yang memberikan sumbangan penting dalam perkembangan so-
sial politik Orde Baru. Mereka adalah Ali Moertopo, Hamengku
Buwono IX, Frans Seda, dan Soedjatmoko. Ali Moertopo, seorang
jenderal, dianggap salah satu arsitek terpenting restrukturisasi
politik pada tahap awal Orde Baru. Ali Moertopo adalah seorang
perwira militer yang kariernya tumbuh bersama dengan semakin
besarnya peranan politik Soeharto. Hubungannya dengan Socharto
telah dijalin sejak Socharto menjadi panglima Diponegoro di
Jawa Tengah. Saat itu Ali Moertopo sudah menjadi tangan kanan
Soeharto untuk hal-hal yang berkaitan dengan bidang intelijen.
Ketika Socharto diangkat oleh Soekarno menjadi panglima dalam
konfontrasi dengan Malaysia, Ali Moertopo adalah salah satu
pembantunya. Tidaklah mengherankan jika Ali Moertopo, di-
bantu Benny Moerdani, memiliki peranan kunci ketika konfron-
tasi dengan Malaysia akan diakhiri. Pada awal Orde Baru, Ali
Moertopo membantu Socharto dalam berbagai bentuk political
engineering untuk memperkuat posisi Socharto sebagai presiden.
Selain kegiatannya di bidang intelijen melalui Operasi Khusus
(opsus), Ali Moertopo juga berhasil membangun sebuah zhink
tank, yaitu Center for Strategic and International Studies (CSIS)
yang melakukan kajian mengenai politik dalam negeri maupun
luar negeri. Melihat latar belakang tokoh-tokohnya, CSIS merupa-
kan gabungan antara militer dan kelompok intelektual keturunan
Tionghoa dan Katolik. Ali Moertopo dan CSIS sangat berperan di
belakang pencaplokan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia
pada tahun 1974. Dalam kariernya, Ali Moertopo sempat men-
jabat sebagai Menteri Penerangan, sebuah jabatan strategis sesuai
dengan bidang keahliannya sebagai seorang intelijen, szrateg, dan
demagog.

Hamengku Buwono IX adalah seorang tokoh simbolik yang
memiliki peran krusial dalam periode awal Orde Baru. Dia men-
jadi Wakil Presiden kedua dalam periode Socharto—sesudah kom-
promi politik pada awal Orde Baru. Namun, kemudian dianggap
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memiliki perbedaan pendapat yang prinsipil dengan Socharto,
yang membuatnya sebagai tokoh “semi oposan” sampai wafatnya.
Soeharto, Sultan, dan Adam Malik (menjadi Wakil Presiden Soe-
harto yang pertama) dianggap sebagai #riumuvirar pada masa awal
pembentukan Orde Baru. Posisi Sultan menjadi unik karena kre-
densial yang dimilikinya sebagai seorang “Raja Jawa’, terutama
bagi orang Jawa yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.
Sosok Sultan sebagai seorang patriot telah terukir dalam sejarah
kemerdekaan dan sesudahnya, terutama pada saatsaat genting
mendampingi Dwi Tunggal Soekarno-Hatta menghadapi pihak
Belanda. Peran sejarah kembali diulanginya ketika saat-saat gen-
ting setelah peristiwa traumatis tahun 1965, pada saat masyarakat
memerlukan mercusuar karena kegelapan dan kekalutan politik
yang melanda Indonesia kala itu. Sultan jelas merupakan tokoh
politik yang telah mapan dan tidak memiliki ambisi politik untuk
menjadi orang nomor satu meskipun kesempatan terbuka baginya
untuk merebut peluang ini. Sultan adalah seorang yang sangat
berjasa dalam mengembalikan kepercayaan Blok Barat, terutama
negara-negara donor dan para investornya, kepada Indonesia.”
Peran kenegaraan yang kemudian diambilnya adalah sebagai orang
kedua, mungkin dengan pertimbangan sebagai patriot sekaligus
seorang “raja’ yang memiliki rasa tanggung jawab untuk melin-
dungi “rakyatnya”. Pilihan politik yang diperankannya bersifat
simbolik, meskipun memiliki dampak yang sangat riil terhadap
masyarakat, sebuah peran pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kesadaran dan tanggung jawab untuk mengayomi bangsanya
itulah barangkali yang mendorongnya untuk menerima peran
politik resmi sebagai Wapres meskipun dia tahu bahwa arah yang
kemudian diambil oleh Soeharto tidak lagi sejalan dengan apa
yang diharapkan olehnya.

7 Tentang keterlibatan Sultan Hamengkubowono IX dalam negosiasi-negosiasi eko-
nomi antara Indonesia dengan Blok Barat pada masa awal Orde Baru, lihat Win-

ters (1996).
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Soedjatmoko, adalah seorang Hamlet yang bimbang, antara
memihak atau melawan Orde Baru, adalah gambaran sikap yang
dimainkan cendekiawan pada masa Orde Baru. Keterlibatannya
pada tahap awal, antara lain sebagai duta besar Indonesia di Ameri-
ka Serikat, mencerminkan peranannya yang pelik sebagai seorang
patriot yang mencintai tanah airnya dan sikap kosmopolitannya
sebagai seorang intelektual dari timur. Soedjatmoko sangat me-
nyadari bahwa ada yang keliru dalam cara berpikir para ekonom-
teknokrat yang menganggap bahwa politik harus dikesampingkan
dahulu untuk memberi kesempatan pada pembangunan ekonomi.
Dalam salah satu tulisannya menjelang Repelita II, Soedjatmoko
(1972) mengemukakan sangat pentingnya aspek keadilan sosial
dalam perencanaan pembangunan nasional. Soedjatmoko me-
nyadari sepenuhnya bahwa keadilan sosial “tidak mudah dapat
dipastikan tempatnya di dalam sistem penggolongan masyarakat
karena ia mempengaruhi bermacammacam golongan”.

Berikut adalah kutipan pemikiran Soedjatmoko (1972) ten-
tang keadilan sosial dan solidaritas nasional, yang menurut penulis
sangat krusial, sehingga diberikan ruang yang agak luas dalam esai
ini.

Memang sulit benar untuk mengidentifikasikan di sektor-sektor mana
dalam proses pembangunan segi keadilan-sosial ini harus diperhatikan.
Meskipun demikian, sebaiknya pada tingkat permulaan dalam proses
sasaran keadilan-sosial dipegang teguh dalam merumuskan prinsip-
prinsip yang akan melandasi Repelita IT (hlm. 19).

Terganggunya rasa keadilan sosial di dalam masyarakat juga
merupakan ancaman untuk rasa solidaritas-nasional. Padahal,
usaha pembangunan kita masih akan memerlukan waktu yang
sangat lama sebelum kemajuan kita akan dinikmati oleh semua
anggota masyarakat, dan akan disertai oleh persoalan-persoalan
yang demikian besar, seperti kepadatan penduduk, unemployment,
masalah pemuda, soal urbanisasi yang tidak terkendali; sehingga
tanpa pemupukan solidaritas nasional secara sadar, maka kemam-
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puan kita untuk me-manage secara rasionil masalah-masalah yang
besar ini tidak akan mencukupi. Maka akan timbul situasi-situasi
yang eksplosief yang mengancam keamanan dan persatuan bangsa.

Rasa solidaritas nasional yang merupakan ikatan antara
semua golongan, antara yang kaya dan yang miskin itulah bekal
kita yang paling utama dalam perjalanan menuju masyarakat adil
dan makmur. Maka yang diperlukan ialah suatu kewaspadaan
terus-menerus terhadap gejala-gejala yang dapat merusak rasa
keadilan-sosial dan solidaritas nasional ini, agar cepat-cepat dapat
dilaksanakan policies korektif untuk mengubah situasi-situasi
semacam itu. Tapi bagaimanapun juga, lepas dari segala peraturan-
peraturan yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan-perbe-
daan yang menyolok, banyak sekali akan tergantung daripada
kesediaan dan kesanggupan golongan elite, golongan kaya dan
berkuasa untuk menahan diri—secara sukarela, untuk membatasi
diri dalam menggunakan kesempatan untuk menggaruk-garuk
dan menonjol-nonjolkan kekayaan itu (conspicuous consumption).
Sangat perlu mereka memberi contoh dalam bertirakat terus, demi
rasa solidaritas nasional itu, atau paling sedikit karena menyegani
dan menghormati kemelaratan rakyat banyak.

Masalah keadilan sosial di dalam pembangunan juga me-
nunjukkan bahwa tidak cukup kita hanya melihat pada golongan
dan grup-grup sosial yang perlu diperhatikan dalam persiapan
Repelita II, melainkan bahwa kita harus melihat lebih jauh, yaitu
kepada masalah struktural masalah organisasi sosial, dan akhirnya
masalah ekonomi politik (political economy) supaya momentum
pembangunan dapat dipelihara dan agar pengamatan dari-
pada pembangunan terus terjamin. Ketiga-tiganya juga termasuk
tujuan-tujuan pembangunan di bidang sosial (social goals) (hlm.
20-21).

Dalam tulisan lainnya, misalnya, Soedjatmoko secara jelas
mengatakan sebagai berikut:

... bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin dilakukan secara
terlepas dari pembangunan politik.
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Menurut  Soedjatmoko, pembangunan pada akhirnya
merupa-kan upaya untuk memberikan peluang politik kepada ma-
syarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya secara penuh.
Soedjatmoko juga berusaha untuk menawarkan wacana yang
menempatkan pembangunan dalam konsepsi kebudayaan. Dalam
pandangan Soedjatmoko, pembangunan tidak mungkin direduksi
sekadar sebagai pertumbuhan ekonomi sebagaimana dipraktikkan
oleh para ekonom-teknokrat. Derasnya paham pembangunanis-
me yang dipelopori oleh para ekonom-teknokrat—didukung
oleh kekuatan represif dari militer—tampaknya membuat kritik
halus dari Soedjatmoko tidak mempunyai pengaruh yang berarti
terhadap pembangunan yang berkembang sejak awal Orde Baru.
Soedjatmoko, yang kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun
menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat pada awal Orde
Baru, hanya bisa bertahan beberapa tahun bekerja di Bappenas
untuk urusan sosial-budaya, selanjutnya memilih untuk mene-
rima tawaran menjadi Rektor United Nations University (UNU)
yang berkedudukan di Tokyo, Jepang.® Kepergian Soedjatmoko
dari Indonesia mencerminkan semakin kuatnya teknokrasi dan
meluasnya paham pembangunanisme yang menafikan politik
sebagai bagian penting dari perubahan masyarakat.

Para aktor utama yang sangat berperan dalam periode awal
pembentukan rezim Orde Baru pada umumnya memiliki sebuah
persamaan, yaitu berasal dari kalangan nonpartai politik. Para
aktor yang berasal dari kalangan partai, pada umumnya berasal
dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) antara lain adalah Soemitro
Djojohadikusumo, Sarbini, dan Soedjatmoko. Namun, posisi
mereka tidaklah menentukan seperti mereka yang berasal dari ka-
langan nonpartai. Latar belakang yang nonpartai dari para aktor
utama rezim Orde Baru dapat dipahami karena pada masa Soekarno
partai-partai besar umumnya berada dalam pengaruh Soekarno.

8 Tentang Soedjatmoko, lihat Nursam (2002).
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Para aktor Orde Baru adalah mereka yang berasal dari kalangan
non-Soekarnois, bahkan yang merupakan lawan-lawan politik
Soekarno, seperti Soemitro Djojohadikusumo yang terpaksa
memilih melarikan diri keluar negeri setelah PRRI/PERMESTA
yang didukungnya ditumpas Soekarno. Sifat nonpartai, bahkan
antipartai politik dari para aktor utama Orde Baru sangat ber-
peran dalam membentuk watak rezim Orde Baru yang juga anti-
partai politik. Partai politik dalam wacana pembangunan Orde
Baru adalah sekadar ornamen yang diperlukan sebagai penghias
dan bukan sebagai institusi yang harus dikembangkan agar dapat
mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Partai politik kalau
diibaratkan tanaman adalah jenis bonsai yang cukup ditanam
dalam pot Golkar, yang oleh rezim Orde Baru dianggap bukan
partai, sebaliknya diberi kesempatan untuk tumbuh besar seperti
simbolnya, pohon beringin.

Socharto adalah seorang jenderal militer, yang seluruh karier-
nya berada di lingkungan militer. Dalam dunia militer, karier
Socharto diawali ketika menjadi anggota KNIL pada masa kolo-
nial Belanda. Sebelum Jepang datang, Socharto masuk kepolisian
dan ketika Jepang berkuasa, Soeharto masuk Pembela Tanah Air
(PETA) dan berhasil menjadi salah satu komandannya. Ketika
pecah perang kemerdekaan, Socharto masuk Tentara Republik
Indonesia (TRI) dan tahun 1950 mencapai pangkat kolonel.
Soeharto terlibat aktif dalam berbagai operasi militer menumpas
pemberontakan daerah, pertengahan tahun 1950-an, mulai
DI/TI di Jawa Barat, PRRI/PERMESTA di Sumatra dan Su-
lawesi, sampai operasi pembebasan Irian Barat awal tahun 1960-an.
Mungkin karena Socharto adalah salah seorang dari elite militer
yang tidak mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat, meru-
pakan alasan bagi Soekarno untuk mengangkat Soeharto sebagai
Panglima Kostrad yang pertama. Dari kedudukannya sebagai
Panglima Kostrad dan dengan berbekal Surat Perintah 11 Maret
1966, Socharto melakukan penumpasan PKI dan menggantikan
Soekarno sebagai Presiden RI.
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Lingkungan Politik-Ekonomi

Wacana pembangunan, yang kemudian menjadi terkenal seba-
gai paham atau aliran modernisasi, berawal dari pidato Harry
Truman, pada saat dikukuhkan sebagai Presiden Amerika Serikat
tanggal 20 Januari 1939. Truman dalam pidatonya mengemuka-
kan pentingnya untuk memberikan perhatian secara serius kepada
negara-negara yang tergolong sebagai wunderdeveloped countries
yang umumnya terletak di belahan selatan katulistiwa. Truman
memperkenalkan sebuah dikotomi: Negara Utara s Negara Selatan.
Negara Utara adalah negara-negara industri maju, terutama Eropa
Barat dan Amerika Utara, sedangkan Negara Selatan adalah negara-
negara miskin yang terdapat di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Negara Utara juga diidentikkan sebagai negara yang memiliki
tradisi demokrasi liberal, sementara Negara Selatan dianggap
masih hidup dalam alam feodal, otoritarian, dan bahkan masih
dianggap sebagai masyarakat tribal, yang belum mengenal sistem
politik modern. Jelaslah bahwa Truman telah memosisikan Ameri-
ka Serikat sebagai pelopor pembangunan global dan menganggap
bahwa ukuran kemajuan peradaban sebuah bangsa adalah pada
produktivitas ekonominya. Negara Selatan, dalam kaca mata
Truman, harus dibantu untuk mengejar kemajuan dalam bidang
ekonomi, melalui bantuan teknologi dan modal, di samping do-
rongan untuk melakukan demokratisasi politik.

Pada tahun 1944, negara-negara yang tergabung dalam Blok
Barat membentuk Bank Dunia dan International Monetary Fund
(IMF), lima tahun setelah pelantikan Presiden Harry Truman.
Ini menunjukkan sebuah perkembangan baru, yaitu dimulainya
tekanan dari negara-negara kaya kepada negara-negara miskin
untuk menjalankan berbagai program restrukturisasi ekonomi
agar dapat mengikuti irama produktivitas global. Negara-negara
miskin juga didorong untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian
kebijakan pembangunan agar bisa menurunkan tingkat kemiskin-
an yang diderita sebagian besar penduduknya. Negara-negara
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Barat melalui Bank Dunia dan IME, melakukan penetrasi melalui
berbagai pemberian bantuan dan utang kepada negara-negara
miskin.

Sulit untuk dibantah bahwa bantuan ekonomi tidak mung-
kin dilepaskan dari kepentingan politik Negara Utara, khususnya
Amerika Serikat. Pada periode ini, hubungan Presiden Soekarno
dengan Negara Barat memperlihatkan gejala yang menarik, yaitu
semakin renggangnya hubungan antara keduanya. Keadaan ini
mencapai klimaksnya ketika Indonesia menyatakan diri keluar dari
keanggotaan Bank Dunia pada akhir tahun 1950-an. Soekarno,
yang semakin tertarik oleh negara-negara sosialis-komunis, yang
dikenal sebagai Blok Timur, jelas semakin memperlihatkan posisi-
nya yang anti-Blok Barat. Periode yang dikenal sebagai Perang
Dingin (Cold War) antara Blok Barat, yang dipimpin Amerika
Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Soviet-Rusia, setelah
berakhirnya Perang Dunia II, merupakan perubahan lingkungan
politik global yang sangat berpengaruh terhadap dinamika politik

dan orientasi pembangunan di Indonesia.

Kemunculan Soeharto dan Orde Baru sesudah pertengahan
tahun 1960-an tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan
stategis global yang mencerminkan meningkatnya Perang Dingin
antara Blok Barat dan Blok Timur yang saat itu berlangsung.
Tanda-tanda kekalahan Amerika Serikat dalam mempertahankan
Vietnam Selatan dari serangan Vietkong dari utara mendorong
perlunya dikembangkan containtment strategy untuk mencegah
menjalarnya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Dalam konteks
politik regional semacam ini, munculnya Socharto sebagai orang
kuat di Indonesia yang berhasil membasmi komunisme jelas me-
rupakan faktor yang sangat penting bagi strategi politik Amerika
Serikat di Asia. Tidak pelak lagi bahwa Indonesia di bawah
Soeharto adalah negara yang perlu segera mendapatkan bantuan
ckonomi dari Barat. Saat itu, Indonesia adalah negara yang ber-
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penduduk terbesar kelima yang wilayahnya sangat luas dan sekali-
gus memiliki kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh Barat.

Hal kedua yang penting dalam aspek lingkungan adalah se-
dang menjalarnya paham modernisme di kalangan ilmuwan sosial
dan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Aliran pemikir-
an ini percaya bahwa untuk mengejar ketertinggalannya dari
negara industri, negara-negara miskin di Asia, Afrika dan Amerika
Latin harus mengadopsi strategi pembangunan ekonomi yang
mengutamakan percumbuhan ekonomi, pengendalian penduduk
dan mengubah mental masyarakat menjadi masyarakat yang ber-
semangat membangun. Aliran modernisasi yang dipelopori oleh
ilmuwan-ilmuwan sosial seperti W.W. Rostow (ilmu ekonomi),
Samuel Huntington (ilmu politik), dan David McCleland (psi-
kologi), melalui publikasi dan #72ining memengaruhi cara berpikir
para elite pembangunan di negara-negara Selatan, termasuk para
elite pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru. Para
ekonom, terutama dari Fakultas Ekonomi Ul, merupakan pemikir
utama strategi pembangunan, yang kemudian dikembangkan oleh

Soeharto dan Orde Baru.

Dalam tulisan ini, aliran atau paham yang berpangkal pada
teori-teori modernisasi yang bersifat positivistik inilah yang dise-
but sebagai pembangunanisme. Strategi yang dikembangkan
oleh para ekonom-teknokrat awal Orde Baru adalah untuk segera
keluar dari krisis ekonomi. Krisis yang ditandai oleh tingginya
inflasi telah berlangsung sejak awal tahun 1960-an. Pemerintah
Orde Baru pada tahap awal berusaha memfokuskan diri untuk
memulihkan stabilitas ekonomi makro dan berusaha secepatnya
keluar dari ekonomi yang dilanda hiperinflasi. Langkah penting
lainnya adalah merehabilitasi infrastruktur fisik dan ekonomi seperti
perkebunan, pertambangan, dan industri; yang diharapkan dapat
segera memulihkan ekonomi yang cukup lama mengalami stagnasi.

Strategi pembangunan yang diadopsi oleh para ekonom-
teknokrat, di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro, dengan
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sendirinya membuka peluang masuknya pemikiran modernisasi
yang saat itu memang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi
dan kebijakan ekonomi makro merupakan dua kata kunci yang
menguasai wacana pembangunan Orde Baru. Berbagai kebijakan
ekonomi yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara pada
pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, tidak mungkin akan dilakukan pembangunan di
bidang lain dalam masyarakat. Dalam wacana pembangunan ini,
diyakini bahwa pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan
dan berbagai program peningkatan kesejahteraan sosial lain hanya
mungkin dilakukan jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa
dicapai. Dalam upaya untuk memulihkan ekonomi, di samping
masuknya paham modernisasi sebagai wacana pembangunan, ada-
lah terbukanya Indonesia bagi masuknya modal asing dan utang
luar negeri. Modal asing dan utang luar negeri dari negara-negara
Barat, di samping Bank Dunia, merupakan hal yang yang di masa
Soekarno sebagai hal yang bersifat tabu. Bahkan, Soekarno sangat
terkenal dengan kata-katanya: Go o hell with your aid! Dalam
masa Orde Baru, Indonesia membuka diri seluas-luasnya terha-
dap modal asing dan utang luar negeri, karena diyakini oleh para
ekonom-teknokrat yang menjadi arsitek pembangunan ekonomi
saat itu, sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan
yang ada. Menurut anggapan para ekonom, tidak mungkin pada
waktu itu mencari sumber-sumber pembangunan dari dalam
negeri. Sejak awal Orde Baru, Indonesia telah menjadi bagian dari
globalisasi ekonomi dan tidak mungkin keluar dari berbagai dam-
pak yang diakibatkannya, baik yang bersifat positif maupun yang
negatif. Lingkungan global, baik yang berbentuk wacana sebagai
aliran pemikiran maupun yang berupa jaringan politik-ekonomi,
merupakan sebuah konteks dan sesting yang sangat menentukan
perkembangan Orde Baru selanjutnya.

Kritik terhadap wacana pembangunan nasional, sesungguh-
nya telah muncul bersamaan dengan kelahiran Orde Baru. Namun
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demikian, kritik itu tidak berkembang karena kekuatan-kekuatan
politik masyarakat seolah-olah telah mendapat kaca mata kuda
baru yang bernama pembangunan. Pembangunan telah menjadi
kata kunci sekaligus mantra baru yang bakal memberikan jalan
keluar bagi berbagai masalah yang sedang dihadapi pada waktu
itu. Komunisme dan PKI yang dianggap sebagai biang keladi
segala kebobrokan masyarakat—yang upaya untuk menentang
terhadapnya mencapai klimaks dengan peristiwa G30S—sejak
awal Orde Baru dikonstruksi sedemikian rupa sebagai antitesis
dari pembangunan. Kebobrokan ekonomi masa Soekarno yang
disebut sebagai Orde Lama, antara lain tercermin dalam tingkat
inflasi yang dikatakan mencapai 600% menjelang pertengahan
1960-an, merupakan penyakit yang harus segera disembuhkan
dengan pembangunan. Pembangunan telah dipandang sebagai
sebuah panacea, atau obat mujarab yang dapat menyembuhkan
bagi segala macam penyakit yang diderita oleh bangsa Indonesia.
Dalam upaya untuk keluar dari kebobrokan ekonomi inilah para
ekonom-teknokrat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
tampil sebagai semacam “dukun penolong” yang menjanjikan
berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi untuk
menghilangkan berbagai penyakit yang sedang diderita oleh bangsa

Indonesia.

Sejak awal Orde Baru, ekonomi telah menjadi panglima
menggantikan politik yang pada masa Soekarno dianggap sebagai
panglima. Di sinilah terjadi distorsi makna terhadap politik yang
dikonotasikan sebagai antipembangunan dan antieckonomi. Makna
politik telah dikonstruksi sebagai momok yang dapat menjerumus-
kan masyarakat ke konflik dan menyebabkan masyarakat tidak
punya kesempatan untuk membangun. Oleh karena itu, politik
harus dijauhkan dari masyarakat karena hanya akan mengham-
bat pembangunan ekonomi seperti pada masa Orde Lama. Para
ekonom-teknokrat harus diberi kesempatan untuk memikir-kan
pembangunan ekonomi tanpa dirisaukan oleh konflik dan
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ketidakstabilan politik. Untuk mencapai tujuan inilah, Soeharto
kemudian melakukan restrukturisasi politik. Partai politik diba-
tasi jumlahnya dan yang lebih penting lagi, harus dikontrol oleh
pemerintah. Soeharto dalam proses restrukturisasi politik ini
dibantu oleh Ali Moertopo, yang barangkali bisa disebut sebagai
arsitek utama politik Orde Baru. Melalui undang-undang diku-
kuhkanlah struktur politik Orde Baru, yang kemudian terbukti
hanya dimaksudkan untuk membesarkan Golkar sebagai kekuatan
politik utama yang mampu memberikan legitimasi bagi strategi
pembangunan nasional Orde Baru. Klimaks dari proses restruktu-
risasi politik terjadi ketika Pancasila dijadikan oleh Socharto seba-
gai satu-satunya asas yang harus dianut oleh partai politik dan
organisasi massa. Dalam lingkungan politik domestik yang sangat
terkendali inilah para ekonom-teknokrat berpandangan bahwa
yang diperlukan oleh masyarakat adalah perbaikan ekonomi,
baru setelah itu, perbaikan politik. Politik dalam pandangan
ekonom-teknokrat merupakan sesuatu yang incompatible dengan
pembangunan.

Kelembagaan

Sejak awal Orde Baru, obsesi tentang integrasi nasional dan
modernisasi, memperoleh bentuknya yang sempurna melalui ber-
bagai kebijakan dan program yang dirancang oleh dua pendukung
utamanya, yaitu elite militer dan para ekonom-teknokrat. Militer
maupun ekonom-teknokrat, sebagai aktor utama yang merepresen-
tasikan kekuatan negara, tenyata memiliki sebuah kesamaan dalam
memandang masyarakat. Masyarakat, dalam pandangan militer
dan ekonom-teknokrat, dikonsepsikan sebagai berikut. Pertama,
merupakan kumpulan manusia yang memiliki keseragaman dalam
berbagai karakteristiknya. Kedua, kumpulan manusia itu menempati
sebuah ruang geografis yang dibayangkan sebagai sebuah bidang
datar. Berdasarkan konsepsi semacam ini, militer dan ekonom-
teknokrat memperlakukan masyarakat sebagai sesuatu yang secara
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rasional-sistematis dapat didesain dan direkayasa dari sebuah pusat
pengendali tertentu menuju arah dan format yang diinginkan.
Perbedaan dan keragaman etnik yang melekat dalam masyarakat
dianggap tidak ada, atau tidak relevan, dalam rekayasa sosial dan
perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan dan program dibuat
secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, dan dijalankan
melalui pengendalian yang bersifat terpusat. Perencanaan pem-
bangunan cukup didasarkan oleh angka-angka statistik demografi
dan berbagai indikator ekonomi yang bersifat agregatif.

Sementara itu, para elite militer, yang merasa paling mewarisi
semangat pejuang kemerdekaan menentang penjajah, mengang-
gap diri sebagai satu-satunya golongan yang paling berkepentingan
untuk menjaga kesatuan wilayah dan integrasi nasional. Militer
dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, telah
menciptakan sebuah struktur organisasi sedemikian rupa yang
memberikan peluang besar untuk mengendalikan dan memobilitasi
penduduk demi menjaga keutuhan wilayah negara. Sishankamrata
(Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakayat Semesta) merupakan
pedoman induk dalam mekanisme kerja organisasi militer, yang
secara konkret diwujudkan dalam sistem komando teritorial, yang
kekuasaannya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jika ekonom-
teknokrat bekerja berlandaskan persepsi tentang pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi yang akan menghasilkan keuntungan
(perceived advantage), militer melihat aspek ancaman (perceived
threat) yang bisa menggagalkan pembangunan. Kedua persepsi ini
di samping bersifat saling melengkapi, juga sama-sama mengandung
di dalamnya konsepsi tentang sebuah masyarakat yang secara
sosial dan kultural seragam.

Keberagaman dan heterogenitas etnik yang menjadi ciri
masyarakat Indonesia sunguh-sungguh berada di luar jangkauan
imajinasi para ekonom-teknokrat dan petinggi militer di zaman
Orde Baru. Proses rekonstuksi wacana etnisitas pada masa Orde
Baru mencapai puncaknya ketika berhasil dikemas dalam konsep
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SARA (Suku-Agama-Ras dan Antargolongan). Konsep SARA yang
ke-mudian menjadi acuan utama kebijakan negara pada dasarnya
mengandaikan sebuah masyarakat yang tanpa konflik dan penuh
harmoni. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa perbedaan dan
keberagaman merupakan sumber konflik yang harus dihindari.
Heteregonitas etnik yang melekat pada masyarakat Indonesia
dengan demikian harus dilebur melalui berbagai kebijakan dan
program schingga pada akhirnya diharapkan akan tercipta ke-
budayaan dan kepribadian nasional—yang dianggap merupakan
jati diri (sic) bangsa Indonesia.

Untuk  mencapai  tujuan-tujuan  nasional, terutama
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjaganya integrasi nasio-
nal, ada tiga institusi utama yang penting, yaitu militer, birokrasi,
dan Golkar. Melalui ketiga institusi yang kesemuanya berada dalam
kendali langsung Presiden Socharto inilah berbagai kebijakan dan
program pembangunan dirancang dan dilaksanakan. Para eko-
nom-teknokrat dalam skenario besar ini memerankan diri sebagai
arsitek sekaligus pelaksana berbagai kebijakan dan program yang
berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Sementara itu, para
elite militer diserahi untuk mengendalikan berbagai kebijakan
dan program yang berkaitan dengan politik. Birokrasi merupakan
pelaksana kebijakan dan program yang telah diputuskan sekali-
gus merupakan tulang punggung dari institusi politik Socharto
yang berkiprah dalam arena perpolitikan melalui Golkar. Militer,
birokrasi, dan Golkar merupakan institusi-institusi yang secara
keseluruhan membentuk sebuah jaringan atau anyaman yang
serat-seratnya saling menunjang satu sama lain dan hampir secara
total menjangkau seluruh bagian masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1978, Karl D. Jackson mengatakan bahwa sistem
politik Indonesia paling tepat dipahami sebagai bureaucratic polity,
yakni kekuasaan politik dan partisipasi dimonopoli oleh para
pejabat tinggi dalam birokrasi, baik sipil maupun militer. Berda-
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sarkan analisisnya, Jackson (1978) menyimpulkan perkembangan
politik di Indonesia saat itu sebagai berikut.

The present Indonesian bureaucratic polity is stable but weak, easy to rule,
but difficult to modernize. Economic changes will occur, but the most likely
successes will involve foreign capital monopolizing limited skills and ex-
pertise in capital-intensive enterprises directed toward the international
marketplace. Capital formation and trickle-down effects will occur, but
conspicuously modern enclaves will grow richer while the economic and
social problems of the rural and urban poor become increasingly intractable
and hence unattractive to hard pressed policy-makers (hlm. 396).

Selanjutnya, Jackson memperkirakan

The most likely outcome in Indonesia over the next several decades is a
hardening of the bureaucratic polity, a harsher use of power, and increasingly
authoritarian practices. Pressing social and economic problems may not be
solved, the national patrimony of oil and other natural resources may be
ineffectually used or wasted, but the traditions of power underpinning the
Indonesia bureaucratic polity are unlikely to yield readily to change (hlm.
397).

Socharto harus diakui telah berhasil menciptakan sebuah
sistem pengendalian politik terhadap masyarakat yang hampir
sempurna dan bersifat total. Socharto dengan demikian adalah
seorang patriach-otoriter, yang menjalankan pemerintahan secara
menyeluruh melalui kekuasaan yang terpusat pada dirinya. Melalui
ketiga institusi yang menjadi pilar utama pemerintahannya, yaitu
militer, birokrasi, dan Golkar, berbagai elemen yang hidup dalam
masyarakat, antara lain agama, etnisitas, dan berbagai kelompok
kepentingan (pengusaha, buruh, pemuda, cendekiawan, dan
lain-lain) diupayakan untuk diakomodasi keberadaan dan kebu-
tuhannya. Resep atau konsep yang dipakai Soeharto adalah, sejauh
pembangunan ekonomi bisa menghasilkan sesuatu yang dapat
dibagikan melalui tangannya, masyarakat akan menurut untuk
diatur dan diarahkan sesuai dengan keinginannya.

Teknokrasi dan Pembangunanisme

31



Rezim politik yang dikembangkan Socharto diberi label oleh
Herbert Feith (1980) sebagai Repressive-Developmentalist Regime.
Keretakan dalam sistem politik rezim Soeharto bukannya tidak
pernah terjadi. Keretakan yang cukup besar antara lain tercermin
dalam Peristiwa Malari 1974 dan aksi-aksi mahasiswa tahun
1978/1979, yang untuk pertama kalinya menyerukan Socharto
untuk turun dari kursi kepresidenannya. Setiap keretakan yang
terjadi berarti terbuka peluang untuk bekembangnya sebuah kri-
sis politik yang dapat menjatuhkan Socharto. Namun demikian,
kenyataan memperlihatkan bahwa keretakan yang terjadi dalam
sistem politik rezim Soeharto terbukti tidak sampai berkembang
menjadi krisis politik yang cukup serius. Di sini terlihat bahwa
resep Socharto tentang pembangunan masih berfungsi untuk
menambal keretakan yang terjadi. Pembangunan ekonomi masih
menyediakan cadangan sumber daya bagi Socharto untuk bisa
dibagikan kepada masyarakat agar tidak terbawa oleh pengaruh
gerakan anti-Socharto yang umumnya diperlihatkan secara ekspli-
sit oleh para mahasiswa.

Mahasiswa, dari pengalaman keretakan sistem politik Soeharto
pada tahun 1974 dan 1978/1979, terbukti merupakan elemen
dalam masyarakat yang belum terintegrasikan dalam institusi
dan sistem politik yang dibangun oleh Soeharto. Upaya Socharto
selanjutnya adalah membendung tumbuhnya gerakan politik di
kalangan mahasiswa melalui pelaksanaan NKK/BKK (Normalisasi
Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kegiatan) yang konsepnya
dibuat oleh Dr. Daoed Joesoef—saat itu sebagai Menteri Pendidik-
an dan Kebudayaan. Daoed Joesoef adalah ekonom dari Fakultas
Ekonomi Ul yang sejak awal tidak mau tergabung dalam kelompok
ekonomi-teknokrat di bawah Widjojo Nitisastro. Sepulang dari
studinya di Paris, Daoed Joesoef menggabungkan diri dengan
Center for Strategic and International Studies (CSIS) di bawah pa-
tronase Ali Moertopo. Kelompok Ali Moertopo boleh dikatakan
sebagai alat Socharto di bidang politik. Sementara itu, di pihak
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lain kelompok ekonom-teknokrat di bawah Widjojo merupakan
alat Socharto dalam bidang ekonomi. Kedua kelompok strategis
ini, yang menarik, secara tidak langsung saling melengkapi dalam
kegiatan masing-masing, terutama melalui lembaga birokrasi dan

Golkar.
Melalui konsep NKK/BKK yang diciptakan oleh Daoed Joe-

soef dan CSIS, struktur dan mekanisme organisai kemahasiswaan
yang semula memiliki otonomi relatif dari pimpinan universitas
sejak saat itu berada di bawah kendali rektor. Secara cerdik Daoed
Joesoef mengebiri aktivitas politik mahasiswa melalui pencip-
taan wacana akademik yang mendikotomikan antara konsep
mahasiswa sebagai man of analysis dan man of action. Bagi Daoed
Joesoef, jika mahasiswa mau melakukan aktivitas politik, maka
dia harus menanggalkan status kemahasiswaannya dan masuk
dalam partai atau organisasi politik di luar kampus. Kembali di
sini terlihat bagaimana politik disempitkan maknanya oleh rezim
Socharto dan dipertentangkan dengan wacana akademik dan
ilmu pengetahuan. Konsep NKK/BKK dengan demikian tidak
lebih merupa-kan apendiks dari sebuah teknokrasi dan wacana
pembangunan—ryang bersifat antipolitik—yang selama itu sudah
dikembangkan oleh para ekonom-teknokrat rezim Socharto.

Dalam praktik, teknokrasi dan wacana pembangunan yang
ditopang oleh tiga pilar utamanya, yaitu militer, birokrasi, dan
Golkar secara struktural terwujud dalam organisasi negara yang
terbentang dari pusat (Jakarta) ke seluruh pelosok tanah air. Ben-
tangan kekuasaan ini tercermin dalam struktur birokrasi pemerin-
tahan, yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
bersifat hierarkis. Pemerintah daerah pada hakikatnya adalah
sekadar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sejajar
dengan ja-ringan kekuasaan yang bersifat hierarkis dari birokrasi
pemerintahan, jaringan organisasi militer juga bersifat rop down,
dari pusat ke seluruh wilayah dalam bentuk komando teritorial.
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Pimpinan Golkar sebagai partai pemerintah ruler party dan bukan
ruling party, hampir selalu merupakan kombinasi antara pimpinan
birokrasi sipil dan militer, ditambah dengan satu dua pimpinan
masyarakat, yang biasanya merupakan pensiunan birokrat atau
mantan jenderal di daerah maupun di pusat. Golkar dalam wacana
pembangunan Orde Baru diandaikan sebagai representasi dari
masyarakat meskipun dalam kenyataan pimpinan Golkar tidak
lain adalah elite penguasa yang berganti baju saja. Dengan struk-
tur pemerintahan yang demikian hierarkis, mulai dari presiden
sampai dengan kepala desa, bisa dibayangkan bahwa masyarakat
merupakan sekadar objek dan target yang setiap saat dapat
dimobilisasi menuju ke suatu arah yang diinginkan. Partisipasi
masyarakat dalam wacana pembangunan Orde Baru tidak lebih
dari mobilisasi massa dengan kesadaran politik yang palsu (fa/se
political consciousness).

Penutup

Socharto, dengan menggunakan para ekonom-teknokrat sebagai
interlokutornya, telah berhasil mengembangkan sebuah wacana
pembangunan, yang mengisolasikan politik sedemikian rupa se-
hingga masyarakat dapat dikendalikan ke arah yang dia inginkan.
Isolasi politik dalam wacana pembangunan rezim Soeharto-Orde
Baru berhasil dilakukan dengan cara mengontradiksikannya dengan
pengalaman masa Orde Lama yang dianggap penuh kebobrokan
sebagai akibat telah dijadikannya politik sebagai panglima. Dalam
praktik, isolasi politik dalam wacana pembangunan rezim Orde
Baru, diwujudkan antara lain dalam bentuk restrukturisasi partai
politik yang pada akhirnya hanya membolehkan adanya tiga
partai politik (Partai Persatuan Pembangunan-PPP, Partai Demo-
krasi Indonesia-PDI, dan Golkar) yang ketiganya berasas tunggal
Pancasila. Dari pengalaman, sampai awal tahun 1980-an, ternyata
hanya kelompok mahasiswa yang mampu melakukan destabilisasi
politik rezim Orde Baru. Kenyataan ini kembali ditanggapi me-
lalui pembentukan wacana dan kebijakan akademik yang juga ber-
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usaha mengisolasikan kegiatan politik mahasiswa. Konsep NKK/
BKK yang dibuat oleh Daoed Joesoef adalah sebuah apendiks
dalam wacana pembangunan Orde Baru, yang berusaha mengon-
tradiksikan politik dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian,
inti dari wacana pembangunan, atau pembangunanisme rezim
Soeharto-Orde Baru adalah isolasi politik dari masyarakat.

Upaya mengisolasikan politik di satu sisi dan mempropagan-
dakan pembangunanisme di sisi lain, merupakan strategi yang
dipilih oleh Soeharto, untuk menjalankan kebijakan dan program-
programnya di masyarakat, melalui tiga pilar utamanya, yaitu
militer, birokrasi, dan Golkar. Rezim Orde Baru dengan demikian
secara grafis bisa dilihat sebagai sebuah piramida dengan tiga sisi/
alas yang Socharto merupakan puncaknya. Segera terlihat di sini
bahwa masyarakat telah direkayasa (social engineering) sedemikian
rupa sehingga kecil sekali memiliki peluang untuk melakukan
kritik terhadap Soeharto dan rezim Orde Baru. Socharto sekaligus
telah melakukan strategi di tingkat wacana, melalui isolasi politik
dalam pembangunanisme, maupun dalam tingkat praktik melalui
upaya untuk mengendalikan kegiatan politik masyarakat melalui
tiga institusi utama Orde Baru, yaitu militer, birokrasi, dan Golkar.
Dalam hubungan inilah dapat diperlihatkan secara sistematis
Soeharto telah merekayasa sistem sosial-politik di Indonesia. Sistem
dan tatanan sosial-politik telah direkonstruksi menjadi sebuah
masyarakat yang bersifat apolitik. Dalam masyarakat yang apolitik
inilah kebijakan dan program pembangunan Orde Baru dilakukan

secara represif.

Rezim politik otoriter Orde Baru-Socharto dengan pemba-
ngunanisme sebagai wacananya dan teknokrasi sebagai alatnya
telah menumbuhkan kontradiksikontradiksi internal yang bersifat
sistemik yang justru merupakan bumerang bagi dirinya sendiri.
Kontradiksi internal yang secara sistematis terbangun dalam sistem
dan tatanan politik Orde Baru bermuara pada sebuah masyarakat
yang besifat apolitik. Elemen-elemen masyarakat yang seharusnya
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mampu memberikan umpan balik terhadap negara telah dima-
tikan. Institusi politik yang ada dalam situasi masyarakat yang
apolitik hanyalah kepanjangan tangan dari negara yang terwujud
dalam berbagai institusi yang berinduk pada tiga institusi utama-
nya, yaitu militer, birokrasi, dan Golkar. Aktor-aktor politik dalam
situasi masyarakat apolitik tidak lain adalah badut-badut politik
yang bergerak dalam arena sirkus politik berdasarkan instruksi
dan skenario yang dikendalikan oleh Soeharto sendiri. Soeharto
melalui tiga institusi utamanya (militer, birokrasi, dan Golkar)
telah mengendalikan masyarakat sampai ke tingkat yang paling
kecil dan pribadi, misalnya melalui program KB yang berusaha
merekayasa wujud demografi dan bentuk keluarga Indonesia masa
depan. Lumpuhnya elemen dan institusi masyarakat yang dapat
memberikan umpan balik membuat rezim Socharto praktis tidak
memiliki early warning system yang sangat penting untuk men-
deteksi sikap dan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Sejak
saat itulah rezim Soeharto-Orde Baru sesungguhnya mulai meng-
gali kuburnya sendiri. Sebagaimana secara tepat kondisi Indonesia
digambarkan oleh Ruth McVey pada pertengahan tahun 1990-an,
sebagai sebuah kombinasi antara penckanan yang berlebihan pada
stabilitas dan kontrol, serta pembangunan yang bersifat kapitalis-
tik, yang pada gilirannya menghasilkan sebuah kelumpuhan
dinamis. Tidak terlalu lama kemudian, apa yang digambarkan
oleh McVey terbukti menjadi kenyataan, yaitu runtuhnya rezim
Soeharto-Orde Baru, pada Mei 1998.
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Bab 2
Membangun Negara
dengan Transmigrasi?

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial
Belanda lebih dari seabad yang lalu, ada sebuah benang merah
yang masih terus mau disambung dalam perjalanan program
pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa hingga hari ini.
Apakah benang merah itu? Benang merah itu tidak lain adalah
adanya anggapan atau persepsi tentang peran penting program
pemindahan penduduk sebagai bagian dari upaya membangun
masyarakat baru, ekonomi, bahkan negara. Dalam berbagai
kesempatan, biasanya berupa seminar nasional, para pendukung
program transmigrasi, terutama Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, selalu berupaya untuk melakukan revitalisasi
program pemindahan penduduk ini. Kehendak untuk melakukan
revitalisasi program transmigrasi biasanya muncul saat terjadinya
semacam krisis kepercayaan dalam masyarakat terhadap program
ini. Sebuah revitalisasi mengandaikan adanya sesuatu yang diang-
gap sudah lemah, bahkan jangan-jangan sudah mati. Revitalisasi
dengan kata lain adalah sebuah upaya untuk membangkitkan se-
suatu yang sesungguhnya telah terbukti tidak bisa bertahan dalam
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perubahan yang sedang berlangsung. Revitalisasi janganjangan
hanya menjadi kepentingan pihak-pihak tertentu, sedangkan
sesungguhnya program transmigrasi yang ingin direvitalisasi se-
jatinya telah lama tidak relevan lagi karena memang tidak sesuai
lagi dengan semangat zaman yang baru.

Pada tahun 1985 dalam sebuah buku yang diterbitkan untuk
memperingati delapan windu program transmigrasi, Profesor
Sayogyo menyumbangkan tulisan dengan judul yang menantang:
“Transmigrasi di Indonesia, 1905-1985: Apa yang Kita Cari
Bersama?”.” Dalam tulisannya ini Sayogyo mengatakan sebagai
berikut.

Apakah peneliti akan berusaha “menjawab soal” rumusan pembuat

kebijakan dalam batas-batas sempit (sesuai kerangka yang dipakai oleh

pembuat kebijakan) ataukah mampu juga memperluas tinjauannya ke
luar kerangka yang tersedia itu karena “jawaban soal” lebih pasti akan
ditemukan dalam kerangka tinjauan yang lebih luas?

Profesor Sayogyo, ahli sosiologi dari IPB, kita semua menge-
nalnya, adalah seorang ilmuwan dengan integritas akademis yang
tinggi yang mengabdikan hidupnya untuk meneliti kehidupan
petani dan penduduk miskin pada umumnya. Kita semua juga
mengetahui, berbeda dengan kebanyakan ilmuwan yang mudah
berganti posisi menjadi birokrat, Profesor Sayogyo memilih hanya
bekerja sebagai akademisi. Karena itu, pikiran-pikiran kritis Profesor
Sayogyo sesungguhnya merupakan umpan balik yang konstruktif
bagi para perencana dan pelaksana berbagai kebijakan dan program
pembangunan pemerintah. Apa yang dipikirkan dan kemudian di-
publikasikan oleh Profesor Sayogyo tentang program transmigrasi
pada tahun 1985—sebagaimana saya kutipkan di atas—sayangnya
tidak ada seorang pun yang menggubrisnya. Yang menarik, tidak
lama kemudian, kita tahu bahwa harga minyak dunia turun
secara drastis. Akibatnya, program-program pembangunan yang

% Lihat Sayogyo (1985).

Mencari Indonesia 2



dijalankan pemerintah Indonesia oleng, termasuk program trans-
migrasi yang saat itu menyedot banyak dana pembangunan dari
negara. Sebagai dampak dari turunnya anggaran untuk program
transmigrasi, Menteri Muda Transmigrasi, Martono, pada tanggal
24 November 1987, mengumumkan untuk mempusokan semua
rumah yang sedianya diperuntukkan bagi para transmigran di ber-
bagai tempat di luar Jawa karena pemerintah tidak lagi memiliki
anggaran yang cukup untuk mengirimkan transmigran seperti
yang ditargetkan semula.'

Gagalnya Sebuah Proyek Nasional?

Sejak pertengahan tahun 1980-an program transmigrasi se-
sungguhnya telah kehilangan legitimasi dan relevansinya. Dari
sudut ekonomi dan demografi, memindahkan penduduk miskin
tanpa keahlian dari Jawa ke luar Jawa bertentangan dengan dina-
mika ekonomi makro Indonesia yang cenderung mendorong pen-
ciptaan kesempatan kerja di Jawa karena pemerintah telah memu-
tuskan untuk mengembangkan industri di Jawa yang dianggap
telah memiliki infrastruktur yang diperlukan seperti sumber energi,
sarana transportasi, dan lain-lain. Turunnya harga minyak dalam
pasar dunia mendorong pemerintah melakukan pergeseran ke-
bijakan dari strategi substitusi impor (import substitution strategy)
ke strategi yang berorientasi ekspor (export oriented strategy). Dengan
demikian, bisa dipastikan bahwa kesempatan ekonomi justru akan
semakin besar di Jawa dan bukan di luar Jawa. Karena itu, ke-
bijakan nasional di bidang transmigrasi dalam konteks ekonomi
makro merupakan sebuah kebijakan yang bersifat kontraproduktif
karena berseberangan dengan kecenderungan pembangunan yang
secara nyata justru mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di
Jawa daripada di luar Jawa. Jika kita melakukan retrospeksi jalan-
nya program transmigrasi, inilah suatu masa ketika program trans-

10 Pernyataan ini dimuat di Kompas, 25 November 1987.
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migrasi benar-benar berada di titik nadirnya. Jika dibaca kembali
polemik yang berkembang saat itu dari para pengamat ekonomi,
hampir tidak ada satu pun yang mendukung diteruskannya prog-
ram transmigrasi seperti masa-masa sebelumnya. Departemen
Transmigrasi sudah saatnya ditiadakan karena tidak relevan lagi
secara ekonomi maupun demografi. Kalau toh tidak dibubarkan,
statusnya cukup menjadi sebuah bagian dari Departemen Dalam
Negeri."

Di tengah-tengah kritik yang menginginkan supaya program
transmigrasi dibubarkan atau diturunkan statusnya karena tidak
relevan lagi peranannya dalam konteks pembangunan ekonomi,
jawaban pemerintah Socharto ternyata di luar dugaan banyak
pengamat meskipun sikap ini sesungguhnya sudah bisa diduga
sebelumnya. Presiden Soeharto memutuskan untuk mempertahan-
kan program transmigrasi sebagaimana adanya. Bahkan, dalam
kabinet pembangunan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi
departemen penuh. Dalam momen semacam inilah kita menyak-
sikan adanya sebuah persepsi yang melekat kuat, terutama dari
Presiden Socharto sendiri dan dari sebagian pimpinan militer dan
elite birokrasi sipil yang menempatkan program transmigrasi tidak
sekadar sebagai program demografi dan ekonomi, namun jauh
dari itu merupakan sebuah program untuk membangun bangsa—
sebuah bagian dari nation-state building. Anggapan, persepsi,
atau pemikiran yang menempatkan program transmigrasi sebagai
bagian dari strategi pembangunan negara-bangsa, hampir selalu
menjadi alasan bagi para proponen program transmigrasi—terutama
para birokrat di Departemen Transmigrasi—untuk mengajukan
argumentasi perlunya “revitalisasi” kebijakan transmigrasi. Sebuah
motivasi yang sebenarnya tidak khas Indonesia. Motivasi atau
prakarsa seperti ini hampir bisa ditemukan pada setiap program
population resettlement yang berupa program pemindahan dari

" Lihat kliping berita-berita tentang program transmigrasi sekitar akhir 1987 dan
awal 1988.
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satu tempat ke tempat lain dalam batas-batas negara-bangsa.
Motivasi yang melatarbelakangi pemindahan penduduk meski-
pun sesungguhnya sangat beragam, mulai dari alasan yang sangat
sederhana, misalnya untuk menyelamatkan penduduk dari daerah
yang terkena bencana alam, sampai yang sangat kompleks seperti
membangun negara. Program transmigrasi, meskipun sampai hari
ini kita bisa melihat terjadinya perubahan tujuan disana-sini,
namun pada hakikatnya masih diharapkan menjadi alat untuk
mencapai tujuan-tujuan yang sangat beragam tersebut. Di atas
segala-galanya tujuan membangun negara adalah tujuan yang pa-
ling tinggi. Dalam berbagai tulisan saya sebelumnya tentang prog-
ram transmigrasi, saya nyatakan bahwa justru karena dimilikinya
tujuan ganda inilah yang membuat program transmigrasi menjadi
mudah dimanipulasi. Dalam salah satu tulisan, saya mengatakan
sebagai berikut.

The ambiguity and multiplicity of the goals apparently provides the state
with a convenient vehicle to be manipulated for various purposes, and this
is most likely the underlying reason for the successive regimes in Indonesia
continuing the policy at all costs. (Tirtosudarmo, 2004)

Menurut hemat saya, ambiguitas dan keberagaman tujuan
yang melekat dalam program transmigrasi merupakan jebakan
mematikan yang seharusnya diwaspadai oleh siapa pun yang
mempunyai iktikad baik terhadap nasib program transmigrasi. Se-
bagai sebuah jebakan yang mematikan, tidak ada cara lain dalam
menghadapinya selain menghilangkan jebakan tersebut.

Program transmigrasi yang intinya adalah pemindahan
pen-duduk dari satu wilayah ke wilayah lain dari sebuah negara
harus dilepaskan dari beban untuk dijadikan alat bagi pencapaian
tujuan-tujuan nasional yang besar seperti membangun negara.
Membebani program pemindahan penduduk yang bersifat spesifik-
kontekstual dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya mulia dan
besar, dari pengalaman selama seabad program ini dilakukan di
Indonesia hanya melahirkan praktik kebijakan yang manipulatif
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dengan agenda tersembunyi yang bersifat jangka pendek dan sulit
terhindar dari hipokrisi para pelaksananya. Saya beranggapan bahwa
beberapa tahun terakhir ini program transmigrasi sesungguhnya
berada pada titik nadirnya yang kedua. Setelah bergulirnya era Re-
formasi sejak lengser keprabon-nya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998, program transmigrasi seharusnya sudah dihentikan,
paling tidak karena dua alasan. Alasan yang pertama terkait de-
ngan sebuah anggapan yang kuat beredar, baik dalam pembicaraan
tingkat nasional maupun internasional, bahwa berbagai konflik
komunal yang terjadi di berbagai tempat di luar Jawa (Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan
Aceh) disebabkan oleh program transmigrasi. Dalam Global IDPs
Report, misalnya tertulis:

The main causes of displacement in the country are related to the transmi-
gration programmes undertaken under Soeharto’s reign that aimed at re-
ducing demographic disparities between regions of the country. (Norwegian
Refugee Council, 2002, 117)

Meskipun persepsi semacam ini tidak sepenuhnya tepat,
inilah penilaian yang berkembang dalam wacana internasional
tentang transmigrasi.'”” Alasan kedua berhubungan dengan se-
makin menguatnya otonomi daerah yang menjadikan program
transmigrasi yang bersifat sentralistis tidak relevan lagi karena hak
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan
penduduk dari satu tempat ke tempat lain cukup menjadi kese-
pakatan antar-pemerintah daerah yang berkepentingan dengan
program tersebut.

Seandainya terdapat sebuah pemikiran di bidang kependuduk-
an yang bersifat nasional dan memiliki implikasi terhadap peren-
canaan nasional cukuplah pemikiran semacam ini diwadahi dalam
perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas atau pada tingkat yang

12 Lihat sanggahan saya tentang generalisasi akar komunal konflik di Indonesia,
dalam Tirtosudarmo (2005a)
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lebih spesifik menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri. UU
No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian (dikeluarkan setahun sebe-
lum lengsernya Soeharto dan tiga bulan sebelum krisis moneter)
dan PP No.2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi—yang
sampai saat ini belum memiliki aturan pelaksanaannya—meru-
pakan sebuah produk hukum yang dibuat secara tergesa-gesa
dalam situasi ekonomi-politik yang transisional. Produk hukum
ini memiliki kelemahan mendasar karena mencerminkan kepen-
tingan sepihak dari birokrasi yang ada dalam instansi transmigrasi.
Sebagaimana diingatkan oleh Profesor Sayogyo pada 20 tahun
yang lalu dalam tulisannya: “Apa yang kita cari bersama?”, trans-
migrasi haruslah dilepaskan dari kungkungan sempit birokrasi.
Peringatan Sayogyo terasa semakin relevan dan hakhak asasi
manusia dan pembangunan negara terlalu besar jika dilihat dari
perspektif program transmigrasi, apalagi yang dilihat secara sempit
oleh birokrasi. Saya kira sudah waktunya untuk melihat mobilitas
penduduk atau migrasi dalam perspektif yang lebih luas dan tidak
terkungkung pada program resmi pemerintah seperti transmigrasi.

Migrasi dan Pembangunan Daerah

Mobilitas penduduk atau migrasi boleh dikatakan telah ada seusia
umur manusia di bumi ini. Sejak manusia ada, sejak itu pula
mobilitas penduduk atau migrasi ada. Oleh karena itu, migrasi
selalu menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Bahkan,
ada yang berpendapat bahwa peradaban manusia adalah sejarah
tentang migrasi. Migrasi merupakan gejala sosial yang penting
dalam transformasi sosial yang dialami manusia. Dalam sejarah
modern kita mengetahui bahwa negara-negara besar seperti
Amerika Serikat, Australia, Kanada, Brazil, sesungguhnya telah
dibangun oleh para migran. Sampai saat ini, migrasi masih
merupakan isu yang pelik di dunia karena migrasi penduduk
selalu mengalir dari negara miskin ke negara kaya. Bagi negara
penerima, migrasi dianggap menimbulkan berbagai persoalan
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sosial, ekonomi, maupun politik. Negara penerima sering bersikap
hipokrit karena dua alasan. Pertama, mereka sendiri sebetulnya
bangsa imigran yang tidak seharusnya memandang para migran
baru sebagai ancaman. Kedua, mereka menerima para migran
baru sekadar sebagai tenaga kerja, tetapi tidak ingin para migran
menetap menjadi warga negara. Salah satu kenyataan yang tidak
bisa dibantah adalah bahwa migrasi akan selalu terjadi, selama
perbedaan tingkat pembangunan dan kesejahteraan antarnegara,
antarwilayah, dan antardaerah masih ada.

Tulisan ini adalah semacam refleksi, dari hubungan antara
migrasi dan pembangunan daerah, di Indonesia. Persoalan ini
adalah persoalan lama, dan telah berkali-kali dibicarakan. Meski-
pun demikian, karena pembangunan di Indonesia terus berubah
sejalan dengan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik,
hubungan antara migrasi dan pembangunan daerah juga meng-
alami perubahan sesuai dengan konteks dan zamannya. Dalam
kasus Indonesia, kaitan antara migrasi dan pembangunan daerah
semakin penting untuk dibicarakan, karena telah diimplemen-
tasikannya UU Otonomi Daerah sejak tahun 2001. Tidak terasa,
hampir sepuluh tahun telah berlalu. Sejak UU ini diberlakukan,
pemerintah kabupaten dan kota diberi otonomi untuk melakukan
pembangunan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan ke-
butuhannya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-
Soeharto telah membalik paradigma pembangunan yang sebelum-
nya bersifat sentralistis dan menekankan strategi rop down approach.
Bisa dipastikan bahwa perubahan paradigma pembangunan, dari
sentralisme ke desentralisme, menjadi konteks baru bagi migrasi
atau mobilitas penduduk, dan membawa implikasi yang tidak
kecil bagi pembangunan daerah.

Dalam paradigma pembangunan yang bersifat sentralistis,
bisa dipahami jika migrasi penduduk jelas menjadi bagian kebi-
jakan pemerintah nasional yang penting. Kebijakan transmigrasi
dalam paradigma pembangunan yang bersifat sentralistis memiliki
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peran yang sentral dalam konteks nasional maupun daerah. Selain
sebagai alat untuk menyeimbangkan distribusi penduduk antara
Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa (tujuan ini sukar sekali dica-
pai), transmigrasi juga diberi peran besar untuk meningkatkan
proses integrasi bangsa (hasilnya sering bersifat kontroversial), dan
yang tidak kalah pentingnya, transmigrasi dijadikan alat untuk
pembangunan daerah, baik melalui penyediaan tenaga kerja
maupun melalui berbagai upaya perekonomian yang diharapkan
dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemampuan
pemerintah nasional untuk menjadikan transmigrasi sebagai peng-
gerak pembangunan, terutama di daerah, sesungguhnya telah
menurun sejak akhir tahun 1980-an bersamaan dengan menurun-
nya penerimaan negara dari minyak bumi. Selain itu, berbagai
kritik yang dilakukan oleh NGO internasional terhadap program
transmigrasi yang dianggap merusak lingkungan (deforestrasi)
dan meminggirkan penduduk setempat, ikut memengaruhi mun-
durnya Bank Dunia yang semula banyak membantu pendanaan
program transmigrasi. Akibat kesulitan-kesulitan yang dihadapi
untuk meneruskan program transmigrasi, pada awal tahun tahun
1990-an mulai muncul berbagai pemikiran terutama di kalangan
para pakar tentang perlunya reorientasi dari program transmigrasi.
Pada periode ini, kita menyaksikan, meskipun tidak substansial,
berbagai model pembangunan transmigrasi yang berbeda dari
sebelumnya. Upaya untuk melibatkan swasta dalam program
transmigrasi juga ditingkatkan pada saat ini. Di atas semua itu,
landasan hukum dari kebijakan di bidang ketransmigrasian juga
mengalami berbagai modifikasi. Versi UU ketransmigrasian yang
terakhir, UU No. 15/1997, tentu harus dikaji ulang relevansinya
dengan perkembangan yang berubah secara cepat sejak sepuluh
tahun terakhir ini."

13 Sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya 29-30 November 2005, sebuah workshop
dengan tema “Membedah UU No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian untuk
Revitalisasi Transmigrasi” diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi. Penu-
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Kebijakan transmigrasi semakin surut ke belakang bersamaan
dengan bergantinya rezim politik pada tahun 1998, dari rezim
Orde Baru ke rezim Reformasi. Dalam rezim Reformasi inilah
transmigrasi memperoleh tantangan besar karena dasar berpijak
program transmigrasi, yaitu paradigma pembangunan yang sen-
tralistis, harus bergeser menjadi paradigma pembangunan yang
bersifat desentralistis dan mengedepankan otonomi daerah. Dalam
paradigma pembangunan yang bersifat desentralistis, setelah ber-
gantinya rezim politik di Indonesia, program transmigrasi jelas
harus diberi peran yang sesuai dengan konteksnya yang baru.
Dalam konteks yang baru, pemerintah nasional tidak lagi dapat
merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan
dengan pendekatan r9p down, program transmigrasi tampaknya
harus membatasi diri pada peran-peran, yang karena sifat dan
magnitude-nya, tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sebagai contoh, adalah peran melakukan relokasi berbagai korban
konflik komunal, korban bencana alam, atau korban penggusuran
akibat pembangunan. Dalam melakukan program relokasi pendu-
duk akibat bencana ini, pemerintah nasional berkewajiban untuk
melakukan tindakan yang sering harus bersifat cepat, agar korban
bencana ini dapat diselamatkan dan direlokasikan di tempat yang
tidak saja aman, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembang-
kan secara ekonomis.

Jika program relokasi penduduk, apalagi yang diakibatkan oleh
konflik dan bencana alam, membutuhkan penanganan secara ce-
pat dan bersifat jangka pendek, persoalan migrasi penduduk yang
bersifat permanen dan berjangka panjang memerlukan pemikiran
dan strategi pendekatan yang lebih serius dan komprehensif. Di
sini kita masuk dalam sebuah arena pemikiran. Persoalan migrasi
dan pembangunan, khususnya pembangunan daerah, pelik, kare-

lis adalah salah seorang yang memberikan makalah. Pada tahun 2009 terbitlah
Undang-Undang No. 29 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun
1997.

46  Mencari Indonesia 2



na migrasi tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu yang bisa
diarahkan “dari atas” seperti masa-masa sebelumnya.

Pindah Tempat adalah Hak Asasi Manusia

Mobilitas penduduk, dalam rezim politik yang desentralistis dan
dalam paradigma pembangunan yang mengedepankan otonomi dae-
rah, barangkali harus dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia
untuk secara bebas melakukan perpindahan dan menentukan
tempat tinggal yang diinginkannya. Sebagai sebuah hak asasi,
migrasi melekat pada setiap warga negara tanpa kecuali. Sebagai
warga negara, setiap orang Indonesia berhak untuk melakukan
migrasi ke mana pun di wilayah Republik Indonesia, dan ber-
hak untuk tinggal dan mencari nafkah di wilayah mana pun di
Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
konstitusi, berkewajiban melindungi setiap warga negara Indonesia,
bahkan negara berkewajiban menjamin tersedianya pekerjaan dan
tempat tinggal yang layak bagi warga negaranya.

Persoalannya, apa yang tertulis dalam konstitusi sebagai kewa-
jiban negara untuk melindungi warga negaranya, masih merupa-
kan harapan dan cita-cita, daripada kenyataan. Warga negara
Indonesia masih jauh dari berbagai perlindungan yang dijanjikan
oleh negara, begitu juga meskipun menjadi tanggung jawab kon-
stitusional negara, kesempatan kerja dan tempat tinggal yang
aman, masih merupakan angan-angan belaka bagi sebagaian besar
warga negara. Dalam kaitan dengan belum dilaksanakannya tang-
gung jawab konstitusional negara untuk menjamin lapangan kerja
yang layak bagi warga negaranya inilah, bagi sebagian penduduk,
migrasi menjadi strategi untuk mencari pekerjaan. Migrasi sebagai
strategi mencari kehidupan yang lebih baik akan selalu terjadi
karena tidak meratanya kesempatan kerja dan tidak seimbangnya
pembangunan antardaerah.

Daerah perkotaan, hampir selamanya menjadi daerah tujuan
migrasi penduduk karena di daerah perkotaanlah berbagai bentuk
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kegiatan ekonomi berkembang. Migrasi desa-kota adalah bentuk
migrasi yang tertua di Indonesia, semenjak kota-kota muncul
sebagai pusat perdagangan dan ekonomi. Ketika industri mulai
diperkenalkan, daerah perkotaan menjadi semakin menarik para
migran yang datang tidak saja untuk berdagang, tetapi juga untuk
menjadi buruh industri. Selain sektor perdagangan dan perindus-
trian, daerah perkotaan, juga menarik para migran karena di kota-
lah berpusat pemerintahan dan berbagai industri jasa. Di Indonesia,
daerah perkotaan terutama berkembang di Jawa (Jakarta, Ban-
dung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya), dan secara
terpencar di setiap pulau besar, seperti Medan dan Palembang di
Sumatra; Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda di Kaliman-
tan; Makassar dan Manado di Sulawesi; Ambon dan Jayapura di
Maluku dan Papua. Kota-kota besar ini merupakan motor dari
pembangunan daerah atau wilayah sekitarnya.

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia sesungguhnya memiliki
sejarahnya sendiri yang dalam banyak hal terkait erat dengan
bentuk kegiatan perekonomian yang berlangsung di dalamnya.
Kota-kota di luar Jawa, selain berkembang karena perdagangan
antarpulau juga didorong oleh industri ekstraktif yang berlang-
sung di daerah belakangnya (hinterland). Eksploitasi kekayaan
alam (natural resources) sering merupakan tulang punggung dari
perkembangan ekonomi di luar Jawa, seperti kayu, gas bumi,
emas, dan tembaga. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi
diversifikasi kegiatan ekonomi karena pengaruh globalisasi.
Contohnya adalah pariwisata. Bali dan Lombok adalah contoh dari
sebuah wilayah yang perkembangan ekonominya dirangsang oleh
perkembangan industri pariwisata. Di berbagai tempat di Indone-
sia, pariwisata juga menjadi industri yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan, misalnya di sekitar Danau Toba di Sumatra
Utara, di Lembah Anai di Sumatra Barat, Toraja di Sulawesi Se-
latan, Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat di
Halmahera, dan di berbagai tempat lain di Indonesa. Indonesia

Mencari Indonesia 2



tidak saja di karuniai alam yang kaya akan mineral, tetapi juga
dengan keindahan alam dan budayanya, yang sulit dicari banding-
annya di dunia.

Ketika paradigma pembangunan bersifat desentralistis dan
mengedepankan otonomi daerah, pola migrasi berlangsung ber-
dasarkan prinsip-prinsip ekonomi, supplay and demand, baik akan
tenaga kerja maupun akan berbagai komoditas ekonomi. Dalam
prinsip ekonomi pasar semacam ini, peran negara dan peran pe-
merintah pada umumnya haruslah lebih sebagai penyedia jasa-jasa
publik yang diperlukan untuk mendukung perekonomian yang
ada agar berkembang secara adil dan memberikan keuntungan bagi
rakyat banyak. Pola manajemen migrasi lama yang mengandalkan
besarnya peran pemerintah untuk memindahkan penduduk dari
Jawa dan Bali, ke tempat-tempat lain yang dianggap kosong dan
memerlukan penduduk, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma
pembangunan yang ada. Selain karena penentuan kebutuhan akan
tenaga kerja, atau sebaliknya, kelebihan tenaga kerja, saat ini men-
jadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi
maupun kabupaten). Hukum permintaan dan penawaran akan
tenaga kerja semakin ditentukan oleh pasar yang bersifat terbuka.
Tentu saja negara atau pemerintah, dalam hal ini instansi yang
berwenang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
berkewajiban untuk memberikan informasi tentang pasar tenaga
kerja dan melayani kebutuhan publik untuk melancarkan berte-
munya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, peran
semacam ini bisa dibayangkan akan semakin berkurang dengan
semakin berkembangnya teknologi informasi, terutama televisi,
telepon genggam, dan internet.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menjadikan
jarak geografis menjadi semakin hilang. Informasi dan jaringan
(networks) menjadi instrumen yang sangat vital dalam mobilitas
penduduk dewasa ini. Berbagai informasi tentang pasar, tidak saja
tentang supply and demand, cepat sekali beredar melalui teknologi
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informasi yang semakin canggih. Jika pada tahun 1980-an,
Graeme Hugo, seorang ahli migrasi dari Australia, memperkenal-
kan istilah colt revolution atau revolusi mobil angkutan umum
yang bermerk col, saat ini saya kira tepat untuk menyebutkan
adanya mobile phone revolution karena begitu besarnya pengaruh
telepon genggam dalam aktivitas manusia di Indonesia. Stasiun
satelit Palapa terbukti sangat bermanfaat bagi penduduk Indonesia
dari Sabang sampai Merauke tidak saja karena acara televisi yang
bisa dinikmati seluruh penduduk Indonesia, namun juga telepon
genggam yang telah menjadi sarana komunikasi rakyat banyak.

Migrasi atau perpindahan penduduk dalam era desentralisasi
dan otonomi daerah sekarang ini, sangat ditunjang oleh berkem-
bangnya informasi secara cepat dan berperannya jaringan ekono-
mi maupun sosial dalam masyarakat. Jaringan ekonomi (economic
networks) dan jaringan sosial (social networks) meskipun sering kali
terpisah, tidak jarang merupakan satu kesatuan yang melekat satu
sama lain. Dalam konteks ini bisa dikemukakan semakin penting-
nya migrasi etnik atau ethnic migration yang merupakan tradisi
dari beberapa suku di Nusantara, seperti Bugis, Minangkabau,
Banjar, Madura, dan Cina. Migrasi etnik ini adalah cikal bakal
tumbuhnya masyarakat Nusantara yang pada awalnya meng-
gunakan bahasa etnik Melayu sebagai lingua franca dari berbagai
etnik atau suku bangsa di kepulauan Nusantara yang kemudian
bernama Indonesia. Migrasi memberikan sumbangan yang besar
bagi lahirnya Negara Republik Indonesia. Karena itu, harus men-
junjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika. Persoalannya, prinsip
Bhineka Tunggal ITka yang menjadi landasan kehidupan bersama
warga negara Indonesia saat ini mendapatkan tantangan baru
bersamaan dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi
daerah. Pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, yang menjadi tuntutan dari rezim
reformasi, selain harus dianggap sebagai sebuah kemajuan demo-
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krasi politik, ternyata membawa persoalan-persoalan baru yang
sebelumnya tidak terbayangkan.

Salah satu persoalan yang muncul menyangkut migrasi dan
mobilitas penduduk adalah dalam era desentralisasi dan otonomi
daerah, ada kecenderungan menguatnya etnosentrisme yang ber-
kelindan dengan persepsi tentang hak penduduk akan sebuah
wilayah. Identitas kolektif yang direpresentasikan dengan suku
bangsa, tidak jarang berhimpit dengan geographical space, teritori atau
lokalitas. Pada sisi lain, teritori dan lokalitas tidak jarang berhimpit
dengan wilayah administrasi atau pemerintahan, baik provinsi,
kapupaten, atau kecamatan, bahkan desa. Wilayah administrasi
yang berhimpit dengan teritori atau lokalitas dari komunitas
etnik tertentu, menjadikan etnosentrisme mempunyai implikasi
terhadap posisi penduduk, apakah mereka adalah penduduk
setempat atau pendatang (migran). Batas-batas teritorial adminis-
tratif yang berimpit dengan identitas komunal sebuah masyarakat,
mendorong adanya persepsi dari masyarakat tersebut bahwa
merekalah pemilik utama dari wilayah tersebut. Dalam konteks
sosial-kultural seperti ini, adanya perkembangan politik tertentu,
akan menjadikan dikotomi antara penduduk setempat dan penda-
tang (migran) bisa mengalami pengerasan yang berdampak luas
terhadap pembangunan daerah.'

Pembentukan provinsi atau kabupaten baru, yang kita kenal
saat ini sebagai pemekaran wilayah, adalah sebuah arena yang
memperlihatkan secara jelas berkelindannya etnosentrisme dengan
pembentukan wilayah administrasi baru.'”” Pembentukan wilayah
administrasi baru, bukan rahasia lagi sering kali didorong oleh

!4 Dalam kaitan dengan konflik antara migran dan penduduk setempat ini saya ingin
menghimbau berbagai pihak, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi, untuk memberikan perhatian secara serius tentang tingginya potensi kon-
flik di berbagai tempat yang merupakan pemukiman-pemukim para transmigran
maupun migran pada umumnya di Papua.

1> Tentang isu pemekaran wilayah ini bisa dibaca di Bab X buku ini.
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elite politik yang dalam mencapai tujuannya menggunakan senti-
men etnis atau agama sebagai alat untuk memobilisasi dukungan.
Mengerasnya etnosentrisme bisa dikatakan sebagai implikasi dari
implementasi politik desentralisasi rezim Reformasi. Migrasi dan
pembangunan daerah pada rezim desentralisasi dan otonomi dae-
rah, meskipun menjadi lebih terbuka karena dominannya prinsip
ckonomi pasar dan mekanisme permintaan dan penawaran, ter-
bukti membawa persoalan-persoalan baru yang disebabkan oleh
meningkatnya etnosentrisme dan mengerasnya dikotomi pendu-
duk setempat versus pendatang. Para perencana dan pelaksana
kebijakan dan program transmigrasi perlu memikirkan secara
serius implikasi sebuah kebijakan pemindahan penduduk dari
satu daerah ke daerah lain. Pembangunan daerah yang diharapkan
dihasilkan dari migrasi penduduk perlu dilihat tidak saja secara
ekonomis, tetapi juga secara sosial, budaya, dan politik.

Pembangunan dan Kebebasan

Mungkin sudah waktunya kita melihat pembangunan sebagai-
mana dikonseptualisasikan oleh Amartya Sen as freedom—pemba-
ngunan sebagai kebebasan. Sen (1999), mengatakan bahwa:

Overarching objective” of development is to maximize what he calls people’s
‘capabilities—their freedom to “lead the kind of lives they value, and have
reason to value.

Apa yang digagas oleh Sen dalam ekspresi yang lain telah
dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai people centered develop-
ment, human development atau yang di Indonesia pernah dicoba
dikembangkan sebagai Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan.
Dalam konteks transmigrasi, para pengamat maupun praktisi,
seperti Sri Edi Swasono dan Siswono Yudo Husodo, adalah sedikit
dari mereka yang memiliki perhatian terhadap masa depan trans-
migrasi. Keduanya adalah orang-orang yang bisa digolongkan
sebagai para nasionalis dan pendukung paham pembangunan
yang berbasiskan prinsip-prinsip seperti kerakyatan, keadilan
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sosial, dan demokrasi ekonomi. Kita mengetahui, prinsipprinsip
semacam ini sebetulnya telah menjadi keprihatinan mendalam
dari para bapak bangsa, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan
lain-lain, dan telah dicoba dirumuskan pada tahun 1950-an dan
1960-an, namun gagal. Periode 1970-an sampai dengan 1990-
an kita menyaksikan praktik pembangunan yang lebih bersifat
teknokratis-pragmatis, yang terbukti gagal juga. Saat ini, di periode
Reformasi ini, harus kita akui bahwa paham pembangunan yang
baru belum juga jelas arah dan rumusannya. Dalam ketidakpas-
tian arah pembangunan sekarang ini, satu hal yang pasti adalah
terbukanya ruang yang lebih besar untuk merumuskan sesuatu
yang baru, yang relevan bagi kebutuhan rakyat banyak. Apakah
kita mampu menggunakan kesempatan ini, terpulang kepada kita
semua, sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.

Migrasi penduduk, termasuk di dalamnya program relokasi
penduduk karena alasan-alasan khusus yang ditangani oleh Ke-
menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dilihat dengan
saksama pola, arah, dan besarannya. Berbeda dengan masa lalu
yang dapat direkayasa dari atas, pada era otonomi daerah ini,
stakeholders yang terlibat menjadi semakin beragam dan tidak lagi
mudah dikenali. Selain semakin berperannya elite politik lokal
dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, peran pasar
yang semakin terbuka, harus diperhatikan. Kombinasi antara peran
pasar dan elite politik lokal dalam pembangunan di daerah niscaya
akan sangat menentukan respons yang akan muncul terhadap
migrasi masuk ke suatu daerah. Akhirnya, dalam kaitan dengan
mengerasnya dikotomi penduduk setempat versus pendatang ini,
dibutuhkan pemikiran yang lebih mendasar untuk mengatasi
persoalan-persoalan yang muncul, antara lain dengan menegaskan
kembali arti warga negara dalam Negara Republik Indonesia yang
seharusnya memiliki hak-hak warga negara yang sederajat, tanpa
memandang latar belakang suku bangsa, agama, tempat lahir,
gender maupun bahasa daerah yang dimiliki.
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Migrasi dan pembangunan daerah yang menjadi bahasan da-
lam bab ini sudah waktunya ditempatkan dalam konteks kebang-
saan dan kewarganegaraan yang sudah menjadi persoalan yang
semakin pelik dalam abad dan dunia yang semakin terbuka de-
wasa ini. Sudah banyak bukti bahwa program transmigrasi tidak
mungkin lagi diteruskan sebagai bagian dari rekayasa sosial dari
atas untuk membangun masyarakat baru, mendongkrak ekonomi
maupun memperkuat negara. Manusia akan melakukan migrasi
dengan sendirinya tanpa harus diprogramkan oleh pemerintah.
Yang harus diatur oleh negara adalah upaya-upaya menciptakan
kesempatan ekonomi yang lebih merata dan lebih adil di selu-
ruh pelosok tanah air. Penduduk akan melakukan perpindahan
sebagai respons dari adanya kesempatan-kesempatan ekonomi di
masyarakat. Gagasan tentang transmigrasi baru harus dilandasi
oleh prinsip dasar migrasi ini. Jika tidak, kita adalah betul-betul
keledai yang tidak pernah bisa belajar dari kegagalan masa lalu.
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Bab 3
Urbanisasi Tanpa Pemerataan
Kesejahteraan

Studi urbanisasi di negara berkembang umumnya difokuskan
pada perkembangan kota-kota besar atau mega-cities, seperti
Jakarta, Surabaya, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Ho Chi Minh
City. Selain karena kota-kota besar itu memang memperlihatkan
perkembangan spasial yang sangat fenomenal, kota-kota itu juga
merupakan pusat ekonomi dan politik yang imbasnya sangat
besar bagi perkembangan ekonomi, sosial, maupun politik dari
keseluruhan negara yang bersangkutan. Perkembangan kota-kota
menengah dan kecil sebetulnya tidak kalah penting untuk diper-
hatikan karena dari dan melalui kota-kota menengah dan kecil
ini pergerakan atau arus barang, modal, maupun tenaga kerja,
umumnya berasal atau mengalami transit. Menurut Michael Leaf
(2008), kota-kota menengah dan kecil merupakan

... transition zone, or interaction zone, where urban and rural activities
are juxtaposed, and landscape features are subject to rapid modifications,
induced by anthropogenic activity.

Sebagai sebuah zona transisi atau zona interaksi, kota-kota
menengah dan kecil, yang tidak jarang secara spasial menempel
menjadi bagian sebuah mega-cities, menjadi tempat bertemunya
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aktivitas manusia yang bersifat perdesaan dan perkotaan yang pada
gilirannya membawa implikasi-implikasi sosial-politik tersendiri
bagi penataan tata ruang dan transformasi sosial dari masyarakat
yang menghuninya.

Dalam konteks studi perkotaan di Indonesia, menurut Nas
dan Boender (2001), pendekatan yang dianut oleh para pengamat
perkembangan perkotaan secara umum dapat dibedakan dalam
dua kelompok besar. Pendekatan yang pertama adalah yang dia-
nut oleh mereka yang memfokuskan “az the specific characteristics
of urban areas in Indonesia’, sedangkan pendekatan yang kedua
dianut oleh mereka “who have focused on its general characteristics™.
Pada kelompok pertama, “zhey focus largely on the exotic and try to
locate and describe the typical Indonesian aspects of these cities”. Pada
kelompok yang kedua, “they tend to see Indonesian cities as part
of a global phenomenon and refer to the reality of rapidly growing
urban concentrations and world-wide urbanization”. Jika dilihat
dari sudut spasial, menurut pengamatan Nas dan Boender (2001),
studi-studi tentang perkotaan di Indonesia bisa dibedakan antara
mereka yang memfokuskan pada kota-kota di Jawa dan mereka
yang tertarik untuk mempelajari kota-kota di seantero Nusantara
(archipelago).

Perkembangan kota-kota pascakolonial di Asia Tenggara,
menurut Terry McGee (1967), tidak terlepas dari ambisi para
pemimpin nasionalis yang menginginkan dapat diciptakannya
sebuah negara-bangsa yang efisien dan stabil. Ambisi semacam
ini telah menguras banyak energi dari pemerintah-pemerintah
di Asia Tenggara pascakolonial dalam merealisasikan gambaran
mereka tentang sebuah pola pembangunan ekonomi dan sosial
tertentu yang pada gilirannya menjadi dasar bagi penataan dan
pengembangan daerah perkotaan. Itulah sebabnya, menurut Mc-
Gee (1967), perkembangan kota-kota di Asia Tenggara memiliki
perbedaan dengan perkembangan kota-kota di barat pada umum-
nya. Terlalu dominannya ambisi para pemimpin negara-negara
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pasca-kolonial di Asia Tenggara dalam pembangunan ekonomi
tampaknya justru yang menjadi kendala bagi terwujudnya pena-
taan kota yang diharapkan. Menurut McGee (1967):

.. 10 built efficient and stable nation-states has dominated the energies
of the governments to such an extent that the kind of economic and social
development which might have been the basis for the growth of new pat-
terns of urban development has not gone off the ground. Consequently, the
role of cities has been very different from that which they played during a
comparable period of city growth in Western Europe.

Terbentuknya sebuah ruang, atau “the production of space”,
dalam kaitan ini adalah terbentuknya sebuah ruang perkotaan
(urban space), menurut Lefebvre, adalah hasil dari proses sosial dan
interaksi antara yang terus-menerus dari pihak-pihak yang meng-
huni ruang itu. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terbesar,
bisa pemerintah kota atau kelas sosial ekonomi yang dominan,
merupakan kekuatan yang biasanya paling berpengaruh terhadap
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah kota.
Sebuah ruang perkotaan (#rban space), mengikuti pendapat Lefebvre
(1991), pada dasarnya adalah sebuah produk sosial (social product),
atau dalam arti yang lebih luas adalah sebuah kontruksi sosial
yang bersifat kompleks—didasari oleh nilai-nilai dan produksi
sosial makna-makna (meanings)—yang memengaruhi praktik-
praktik (practices) dan persepsi-persepsi (perceptions) yang bersifat
spasial dalam kurun sejarah tertentu. Nas dan Boender (2001)
yang banyak melakukan penelitian tentang kota di Indonesia,
mendefinisikan kota sebagai sebuah totalitas fenomena sosial,
meliputi keseluruhan aspek-aspek, mencakup hal-hal yang
bersifat material maupun yang bersifat sosial, kultural, linguistik,
politik, dan ekonomi, “a rotal social phenomenon, and constitute
all sorts of aspects, encompassing the material as well as the social,
cultural, linguistic, political, and the economy”. Dengan singkat
bisa dikatakan bahwa setiap kota mengandung dalam dirinya dua
dimensi: dimensi fisik dan dimensi simbolik.
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Tulisan ini semula merupakan bagian dari sebuah penelitian
tentang transformasi sosial di daerah perkotaan di pantai utara Pu-
lau Jawa (pantura). Transformasi sosial dalam penelitian ini diartikan
sebagai proses perubahan yang berlangsung dengan relatif cepat
dan mengubah pola hubungan fungsional antara pemerintah dan
warganya dan pola hubungan sosial antara kelompok-kelompok
dalam masyarakat. Ada dua tujuan khusus dari penelitian ini.
Pertama, melihat proses transformasi sosial sebagai hasil interaksi
antara pemerintah dan warga yang pada prinsipnya mencakup
dua aspek utama, yaitu (a) aspek fisik berupa tata ruang kota; dan
(b) aspek nonfisik berupa makna simbolik kota. Kedua, mem-
bandingkan transformasi sosial di Cirebon dan Gresik agar dapat
mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat generik yang berperan
dalam proses transformasi sosial di kedua kota itu dan mungkin
di sepanjang pantura. Meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan
untuk menguji sebuah hipotesis tertentu, ada semacam propo-
sisi bahwa pemerintah kota diduga hampir selalu mendominasi
perkembangan sebuah kota daripada para warganya. Mengacu
pada tujuan penelitian ini, tulisan ini akan dimulai dengan pem-
bahasan secara garis besar tentang proses urbanisasi dan migrasi
desa kota di Jawa, untuk memberikan konteks sosiodemografis
dari perkembangan kota-kota di pantura, khususnya Cirebon dan
Gresik. Cirebon dan Gresik dipilih karena keduanya memiliki
kesamaan historis sebagai kota pelabuhan dan pusat perkembangan
Islam di Jawa.

Secarakhusus tulisan ini akan melihat perkembangan pelabuh-
an Cirebon dan Gresik dan masyarakat di sekitarnya. Sejarah yang
menggambarkan pasang surut pelabuhan Cirebon dan Gresik
memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan masyarakat
yang berada di sekitar pelabuhan. Dalam tulisan ini akan dilihat,
terutama yang tengah berlangsung dalam kurun waktu dua dekade
terakhir ini. Pada bab pengantar laporan penelitian ini, Soewarsono
(2009) telah mencoba memperlihatkan sejarah perkembangan
Kota Cirebon sejak masa prakolonial sampai periode reformasi
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sekarang ini. Tergambar dengan jelas perubahan ekonomi politik
Kota Cirebon yang semula berpusat pada pelabuhan Cirebon dan
menjadi pusat dari berbagai kegiatan eknonomi maupun politik
daerah sekitarnya, menjadi sebuah kota yang praktis berdiri sendiri
terlepas kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Pelabuhan Cirebon
yang pernah merupakan simbol kemajuan berangsur-angsur ke-
hilangan perannya dan menjadi sebuah ruang yang terlepas dari
kegiatan ekonomi sekelilingnya.

Membandingkan sejarah perkembangan Kota Gresik dengan
Cirebon, Soewarsono (2009) melihat adanya persamaan dan
perbedaan di antara keduanya. Pada kurun sejarah prakolonial,
kedua kota ini memiliki perkembangan yang sama, sebagai kota
pelabuhan yang penting. Dalam masa kolonial, pembangunan
pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya oleh Belanda praktis me-
matikan pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan utama. Sejak saat
itu menjadikan Surabaya lebih sebanding dengan Cirebon yang
masih memiliki peran penting bagi kolonial Belanda. Surut dan
memudarnya peran pelabuhan Cirebon sejak masa kemerdekaan,
sementara semakin besarnya peran Surabaya sebagai kota pelabu-
han yang penting, kembali mendudukkan Cirebon sebanding
dengan Gresik ketika pelabuhan tidak lagi memegang peran pen-
ting secara ekonomis dan kehilangan hubungan fungsional dengan
pemerintah kota dan masyarakat sekitarnya. Pelabuhan Cirebon dan
Gresik terlepas dari kendali pemerintahan kota karena otoritasnya
dipegang oleh pemerintah pusat. Saat ini, seperti halnya Cirebon,
kejayaan Gresik sebagai kota bandar yang penting hanyalah ke-
nangan masa lalu. Relasi antara pelabuhan dan pemerintah kota
dan masyarakat sekitarnya, baik di Cirebon maupun di Gresik,
adalah relasi yang tidak bersifat fungsional melainkan melulu
spasial—dekat secara fisik, tetapi tidak membawa dampak secara
signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
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Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota di Jawa

Tommy Firman (2003, 2004), seorang ahli geografi sosial,
mengemukakan pengamatan yang menarik tentang pertumbuhan
kota-kota di Jawa, yang menurutnya memperlihatkan pola per-
kembangan yang sangat tipikal. Perkembangan kota-kota di Jawa
menurut Firman mengikuti sebuah pola tertentu yang mengarah
pada terbentuknya koridor wilayah perkotaan yang ditandai oleh
kaburnya perbedaan antara kota dan desa dan bercampurnya
secara intensif aktivitas ekonomi perdesaan dan perkotaan.

.. shapes corridors of cities characterized by a blurring of the differences
between cities and villages and the intensive mixing of economic activities in
the rural and urban areas which basically indicates that economic develop-
ment in the cities and rural areas are interrelated to each other.

Apa yang diamati oleh Firman pada dekade 1990-an tentang
pertumbuhan kota-kota di Jawa sesungguhnya bukanlah sesuatu
yang aneh karena pada akhir dekade 1960-an, Terry McGee, telah
meminjam konsep Geertz (1963) tentang “involusi dalam praktik
pertanian di Jawa”, untuk menjelaskan apa yang disebutnya
sebagai urban involution di kota-kota di Asia Tenggara. Involusi
perkotaan yang dimaksud McGee dan Armstrong (1986) adalah
“as an overdriving of an established form in such a way that it be-
comes rigid through an inward over elaboration of detail’. Menurut
McGee dan Armstrong, telah terjadi pembenaman ekonomi bazar
oleh ekonomi kapitalis kolonial dan ekstraksi surplus ekonomi
yang menyebabkan tidak mungkin terjadinya akumulasi dan ter-
tutupnya investasi dalam ekonomi bazar.

Tnvolution’ was used by Armstrong and McGee (1986), ... to compare
urban situations in different countries on their revolutionary potential,
particularly Indonesia and Cuba. In this comparison they presumed that in
Cuba, because of the farreaching penetration of the capitalist economy, no
urban involution was possible, so that revolution became inevitable. Indo-
nesia and particularly Java, in contrast, offered involutionary opportunities
to the bazaar economy, which was later labeled the urban informal sector,
and no revolution evolved.

60 Mencari Indonesia 2



Selain meminjam konsep involusi dari Geertz untuk menjelas-
kan perkembangan perkotaan di Asia Tenggara, Terry McGee juga
secara kreatif memperkenalkan sebuah konsep baru, yaitu kotade-
sasi, yang jelas diinspirasi oleh apa yang diamatinya di Indonesia.
Terry McGee and I.M. Robinson (1995, dalam Nas & Boender,
2001) berpendapat bahwa daerah mega-urban di Asia Tenggara
memperlihatkan gambaran pola-pola yang berbeda dengan apa
yang terjadi di barat. Pertumbuhan kota di Asia Tenggara ternyata
mengambil pola region-based urbanization as opposed ro city-based
urbanization. Jadi, pola perkembangan kota di Asia Tenggara me-
miliki pola urbanisasi yang berbasis wilayah, yang berbeda dengan
pola urbanisasi yang berbasis kota.

Nas dan Boender (2001) sependapat dengan McGee bahwa
mitos-mitos yang selama ini ada, misalnya tentang luasnya wilayah,
unsustainability, paratisism, kemiskinan yang parah dan rendah-
nya kualitas hidup, tidak memberikan perspektif yang tepat
dan realistis mengenai perkembangan kota-kota besar di Jawa,
Indonesia atau di Asia Tenggara, bahkan di dunia pada umumnya.
Nas dan Boender (2001) bahkan berpendapat bahwa beberapa
konsep yang berasal dari daerah ini, termasuk wrban involution
dan wrban subsistence production, harus dievaluasi kembali, ter-
utama dalam hubungannya dengan situasi dan konteks perkem-
bangan yang baru. Sebuah mindset yang baru diperlukan untuk
menganalisis perkembangan daerah mega-urban di Asia Tenggara
pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Armstrong dan
McGee sendiri beranggapan bahwa beberapa konsep lama yang
mereka perkenalkan sebelumnya tidak lagi dapat dipakai untuk
menjelaskan kenyataan-kenyataan yang baru muncul setelah periode
1990-an. Mindset yang baru ini juga memerlukan gagasangagasan
yang segar tentang perencanaan kota. Gagasan yang muncul dari
pengalaman riset di Indonesia tentang fenomena desakota dan di-
ilhami oleh pertautan antara desa dan kota, serta campur aduknya
permukiman penduduk dan penggunaan lahan, perlu disegarkan
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kembali. Dalam kawasan semacam ini, menurut McGee dan

Armstrong (19806),

Traditional agriculture is found side by side with modern factories, com-
mercial activities, and suburban development. These regions are part of the
new mega-urbanized areas such as the “high-density extended metropolitan
region’ of Jakarta and deserve further empirical and conceprual exploration.
Moreover, the cultural and even more particularly the symbolic dimension
of these mega-urbanized regions should be paid more detailed attention. This
is particularly pertinent in the framework of urban planning as part of a new
conceptualization of these extensively regionalized city areas.

Menurut Nas dan Boender (2001), asal-muasal kota-kota di
Indonesia bisa dilacak berdasarkan fase-fase sejarah pertcumbuhan-
nya.

. in indigenous centers, ancient coastal trade centres, and colonial settle-
ments. Some of the old principles of architecture and the division of space are
still visible in presentday urban society. Roughly two types of early Indone-
sian towns can be distinguished, namely inland or agrarian and coastal or
trade cities.

Nas dan Boender (2001) juga menunjukkan bahwa:

Since Independence, the population of Indonesia has grown tremendously,
and so have the cities both in number and in number of inhabitants. In
the wake of economic development and increasing educational possibilities,
major urban problems have appeared. Examples are the absence of laws
concerning the use of the land, which had not belonged to a traditional
Indonesian landowning class, uncontrolled expansion of kampung settle-
ments, water and air pollution, and traffic congestion. The earliest urban
growth was concentrated around the open spaces in the centre of the cities,
which in colonial times were built on a spacious scale. Nowadays, the city
has taken the form of a mega-urban region, which is constituted of configu-
rations of traditional centre and old suburbs, incorporated villages and ru-
ral areas, and urban sprawl development comprising completely new towns.

Di Indonesia, urbanisasi—dalam arti meningkatnya pro-
porsi penduduk yang menghuni di daerah perkotaan—terutama
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disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari
studi kepustakaan kita mengetahui bahwa sejak zaman kolonial
sampai akhir tahun 1970-an perpindahan penduduk di Indonesia
bisa dikelompokkan menjadi lima. Pertama adalah perpindahan
penduduk ke daerah perkebunan, ini terutama terjadi pada masa
kolonial. Kedua adalah perpindahan penduduk yang bersifat
internasional, yang jumlahnya relatif terbatas. Ketiga adalah
perpindahan dari daerah perdesaan ke daerah perdesaan lain atas
bantuan pemerintah. Pada masa kolonial disebut kolonisasi dan
setelah kemerdekaan dinamakan transmigrasi. Keempar adalah
perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan, baik
yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen (sirkuler atau
ulang-alik). Kelima adalah perpindahan penduduk yang bersifat
“tradisional” atau sering juga disebut “merantau” yang dilakukan
misalnya oleh Orang Minangkabau, Bugis, Banjar, dan Madura.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota, terutama di Jawa,
berhubungan erat dengan perubahan sosial yang terjadi di daerah
perdesaan setelah diperkenalkannya berbagai bentuk teknologi
baru untuk mengintensifkan pola pertanian setelah awal tahun
1970-an. Dari berbagai penelitian yang dilakukan di daerah perta-
nian Jawa, misalnya oleh Benjamin White (1976) serta Masri
Singarimbun dan David Penny (1976) diketahui bahwa moderni-
sasi teknologi pertanian, selain secara positif telah meningkatkan
produksi pertanian, ternyata juga berdampak negatif karena telah
meningkatkan pengangguran. Sebagai contoh, penggunaan huller
dan trakror telah secara drastis menurunkan jumlah tenaga kerja
yang bisa terlibat di pertanian. Terjadi proses “penyingkiran” pe-
kerja pertanian ke nonpertanian, seperti pekerjaan industri rumah
tangga dan perdagangan kecil-kecilan. Sebagian dari mantan
pekerja pertanian yang tidak tertampung di off-farm employ-
ment perdesaan inilah yang memilih untuk mengadu nasib dan
mencari pekerjaan di daerah perkotaan. Berdasarkan penelitian
Anne Booth dan Sundrum (1981) yang dilakukan pada akhir
tahun 1970-an, ditemukan adanya perbedaan yang besar antara
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pendapatan pekerja di perdesaan dan perkotaan, terutama di Jawa.
Perbedaan pendapatan antara kota dan desa jelas berpengaruh be-
sar terhadap membanjirnya penduduk dari desa ke kota karena di
kota, dalam persepsi para migran ini, kehidupan ekonomi mereka
akan menjadi lebih baik dibanding kalau mereka tetap di desa.

Selain melakukan modernisasi pertanian, sejak awal tahun 1980-
an, pemerintah pusat di Indonesia memberikan perhatian besar
pada perbaikan sarana-sarana publik, terutama jalan raya, kereta
api, pelabuhan, dan lapangan terbang. Dalam bidang sosial, perha-
tian pemerintah pusat adalah pada perbaikan sarana pendidikan,
di mana program wajib belajar merupakan prioritas penting. Selain
di bidang pendidikan, pemerintah juga melakukan peningkatan
di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan mengampanyekan
program keluarga berencana. Masyarakat di daerah perdesaan di
Jawa seolah-olah mengalami “revolusi mental” karena banyaknya
program-program pembangunan baru, yang mereka terima secara
langsung maupun melalui radio dan televisi yang merambah desa-
desa bersamaan dengan diperluasnya jaringan listrik ke berbagai
pelosok Jawa. Perbaikan jalan dan saluran komunikasi, di satu
sisi dan meningkatnya aspirasi masyarakat akibat pendidikan di
sisi lain; tak pelak lagi telah mengakibatkan pasang naik aspirasi
masyarakat akan pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan
ekonomi yang lebih memadai. Tidak aneh jika banyak pengamat
Indonesia saat itu berpendapat:

The combination of the increase in education, health services and the avail-
ability of transportation and communication facilities have caused rising
hopes and aspirations of rural young people which resulted in the movement
to urban centers.

Dalam kaitan ini, studi saya tentang migrasi desa-kota di Jawa
Timur menyimpulkan sebagai berikut.

... the various structural changes in East Java during the last 30 years, as
well as creating a dichotomy between the rural push’ and the urban pull’
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at the societal level, also affected the individual, either directly or indirectly,
by changing the costs and benefits of migration. For example, the young,
educated and unmarried population would be more likely to migrate than
their older, less educated, and married counterparts, primarily because the
former were able to adapt easily to the new situations that resulted from
structural changes in the society. In addition, it is likely that the personal-
ity characteristics of the migrants, such as more adventurous behaviour,
willingness to take risk, and ease of adjusment, were also important fac-
tors in migration decision making. Finally, the presence of relatives and
friends in urban destinations played a critical role in the migration deci-
sion, especially in mediating information about the urban destination as
well as providing assistance for migrants in the new place of destinations.

Tirtosudarmo (1985)

Dalam literatur tentang migrasi desa-kota di Indonesia, dae-
rah perkotaan sebagai tujuan migrasi mendapatkan perhatian yang
lebih besar daripada daerah perdesaan. Seperti juga yang terjadi
dengan studi perkembangan kota atau urbanisasi, Jakarta merupa-
kan objek yang paling banyak diteliti, dan diperlihatkan di sana
bahwa migrasi desa-kota merupakan penyumbang terbesar dari
pertumbuhan Kota Jakarta, tidak saja secara demografis, tetapi
juga secara sosial dan ekonomi. Sejarah membuktikan bahwa
Jakarta telah dibangun oleh para migran. Fenomena mudik setiap
lebaran yang memperlihatkan kembalinya jutaan warga kota, ter-
utama Jakarta, ke kampung asalnya masing-masing untuk merayakan
lebaran, menjadi bukti nyata dari besarnya jumlah migran di
kota-kota.

Seperti telah diperlihatkan oleh Firman (2003, 2004) urba-
nisasi ternyata tidak hanya dialami oleh kota-kota besar saja, tetapi
juga oleh kota-kota menengah dan kecil di Jawa. Berdasarkan data
Sensus Penduduk (SP) 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS) 2005, terlihat terjadinya proses urbanisasi, dalam arti
peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, yang cukup
cepat di beberapa kabupaten dan kota di Jawa. Seperti terlihat dari
tabel di bawah ini, beberapa wilayah, memiliki tingkat urbanisasi

yang cukup tinggi. Lebih dari 50% penduduk tinggal di wilayah
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yang tergolong perkotaan, seperti Sidoarjo (>80%), Kudus
(>60%), Jepara (>50%), Tegal (50%), Pekalongan (90%), dan
Cirebon (>50%).

Tingginya tingkat urbanisasi di kota-kota ini hampir bisa
dipastikan disebabkan oleh tingginya migrasi masuk dari wilayah
sekitarnya yang masih bersifat perdesaan. Migrasi penduduk dari
daerah perdesaan ke perkotaan secara sederhana bisa disebabkan
oleh dua hal. Pertama, semakin sempitnya lapangan kerja di desa.
Kedua, kota menjanjikan adanya lapangan pekerjaan. Mengalirnya
penduduk dari desa ke kota, oleh karena itu, tidak secara otomatis
berarti meningkatnya kesejahteraan penduduk. Bahkan, sebalik-
nya bisa terjadi, yakni semakin banyaknya penduduk desa yang
pindah ke kota berarti semakin menurunnya tingkat kesejahteraan
penduduk. Urbanisasi, karena itu, justru berarti peningkatan
penduduk miskin di kota. Kenyataan inilah yang menimbulkan
dugaan bahwa urbanisasi ternyata tidak berjalan seiring dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, yang
terjadi adalah urbanisasi tanpa pertumbuhan.

Tabel 1. Tingkat Urbanisasi Beberapa Kota di Pulau Jawa

Jumlah Penduduk

Tingkat
Kabupaten/ Total Kota

Kota SUPAS SUPAS

SP 2000 2005 SP 2000 SUPAS 2005 SP 2000 2005
Sidoarjo 1,563,015 1,697,435 1,339,311 1,453,608 0.857 0.856
Mojokerto 908,004 969,299 379,984 402,026 0.418 0.415
Ngawi 813,228 827,728 72,624 77,412 0.089 0.094
Tuban 1,051,999 1,063,375 198,377 203,610 0.189 0.191
Gresik 1,005,445 1,118,841 500,960 573,847 0.498 0.513
Blora 812,717 827,587 171,099 185,117 0.211 0.224
Rembang 557,781 563,122 145,757 143,390 0.261 0.255
Pati 1,148,543 1,160,546 348,159 354,002 0.303 0.305
Kudus 703,721 754,183 477,509 513,338 0.679 0.681
Jepara 968,963 1,041,360 491,910 535,264 0.508 0.514
Demak 973,674 1,008,822 266,976 264,142 0.274 0.262
Tegal 1,382,435 1,400,588 755,651 761,167 0.547 0.543
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Jumlah Penduduk

Tingkat
Kabupaten/ Total Kota
Kota SUPAS SUPAS
SP 2000 2005 SP 2000 SUPAS 2005 SP 2000 2005
Pekalongan 262,272 269,177 256,579 263,921 0.978 0.980
Cirebon 1,931,066 2,044,257 1,082,736 1,135,530 0.561 0.555

Ket.: Tingkat Urbanisasi = Persentase penduduk yang tinggal di kota/jumlah pen-
duduk total di wilayah tersebut

Sumber: Diolah oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2009.

Sudah sejak tahun 1970-an, sebagaimana telah ditunjukkan
oleh Montgomery (1975), persoalan pengangguran di daerah
perkotaan, terutama di Jakarta, sesungguhnya sudah mulai men-
cuat, terutama di kalangan penduduk usia mudanya. Para migran
yang berdatangan ke kota, meskipun sebagian menyadari bahwa
semakin besar risiko untuk memperoleh pekerjaan yang layak,
terbukti dari penelitian Montgomery (1975), mereka tetap me-
mutuskan untuk pindah ke kota. Dampak lain dari meningkatnya
pendatang dan besarnya proporsi mereka yang tidak memperoleh
pekerjaan di daerah perkotaan adalah membengkaknya sektor
informal. Para migran itu bersedia bekerja apa saja di kota untuk
bertahan hidup. Lalu berkembanglah permukiman kumuh di
daerah perkotaan dan menjadi pemandangan yang biasa di sana.

Ketegangan sosial dan politik akibat membesarnya jumlah
orang miskin kota meskipun belum dirasakan pada awal tahun
1980-an, telah diamati oleh Gavin Jones (1983), yang mengata-
kan:

... that in the case of Jakarta and Surabaya a true urban proletariar di-
vorced from any rural roots, is likely to deve-lop. The migrant poor will
continue to compete for jobs and services with the local-born poor and also
with the urban middle classes. It is possible that this situation can lead to
social unrest and political conflicts.

Meningkatnya ketegangan dan konflik sosial di daerah per-
kotaan tampaknya merupakan fenomena kehidupan urban yang
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tidak terhindarkan. Urbanisasi tidak saja berjalan tanpa pening-
katan kesejahteraan, namun juga membawa persoalan-persoalan
baru karena tidak terakomodasinya berbagai kepentingan dan
aspirasi warga kota. Dalam konflik kepentingan, yang terjadi
adalah warga kota yang memiliki tingkat sosial ekonomi bawah
hampir selalu menjadi korban yang pertama.

Cirebon versus Gresik

Kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa, secara umum dapat
ditemukan adanya dua pola perkembangan berdasarkan naik
turunnya indikator ekonomis: pertumbuhan dan penyurutan.
Beberapa kota yang mengalami pertumbuhan adalah Jakarta,
Tegal, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Pasuruan. Sementara itu,
kota kota yang mengalami penyurutan adalah Anyer, Cirebon,
Pekalongan, Kendal, Semarang, Pati, Probolinggo, Besuki, dan
Pasuruan (Kompas, 2008, 390). Dalam kedua pola itu, Cirebon
dan Gresik memperlihatkan perbedaan. Meskipun demikian, dili-
hat dari berbagai aspek yang lain, Gresik dan Cirebon adalah dua
kota yang memiliki beberapa persamaan. Keduanya merupakan
kota pelabuhan yang terletak di jalur pantai utara Jawa, Cirebon
di Jawa Barat dan Gresik di Jawa Timur. Sebagai kota pelabuhan,
keduanya pernah mengalami kejayaan di masa lalu karena menjadi
bandar penting yang dilalui oleh jalur perkapalan antarpulau, bah-
kan secara internasional (Soewarsono, 2009). Selain sebagai bekas
kota pelabuhan yang penting, Cirebon dan Gresik juga dianggap
sebagai bagian dari pusat-pusat penyebaran agama Islam yang
penting. Di Cirebon pernah bermukim Sunan Gunung Jati, se-
dangkan di Gresik pernah tinggal Sunan Giri dan Sunan Maulana
Malik Ibrahim. Ketiganya adalah anggota dari Wali Songo yang
menjadi penyebar agama Islam yang sangat terkenal (Hadi, 2009).
Pengaruh sejarah masa lalu sebagai kota bandar dan sebagai kota
“Islam” di Cirebon dan Gresik masih bisa dirasakan sampai seka-
rang, antara lain dengan masih berfungsinya pelabuhan sebagai
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salah satu pusat kegiatan ekonomi dan berkembangnya berbagai
macam simbol keislaman di Kota Cirebon dan Gresik. Persamaan
lain yang sangat penting dari Cirebon dan Gresik adalah karena
keduanya merupakan bagian dari sebuah poros perkembangan
perkotaan yang semakin menjadi satu yang dihubungkan oleh
sebuah jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini
pertama kali dibangun oleh Gubernur Jenderal Belanda Willem
Hendrik Daendels yang berkuasa dari tahun 1808-1811. Selain
oleh jalan raya Daendels, pantai utara Jawa juga dihubungkan
oleh jalur kereta api dan sejak dua puluh tahun terakhir dibangun
jalan bebas hambatan (jalan tol), yang secara bertahap semakin
menyatukan jalur pantura sebagai zona ekonomi yang semakin
terintegrasi dalam satu poros.'®

Cirebon dan Gresik meskipun secara umum keduanya sering
diasosiasikan sebagai kota atau daerah perkotaan, secara adminis-
tratif dan tata pemerintahan memiliki perbedaan yang besar. Cire-
bon secara administratif terdiri dari dua wilayah otonom, yaitu Ci-
rebon Kota (atau Kota Madya Cirebon) dan Kabupaten Cirebon.
Meskipun secara ekonomis dan sosial batas antara Cirebon Kota
dan Kabupaten Cirebon sesungguhnya menjadi semakin kabur
dengan ditekankannya otonomi daerah pada tingkat kabupaten
atau kota, persoalan batas administratif ini menjadi masalah yang
bersifat krusial. Para petinggi di kantor pemerintahan maupun
wakil-wakil rakyat (DPRD) di kedua daerah yang semula meru-
pakan kesatuan ini, sekarang saling bersaing untuk meningkatkan
pendapatan daerahnya masing-masing. Cirebon Kota, yang
menjadi perhatian utama dari penelitian ini, merupakan sebuah

1¢ Ketika laporan ini ditulis, jalan tol di pantura telah menghubungkan Merak-Ja-
karta-Cikampek, Palimanan-Kanci-Pejagan (Brebes), Kendal-Semarang-Ungaran,
Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Porong. Surabaya juga telah terhubungkan dengan se-
buah jembatan (Suramadu) dengan Bangkalan di Pulau Madura. Sebuah konsor-
sium telah dibentuk untuk merealisasikan pembangunan jembatan di Selat Sunda
yang menghubungkan Merak dan Bakuheni di Lampung,.
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wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, secara
historis menjadi lokus dan berpusatnya kekuasaan politik, dan
menjadi hunian dari berbagai kelompok masyarakat yang memi-
liki latar kebudayaan berbeda. Selain golongan “pribumi” yang
juga merupakan campuran antara orang Sunda dan orang Jawa,
Cirebon Kota juga menjadi hunian orang Cina dan orang Arab.
Sebagaimana dikemukakan oleh Julan (2009) para pengusaha
Cina di Cirebon tidak hanya melakukan aktivitas bisnisnya di Ci-
rebon Kota, namun juga telah merambah ke wilayah Kabupaten
Cirebon. Kegiatan bisnis dari para pengusaha Cina semacam ini
adalah sebuah contoh bahwa batas-batas administratif yang ba-
nyak dikangkangi oleh para petinggi pemerintah dan wakil-wakil
rakyat, sesungguhnya tidak memiliki arti yang penting lagi dalam
ranah ekonomi-pasar dan aktivitas bisnis.

Jika Cirebon secara administratif tata pemerintahan terbagai
menjadi dua daerah otonom, Gresik adalah sebuah kesatuan admi-
nistratif karena merupakan sebuah kabupaten. Dalam laporan
penelitian ini, ketika Gresik diacu sebagai sebuah kota maka secara
spasial dan sosiologis, asosiasinya terutama adalah pada masyara-
kat di dua kecamatan tempat beradanya pusat pemerintahan dan
kegiatan perekonomian, termasuk pelabuhan. Kota dan Kabupaten
Gresik, berbeda dengan Cirebon adalah sebuah kesatuan adminis-
tratif. Karena itu, tidak memiliki ketegangan sosial seperti halnya
dialami oleh Cirebon. Di Gresik, ketegangan sosial, jika pun ada,
adalah antara pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah kota
Surabaya, yang batas wilayah antara keduanya praktis tidak ada.
Seperti halnya batas wilayah antara Cirebon Kota dan Kabupaten
Cirebon yang secara eknomis dan sosiologis praktis tidak ada,
begitu juga batas wilayah antara Kabupaten Gresik dan Kota
Surabaya. Jika Cirebon Kota merupakan “pusat” dan Kabupaten
Cirebon merupakan wilayah “pinggiran”, hinterland atau “daerah
penyangga’; sebaliknya terjadi pada Gresik. Kabupaten-Gresik
adalah wilayah “pinggiran”, hinterland atau “daerah penyangga®
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dari Kota Surabaya. Secara ekonomis, Gresik juga sejak lama men-
jadi bagian dari sebuah megacities yang disebut “Gerbangkertasusi-
la” (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan).
Posisi Gresik yang menempel pada sebuah mega-cities yang berpusat
pada Kota Surabaya—yang merupakan kota terbesar kedua setelah
Jakarta—tak pelak lagi telah membuat Gresik dan masyarakatnya
mendapatkan imbas ekonomis yang sangat signifikan, terutama
sebagai lahan bagi pembangunan berbagai industri pengolahan,
yang membuatnya berbeda dengan Cirebon yang sekadar menjadi
tempat berbagai “usaha perdagangan kelontongan”, selain menjadi
sebuah kota transit dalam jalur pantura.

Apa yang berlangsung di Cirebon dan Gresik, yaitu terjadinya
semamena yang tampaknya bersifat universal, yaitu dalam proses
suburbanisasi (suburbanisation)." Jika proses suburbanisasi di Ci-
rebon bergerak dari Cirebon Kota ke wilayah-wilayah yang berada
dalam kewenangan Kabupaten Cirebon, terutama dalam koridor
Cirebon-Sumedang-Bandung, di Gresik proses suburbanisasi jus-
tru bergerak dari arah Kota Surabaya menuju Kabupaten Gresik.
Pusat gravitasi perkembangan Gresik ada di Surabaya dan bukan
di Gresik sendiri.

Basis ekonomi yang berbeda antara Gresik dan Cirebon meru-
pakan salah satu dasar perbedaan karakteristik masyarakat dan
ketegangan-ketengangan sosial yang muncul di kedua daerah
perkotaan ini. Jika pada masa lalu Cirebon merupakan pusat
ekonomi dari berbagai komoditas ekspor yang diproduksi oleh
perkebunan-perkebunan di sekitarnya, perkembangan setelah
kemerdekaan memperlihatkan adanya penurunan yang cukup
drastis. Perkebunan-perkebunan besar semakin berkurang, mung-
kin yang tersisa hanya perkebunan tebu yang hasilnya tidak lagi
diekspor dan hanya dikonsumsi di dalam negeri. Pada era tahun

7 Lihat konsep kotadesasi dari McGee (1986), juga analisis Nas dan Boenders
(2001).
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1980-an berkembang industri pengolahan rotan yang cukup besar
dan merupakan komoditas ekspor yang penting pada masanya.
Pada saat ini industri besar tidak terlihat lagi membuat Cirebon
lebih dikenal sebagai kota dagang dan jasa. Peran orang Tionghoa
sebagai “pedagang perantara”, sebagaimana dilaporkan oleh Julan
(2009), tampaknya terus berlanjut sebagai backbone dari berbagai
usaha dagang, sampai hari ini."® Pola perekonomian yang berbeda
antara Gresik yang didominasi oleh industri pengolahan, dan
Cirebon yang didominasi oleh perdagangan dan jasa, tampakya
telah melahirkan ketegangan dan konflik sosial yang berbeda.
Sejauh yang dapat dibaca dari berbagai laporan tentang perkem-
bangan masyarakat, konflik perburuhan merupakan persoalan
yang banyak ditemukan di Gresik."” Sementara itu, di Cirebon
salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan penertiban
sektor informal, khususnya pedagang kaki lima.*

Proses industrialisasi di Gresik boleh dibilang diawali sejak
didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1957, namun per-
tumbuhannya mengalami peningkatan secara dramatis baru pada
tahun 1970-an. Sejak itu, ratusan industri berat maupun ringan,
umumnya milik swasta, mendominasi perkembangan ekonomi di
Gresik. Yang menarik, sebagaimana diamati oleh Pratikno (1996):

.. these big companies do not have strong ties with the district government.
They have no great interest in local government, apart from obtaining a

'8 Sejak tahun 2003 Wali Kota Kota Cirebon dijabat oleh Subardi (PDIP) dengan
wakil Agus Al-Wafier (PAN), yang merupakan hasil pemilihan oleh DPRD pas-
careformasi. Dalam dokumen visi dan misi, kepala daerah yang baru ini me-
nyatakan: “Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju pada
tahun 2005”. Subardi kembali terpilih sebagai kepala dacrah dalam pemilihan
kepala daerah yang dilakukan secara langsung pada tahun 2009.

1 Lihat artikel “Gresik, Kota Industri Berbalut Masalah Buruh dan Lingkungan”
dalam Kompas (2008), dan tesis doktoral Pratikno (1996) terutama Bab 7 “Par-
ticipation by A Poor Community: The Emergence of Urban Protest”.

20 Lihat Bab 5 “PKL, Potret Rakyat Kecil di Kota Cirebon”, dalam buku Bukan Kota
Wali (Purnamasari dkk., 2006)
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location, a building construction certificate and land clearance if necessary.
Large enterprises are mostly owned by business people from Jakarta and
Surabaya who have no social contact with communities in Gresik.

Perusahaan besar umumnya milik orang luar Gresik,

Middle and small size business, however, are still owned mostly by Gresik
people, especially those from santri families. Retail business for various
goods such as food, textiles, petrol, construction materials, and construction
business are still under local ownership and control.

Apa yang diamati oleh Pratikno pada awal tahun 1990-an ten-
tang perindustrian dan bisnis di Gresik tampaknya terus berlanjut
hingga 2009. Jumlah buruh pabrik yang dicatat oleh Pratikno
(1996) sekitar 40 ribu, berdasarkan laporan Kompas (2008), saat
ini telah mencapai 136 ribu, meningkat lebih dari tiga kali lipat
dalam waktu 10 tahunan. Oleh karena itu, ketegangan sosial yang
dipicu oleh meningkatnya protes buruh di Gresik sesungguhnya
merupakan sebuah gejala yang sejak lama bersifat laten dan terus
mengalami akumulasi. Persoalan-persoalan perburuhan yang saat
ini ada di Gresik antara lain adalah dampak dari pengalihan
status, tuntutan jaminan sosial tenaga kerja, upah dan tunjangan
hari raya, pemutusan hubungan kerja hingga tuntutan kepastian
status (Kompas, 2008, 140). Persoalan pengalihan status menjadi
persoalan yang serius karena semakin kuatnya kecenderungan
perusahaan untuk mempekerjakan buruh yang dikelola oleh peru-
sahaan outsourcing untuk menekan upah buruh. Selain persoalan
perburuhan yang terus memanas, dampak perluasan industri
adalah pada semakin banyaknya lahan pertanian, tambak dan
ladang garam, yang kemudian dikonversi menjadi lokasi pabrik.
Selain secara langsung memarjinalkan petani, petambak dan pe-
ladang garam, alih fungsi lahan produktif menjadi pabrik-pabrik

jelas semakin memperparah kerusakan lingkungan.

Jika proses marjinalisasi warga kota di Gresik, terutama adalah
akibat industrialisasi, warga Kota Cirebon harus menanggung
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akibat semakin banyaknya dibangun mal dan ruko-ruko. Sebuah
buku yang mengulas perkembangan Kota Cirebon, antara lain
mengemukakan sebagai berikut.

Pembangunan mal-mal di Kota Cirebon terus lahir dan
berkembang bak jamur di musim hujan, sekalipun ditentang
banyak pihak terutama para budayawan, karena memberangus
situs dan cagar budaya. Ruang publik pun semakin sempit tanpa
ada kejelasan rancangan alternatif yang jelas (Purnamasari dkk.,

2006, 31).

Setelah periode reformasi dan diberlakukannya otonomi dae-
rah, pemerintah daerah Kota Cirebon memang seperti terjebak
dalam keharusan untuk sebanyak mungkin mendapatkan pema-
sukan dari sektor perdagangan dan jasa yang selama ini memang
terpusat di Kota Cirebon. Tentang gejala ini, dalam buku Bukan
Kota Wali, tertulis:

... pemerintah lebih banyak memikirkan para pengusaha besar. Kata
orang, ini berarti tidak lain adalah model pemerintah yang kapitalistik.
Berpikir untung semata, dengan mengemis pada para pengusaha. Cara

mematikan rakyat setempat’. Pemimpin terus berganti, kepala daerah
pun berpindah tangan. Para anggota dewan juga datang dan pergi.
Tetapi kebijakan tetap saja, sering tidak mementingkan rakyat banyak.

(Purnamasari dkk., 2006, 49)

Reformasi politik, selain menghasilkan otonomi daerah, juga
membuka katup ruang ekspresi publik yang selama Orde Baru
tertutup rapat. Secara teoretis, dengan terbukanya ruang publik,
kebijakan pemerintah kota tidak lagi dapat begitu saja dijalankan
secara fop down, tetapi harus dilakukan secara transparan dan
akuntabel melalui “uji publik”, baik yang dilakukan secara formal
oleh wakil rakyat di forum DPRD maupun dari masyarakat yang
disalurkan melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
atau lembaga pers. Representasi masyarakat dalam era pasca-Orde
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Baru secara formal seolah-olah semakin menguat meskipun dalam
kenyataan masih jauh panggang dari api.

LSM dan para intelektual kritis muncul sebagai buah dari refor-
masi politik pasca-Orde Baru dan menyuarakan kepentingan rakyat
banyak di Kota Cirebon. Salah satu manifestasi dari meningkatnya
suara kritis dari masyarakat oleh para penggiat LSM di Cirebon
adalah dibentuknya Forum Dewan Kota (FDK), yang menurut
mantan ketuanya, merupakan “kekuatan ekstra parlementer
masyarakat sipil Kota Cirebon”.*! Forum ini, di samping gerakan
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Cirebon, melakukan
berbagai aktivitas yang merupakan kontrol sosial terhadap ber-
bagai isu publik yang dianggap merugikan masyarakat. Salah satu
isu yang hangat saat itu adalah korupsi yang dilakukan oleh wakil
rakyat yang kemudian terkenal sebagai APBD Gate. Gerakan
protes untuk mengusut kasus korupsi ini menjadi bersifat masif
setelah berbagai organisasi mahasiswa secara terusmenerus melaku-
kan berbagai aksi massa sepanjang tahun 2003-2004. Organisasi
mahasiswa dan pemuda yang terlibat antara lain Kaukus Maha-
siswa dan Pemuda Cirebon, Komunitas Pemuda dan Mahasiswa
Kerakyatan Cirebon (KPMKC), Kesatuan Aksi Mahasiswa dan
Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) dan Barisan Aksi Mahasiswa
Sosialis Cirebon (BASIS).

Selain isu korupsi, isu lain yang mendapatkan perhatian LSM
adalah yang menyangkut nasib pedagang kaki lima atau PKL
yang dari waktu ke waktu semakin membengkak jumlahnya di
Kota Cirebon. Purnamasari dkk. (2006, 121-122) melaporkan,
“menjamurnya PKL di hampir semua ruas jalan di Kota Cirebon
menjadi fenomena sosial tersendiri, hampir seluruh ruas jalan
dipenuhi oleh PKL” . Persoalan PKL ini, menurut Agus Al-Wafier,
mantan wakil wali kota, merupakan bagian dari sebuah masalah

! Wawancara dengan Ipah Jahrotunnasipah, mantan Sekretaris Eksekutif Forum
Dewan Kota, Juli 2009.
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yang disebutnya sebagai “14 K dan 1 S”. 14 K tersebut terdiri
dari: Kaki 5 (PKL), Kaki 4 (angkot), Kaki 3 (becak) dan Kaki
2 (PSK). Sementara 1 S adalah masalah sampah.” Sulit untuk
dibantah bahwa masalah-masalah Kota Cirebon yang disebutkan
oleh Agus Al-Wafier ini adalah masalah yang terkait langsung
dengan ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengelola tata
ruang kotanya.

Pertumbuhan mal-mal dan ruko-ruko yang semakin menjepit
ruang Kota Cirebon tidak saja telah menggusur ruang-ruang publik
seperti tempat ibadah, tanah pekuburan, taman, dan lahan-lahan
produktif, namun juga telah merangsang meningkatnya PKL yang
berusaha mengais remah-remah untuk mempertahankan dan
menyambung hidup anak dan istrinya. Hasil survei yang dilakukan
oleh sebuah LSM tentang PKL menjadi dasar untuk melakukan ad-
vokasi perbaikan nasib PKL. Meskipun dalam kenyataan sampai
saat ini PKL di Cirebon belum mengalami perbaikan nasib, upaya
yang dilakukan LSM setidaknya berhasil membuat pemerintah
kota untuk lebih hati-hati dalam melakukan penggusuran para
PKL dan memberikan sebagian ruang kota bagi para PKL untuk

melakukan aktivitasnya secara lebih aman.”

Pelabuhan dan Masyarakat Sekitarnya

Pelabuhan dan isu-isu yang berkaitan dengan gagasan tentang
Indonesia sebagai negara maritim akhir-akhir kembali muncul da-
lam berbagai forum. Kegagalan pembangunan di Indonesia oleh
beberapa kalangan, bahkan dikaitkan dengan kegagalan pemimpin-
pemimpin Indonesia pascakemerdekaan mengembangkan strategi
yang berbasis kelautan karena Indonesia pada intinya adalah se-
buah archipelagic state. Dalam kenyataan, gagasan berbagai kalang-

22 Wawancara dengan Agus Al-Wafier, Juli 2009.
» Wawancara dengan Obeng Rosyadi dan Yunus dari LSM Fahmina yang telah
melakukan survei dan program advokasi untuk PKL di Cirebon, Juli 2009.
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an itu belum membuahkan apa-apa. Secara akademis perhatian
terhadap isu kemaritiman juga masih sangat terbatas. Studi-studi
tentang pelabuhan dan masyarakatnya, misalnya, masih sangat
sedikit, dan umumnya berhenti sampai berakhirnya masa kolo-
nial.** Apa yang terjadi setelah kemerdekaan masih menjadi tanda
tanya besar. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai tentang
dinamika sosial, ekonomi maupun politik tentang pelabuhan dan
masyarakatnya sulit bagi pengambil kebijakan untuk melakukan
perencanaan jika secara serius ingin melakukan penataan ruang
pelabuhan dan pengembangan seperti yang diharapkan.

Dalam konteks perkotaan, selain di kawasan di sekitar pusat per-
tokoan dan pasar, kawasan di sekitar pelabuhan biasanya merupa-
kan tempat bermukimnya para migran, baik yang telah lama
tinggal maupun yang merupakan migran baru. Berbagai jenis pe-
kerjaan kasar yang terkait dengan aktivitas pelabuhan, seperti kuli
bongkar muat barang, tukang becak, tukang ojek, buruh kapal pen-
cari ikan, membuka warung makan, jualan rokok adalah beberapa
contoh yang menawarkan kesempatan kerja bagi para pendatang.
Sebagian besar dari mereka telah turun-temurun bermukim di
sekitar pelabuhan dan seolah-olah telah menjadi penduduk asli
di sana. Jika di sekitar pelabuhan Cirebon para penghuninya
berasal dari kabupaten-kabutan sekitar, seperti Indramayu, Losari,

% Antara lain atas bantuan dana dan tenaga ahli dari Belanda, dilakukan program-
program penulisan sejarah pelabuhan-pelabuhan di Indonesia pada masa kolonial.
Dari pihak Indonesia sendiri, beberapa ahli sejarah maritim seperti Profesor A.B.
Lapian (LIPI) dan Profesor Djuliati Suroyo (Undip) mendorong sejarawan-seja-
rawan muda untuk menulis skripsi atau tesis tentang sejarah pelabuhan. Beberapa
karya bisa disebutkan di sini, seperti “Perkembangan Pelabuhan Cirebon” (Tesis
S2, Singgih Tri Sulistiyono), “Pelabuhan Cilacap” (Tesis S2, Susanto Zuhdi), “The
Java Sea Network” (Tesis S3, Singgih Tii Sulistiyono). Tesis doktor Profesor AB.
Lapian sendiri yang baru diterbitkan sebagai buku, 2009: “Orang Laut, Bajak
Laut, Raja Laut”. Juga upaya menulis kembali sejarah maritim Indonesia oleh tim
penulis dari Jurusan sejarah Undip (antara lain “Sejarah Maritim Indonesia 1:
Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke-177).
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dan Brebes, di sekitar pelabuhan Gresik, selain mereka yang berasal
dari Jawa, kawasan pelabuhan juga merupakan lokasi permukim-
an pendatang dari Bawean dan Madura. Dari sudut bahasa, di
permukiman sekitar pelabuhan Cirebon, bahasa Cerbonan,” yang
merupakan percampuran antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa,
menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Sementara itu, di Gresik,
selain bahasa Jawa yang menjadi bahasa dominan, bahasa Bawean
dan bahasa Madura juga tetap digunakan oleh komunitas Bawean
dan Madura.

Berbeda dengan pelabuhan Cirebon yang tidak lagi berfungsi
sebagai pelabuhan kapal penumpang, pelabuhan Gresik masih
merupakan pelabuhan kapal penumpang, terutama yang melayani
penumpang ke Bawean. Berbeda dengan Cirebon yang memiliki
beberapa pelabuhan yang terpisah lokasinya, Gresik memiliki se-
buah kompleks lokasi pelabuhan setidaknya dengan tiga fungsi
yang berbeda, yaitu pelabuhan ikan, “pelabuhan tradisional” yang
melayani kapal penumpang dan kapal barang, dan “pelabuhan
khusus” yang menjadi milik perusahaan-perusahaan, baik swasta
maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wewenang
pengelolaan pelabuhan yang tidak berada di tangan pemerintah
daerah mengakibatkan terlepasnya secara ekonomis pelabuhan
dari pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pelabuhan secara
fungsional tidak lagi menjadi bagian yang bersifat organis dalam
kewenangan pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Gresik

karena kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat (PT
Pelindo).

Pelabuhan menurut sejarawan senior Cirebon T.D. Sudjana,
sebagaimana dikutip Kompas (2008, 109), “adalah yang mengge-
rakkan urat nadi ekonomi Kota Cirebon dan sekitarnya”. Namun,
apa yang terlihat saat ini, pelabuhan terlihat seperti gedung tua

» Wawancara dengan Nurdin, budayawan Cirebon, Juli 2009.
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yang reot dan tidak ada yang mempedulikannya. Mengutip Kom-
pas (2008):

Hingga era kemerdekaan, Cirebon tumbuh sebagai kota usaha dan da-
gang. Pertambakan udang juga menjadi komoditas utama di kota dan
kabupaten Cirebon. Komoditas itu menggiurkan karena harga udang
saat itu dinilai dengan dolar. Namun, imbas negatifnya adalah hutan
bakau yang dibabat menjadi pertambakan udang.

Selain udang, Cirebon juga pernah dianggap mengalami
kejayaan ekonomi, saat industri rotan berkembang dan menjadi
komoditas ekspor. Mengutip Tim Kompas, “tahun 1986 ketika
keran ekspor rontan-mentah ditutup oleh pemerintah, industri
ini berkembang pesat. Dari sekadar kelas lokal, industri rotan
Cirebon mampu menguasai pasar dunia” (Kompas, 2008, 109).
Dalam akhir laporannya tentang Cirebon, Tim Kompas menulis:

Kini setelah zaman perkebunan lewat, rotan tak bisa jadi harapan,
udang mulai hilang, dan pelabuhan sudah jarang kapal yang datang,
Cirebon hanyalah akan menjadi kota yang bakal dilupakan. Atau, ja-
ngan-jangan memang Cirebon kini telah terlupakan?. (Kompas, 2008,
112)

Pemerintah Kota Cirebon, menurut mantan Wakil Wali Kota
Cirebon, Agus Al-Wafier, saat ini hanya mendapatkan apa yang
disebutnya sebagai “uang debu” karena banyaknya debu dari ser-
buk batu bara yang setiap hari diturunkan di pelabuhan Cirebon
dari tongkang-tongkang yang mengangkutnya dari Kalimantan.
Dalam bahasa resmi, “uang debu” semacam ini merupakan bagian
dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pelindo kepada
masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan. “Uang debu” ini
didistribusikan ke beberapa kelompok masyarakat, yang tidak
jarang bertengkar satu sama lain dalam memperoleh “uang debu”
dari pengelola pelabuhan. Menurut Agus Al-Wafier, bukan rahasia
lagi bahwa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyara-
kat di sekitar pelabuhan dikuasai oleh para preman yang hanya
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mencari keuntungan dari pengelola pelabuhan. Para preman ini
juga yang sering menggerakkan massa untuk melakukan demo
untuk meminta “uang debu” lebih besar dari pengelola pelabuhan
Cirebon.”® Selain “uang debu”, CSR dari pengelola pelabuhan
Cirebon kepada masyarakat juga berupa pemeriksaan kesehatan
gratis yang disediakan oleh RS Pelabuhan, dan bantuan perbaikan
jalan lingkungan yang rusak karena setiap hari dilalui oleh truk-
truk pengangkut pasir batu bara.”

Dibandingkan Cirebon yang pelabuhannya praktis tidak
memberikan sumbangan apa-apa bagi masyarakat di sekitarnya,
pelabuhan-pelabuhan di Gresik lebih memperlihatkan adanya
keterkaitan dengan penduduk di sekitarnya. Pelabuhan “tradi-
sional” yang masih melayani kapal penumpang dan barang,
memperlihatkan tingkat aktivitas yang tinggi yang mencerminkan
masih fungsionalnya aktivitas pelabuhan bagi Gresik dan masyara-
katnya. Di samping pelabuhan “tradisional” yang melayani penum-
pang dan barang, pelabuhan ikan yang berlokasi tidak jauh dari
pelabuhan “tradisional” merupakan bursa perdagangan ikan,
terutama bandeng, yang sangat penting di Jawa Timur. Kedua
pelabuhan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi per-
kembangan ekonomi kota dan juga sebagian warga Kota Gresik
yang tinggal di sekitar pelabuhan. Selain kedua pelabuhan ini,
pelabuhan “khusus” lebih dimaksudkan untuk melayani kebutuh-
an perusahaanperusahaan besar dan praktis sedikit sekali kaitan-
nya dengan ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. “Pelabuhan
khusus” sesuai dengan namanya hanya melayani secara khusus
perusahaan yang menjadi induknya dan hampir tidak ada kaitan-
nya dengan masyarakat di sekitar pelabuhan.

0 Wawancara dengan Agus Al-Wafier, Juli 2009.

¥ Wawancara dengan Arif Kurniawan, Bappeda Kota Cirebon, Juli 2009. Menurut
Arief, selain PT Pelindo, BAT juga memberikan CSR yang diberikan dalam ben-
tuk pembuatan taman dan tanaman dalam pot di jalan-jalan.
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Transformasi Sosial dan Implikasinya

Perkembangan daerah perkotaan di Jawa memperlihatkan pola
dan kecenderungan yang menarik karena pada satu sisi memper-
lihatkan hubungan yang erat antara tumbuhnya mega-cities,
khususnya Jakarta dan Surabaya, dan dalam tingkat yang lebih
rendah Bandung, Yogyakarta-Solo dan Malang serta pada sisi
lain terbentuknya, apa yang oleh Firman (2003, 2004) disebut
urban corridors yang menghubungkan antara mega-cities tersebut.
Dalam konteks ini #rban corridors yang menghubungkan Jakarta-
Semarang-Surabaya adalah yang terpenting, diikuti oleh wurban
corridors yang menghubungkan Jakarta-Bandung, Semarang-
Yogyakarta/Solo, dan Surabaya-Malang. Perkembangan kota-kota
menengah dan kecil pada urban corridors yang memanjang dari
Anyer sampai Panarukan, yang saat ini terkenal sebagai Jalur
Pantura, berdasarkan Kompas (2008) memperlihatkan variasi dan
tidak seragamnya proses urbanisasi yang terjadi.

Gresik dan Cirebon adalah dua kota menengah di pantai utara
Jawa yang sejak masa prakolonial hingga sekarang merupakan
transit zones bagi arus manusia, modal, maupun barang. Cirebon dan
Gresik sebagai kota pelabuhan memiliki beberapa persamaan dan
perbedaan. Keduanya merupakan bekas kota bandar yang penting.
Sejak masa prakolonial hingga periode pascakemerdekaan, posisi
pelabuhan mengalami perubahan sejalan dengan silih-bergantinya
rezim politik. Sejak kemerdekaan peran Gresik dan Cirebon sebagai
kota pelabuhan justru semakin surut bersamaan dengan perhatian
pemerintah yang lebih berorientasi ke transportasi darat dan me-
musatnya infrastrukcur ekonomi dan industri di Jawa. Reformasi
politik pasca-Orde Baru yang memberikan otonomi pada kabupaten
dan kota justru mengerdilkan pertumbuhan ekonomi di Cirebon
dan Gresik karena melemahnya kerja sama ekonomi antardaerah.
Setiap daerah cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri dan
terjebak dalam persaingan yang tidak produktif dengan daerah

sekitarnya. Perkembangan ekonomi di Cirebon semakin dikuasai
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oleh sektor perdagangan dan jasa, sedangkan Gresik didominasi
oleh sektor industri. Baik di Cirebon maupun di Gresik, perkem-
bangan ekonomi hanya menguntungkan pemilik modal besar,
sedangkan sebagian besar warga kota semakin terpinggirkan secara
ekonomi dan termarjinalkan secara sosial dan politik. Perubahan
politik pasca-Orde Baru baru menghasilkan demokrasi prosedural
dan proses rekruitmen politik yang hanya melahirkan “elite” dan
bukan pemimpin politik yang memihak pada kepentingan ma-
syarakat.

Jika di Gresik industrialisasi melahirkan buruh yang miskin,
di Cirebon dominasi perdagangan oleh para pemilik modal
melahirkan sektor informal dan pedagang kaki lima yang selalu
dikambinghitamkan sebagai sumber ketidaktertiban kota. Karena
itu, perbedaan kelas ekonomi merupakan potensi yang melatar-
belakangi meningkatnya ketegangan sosial dan konflik, baik di
Gresik maupun Cirebon. Dalam konflik yang berbasis kesenjangan
ekonomi ini, peran pemerintah kota dan masyarakat sipil terbukti
belum mampu menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang
lebih memihak pada mayoritas warga kota yang miskin. Proposisi
yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa ruang kota (urban
space) lebih ditentukan bentuk dan isinya oleh pemerintah kota
tampaknya tidak didukung oleh kenyataan sebagaimana ilustrasi
yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di Cirebon dan
Gresik.

Ruang kota (urban space), baik yang bersifat fisik maupun
yang simbolik,”® mengalami perubahan, terutama bukan karena
direncanakan oleh desain yang dibuat oleh pemerintah kota mau-
pun oleh warga kota dan kelompok-kelompok masyarakat yang
menghuninya, namun lebih merupakan “produk intervensi” dari
kekuatan-kekuatan yang berada di atas pemerintah kota (pemerin-
tah pusat) dan kekuatan-kekuatan kapital baik yang berskala

8 Tentang makna simbolik kota, lihat tulisan Hadi (2009)
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nasional maupun transnasional. Gresik dan Cirebon sebagai zhe
production of space—sebagaimana dikemukakan oleh Levebfre—
memperlihatkan proses transformasi yang menarik karena warga
kota memiliki posisi yang lemah dan ditentukan oleh kekuatan
lain, terutama kekuatan pasar dan modal. Dari perspektif studi
perkotaan, ilustrasi yang ditemukan di Cirebon dan Gresik meng-
garisbawahi apa yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelum-
nya tentang gejala kotadesasi dan proses suburbanisasi. Apa yang
terlihat di Gresik dan Cirebon juga memperlihatkan proses per-
ubahan struktur sosial-ekonomi yang terus berlanjut di kota-kota
di Indonesia yang sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an, yaitu
terus mengalirnya penduduk dari desa ke kota untuk menjadi #7-
ban proletariat, baik sebagai buruh murah maupun pekerja sektor
informal.

Pelabuhan, terutama di Cirebon, sebagai ruang kota yang
bersifat fisik ternyata berada di luar jangkauan pemerintah kota
untuk mengaturnya. Masyarakat di sekitar pelabuhan tidak saja ter-
alienasi, bahkan menjadi korban pertama dari limbah yang dihasil-
kan oleh pelabuhan. Kekuatan kapital, baik yang bersifat nasional
maupun yang transnasional, menjadi kekuatan yang tak terben-
dung dan telah mengubah ruang kota sekadar sebagai tempat
bagi “pedagang kelontongan” yang menyingkirkan pedagang kaki
lima, dan lokasi industri dan pabrik-pabrik, yang memeras tenaga
buruh-buruhnya. Transformasi sosial yang diharapkan berjalan
seiring dengan proses urbanisasi, sebagaimana diamati di Cirebon
dan Gresik, ternyata tidak membawa pertumbuhan yang menye-
jahterakan dan meningkatkan harkat kemanusiaan sebagian besar
warganya. Mengutip ungkapan Ahmad Alwy, seorang intelektual
Cirebon, apa yang kemudian terjadi adalah transformasi sosial
yang membentuk “Kota Tanpa Warga™.”

¥ Dikemukakan dalam acara FGD di Cirebon, Juli 2009.
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Bab 4
Penyumbang Devisa
Tanpa Perlindungan Negara

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pasal 28 T Ayat (4) UUD 1945

Migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke
tempat lain, terutama untuk mencari penghidupan yang lebih
baik, sama tuanya dengan umur manusia. Migrasi merupakan
bagian dari dan yang ikut membentuk sejarah umat manusia dan
sejarah dunia. Karena itu, mobilitas penduduk sudah ada sebelum
lahirnya sistem negara-bangsa, yang justru menimbulkan persoalan
bagi migrasi karena bersamaan dengan lahirnya negara muncul batas-
batas wilayah negara (states boundaries), yang merupakan peng-
halang bagi mobilitas penduduk yang sebelumnya bebas. Dalam
kaitan ini menarik sekali apa yang dikeluhkan oleh David Ludden
(2003) tentang terminologi cross-border, yang seolah-olah menun-
jukkan bahwa border itu sudah lebih dahulu ada sebelum migrasi
(crossing the border), padahal yang benar adalah bahwa migrasi
telah berlangsung berabadabad sebelum border itu lahir.

Migrasi Lintas Batas dan Negara-Bangsa

Persoalan migrasi (internasional) banyak terkait dengan hadirnya
nation-states dan states border serta persoalan-persoalan keimigra-
sian yang mengikutinya. Migrasi internasional yang sedang kita
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bicarakan ini bersifat spesifik, yaitu migrasi dari negara miskin
ke negara kaya. Secara lebih spesifik lagi adalah arus migrasi dari
Indonesia ke Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Jepang,
Korea Utara, negara-negara Arab (Timur Tengah) dan sedikit ke
negara-negara Eropa Barat, Amerika dan Kanada, dan Australia.
Ke negara-negara yang lebih kaya dari Indonesia inilah buruh
migran kita mengalir untuk bekerja—terutama di sektor peker-
jaan yang tidak memerlukan keahlian (sebagai pembantu rumah
tangga untuk perempuan dan buruh perkebunan untuk laki-laki)
atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian rendah (misalnya
buruh bangunan, perawat, sopir, dan awak kapal). Sedikit sekali
pekerja Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk dipekerjakan
sebagai tenaga ahli atau yang di sini disebut sebagai expatriate yang
biasanya berkulit putih.

Seperti telah dikemukakan, perpindahan penduduk dalam
arti yang luas merupakan bagian dari dan yang ikut membentuk
sejarah dunia. Mengalirnya orang-orang Eropa ke benua Amerika,
Kanada, dan Australia—yang kemudian melahirkan negara-negara
imigran itu (Kanada, Amerika Serikat, Australia, New Zealand)
—adalah hasil dari mobilitas penduduk ke wilayah-wilayah yang
oleh orang Eropa dianggap “tidak berpenghuni”. Anggapan sema-
cam ini sangat tidak benar karena wilayah-wilayah yang sekarang
menjadi Australia telah sejak lama dihuni orang-orang Aborigin,
sementara Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Kanada telah
sebelumnya dihuni oleh orang-orang Indian, begitu juga New
Zealand adalah tanah-tanah yang telah dimiliki oleh orang Maori.
Anggapan bahwa benua-benua itu kosong adalah sebuah legiti-
masi politik yang tidak berdasar dan semakin kuat bukti-bukti
sejarah telah terjadinya pembantaian oleh orang-orang kulit putih
itu terhadap penduduk asli yang tidak mampu menghadapi geno-
sida yang dilakukan oleh orang-orang Eropa.

Jika migrasi orang-orang Eropa ke benua Amerika, Australia, dan
New Zealand kemudian melahirkan negara-negara imigran yang
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sebagian besar penduduknya berkulit putih (meskipun saat ini mulai
tergeser jumlahnya oleh imigran baru yang tidak berkulit putih),
migrasi mereka ke benua Afrika dan Asia serta Amerika Selatan
melahirkan negara-negara jajahan. Baru setelah berakhirnya Perang
Dunia II proses dekolonisasi terjadi—sebagian karena perlawanan
dari penduduk yang dijajah—yang kemudian melahirkan negara-
negara merdeka pascakolonial. Negara-negara pasca-kolonial di
Afrika dan Asia inilah yang pada tahun 1955 mengadakan konfer-
ensi Asia-Afrika di Bandung yang melahirkan Gerakan Non-Blok
(Non Aligned Movement) yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti
Soekarno-Indonesia, Nehru-India, Nkrumah-Ghana, Chou En-
Lai-Cina dan Nasser-Mesir. Negara-negara Non-Blok inilah yang
saat ini sebagian besar masih merupakan negara-negara miskin
dan dikenal sebagai Dunia Ketiga, Negara Selatan, atau Negara
Berkembang (developing countries), bahkan negara terbelakang
(underdeveloped countries).

Dalam setengah abad terakhir ini, posisi negara-negara ber-
kembang di Asia dianggap lebih baik daripada mayoritas negara-
negara di benua Afika—yang dianggap sebagai zhe lost continent
karena tingkat kemelaratannya yang hampir-hampir tidak terto-
long, selain banyaknya konflik komunal yang menyengsarakan
rakyatnya.’® Hampir seluruh Afrika, seperti juga Asia dan Amerika

% Untuk menolong negara-negara Afrika, pada tahun 2005 pemimpin negara-ne-
gara industri kaya dari utara (G-8) berkumpul di Gleneagle di Skotladia dan me-
mutuskan untuk menghapus hutang dari negara-negara melarat di Afrika ini. Juga
usaha-usaha caritas dari para selebritis dunia seperti Bob Geldof dan Bono-U2
yang melakukan konser amal untuk menggalang dana dan menyadarkan dunia
tentang masalah berat yang dihadapi rakyat Afrika. Yang menarik bersamaan de-
ngan diselenggarakannya pertemuan G-8, termasuk George Bush, pada tanggal
7 Juli 2005, tiga buah bom bunuh diri dari militan Muslim meledak di pusat
kota London. Terorisme telah menjadi sisi gelap dari globalisasi yang justru mem-
perlebar jurang antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda latar belakang
ideologi dan kebudayaannya. Teror dan kekerasan yang terjadi di berbagai tempat
saat ini tampaknya menjadi pilihan terhadap solusi ketidakadilan global (global

injustices).
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Latin, adalah wilayah-wilayah yang telah dikeruk kekayaan alam-
nya oleh penjajah-penjajah mereka dari benua Eropa. Kemiskinan
yang dialami oleh negara-negara pascakolonial di Afrika, Asia, dan
Amerika Latin meskipun tidak bisa disangkal telah diakibatkan
oleh berbagai salah urus dan pertikaian terus menerus antarelite
politiknya, juga merupakan warisan dari kolonialisme. Orang-
orang Afrika juga telah dijadikan budak yang dipekerjakan di
perkebunan-perkebunan yang baru dibuka oleh imigran-imigran
Eropa di Amerika Utara—yang keturunannya saat ini disebut
Afro-American. Dalam konteks ini kolonialisme dan perdagangan
budak adalah sisi-sisi gelap globalisasi.’!

Migrasi dan kolonialisme menjadi bagian penting dalam proses
globalisasi yang melahirkan negara-negara imigran yang kaya, di
satu pihak, dan di pihak lain, menghasilkan negara-negara pasca-
kolonial yang sebagian besar miskin, bahkan semakin terbelakang
dan tidak sedikit yang kemudian menjadi negara gagal (failed
state). Saat ini semua negara telah menjadi negara yang berdaulat.
Negara jajahan terakhir yang merdeka adalah Timor Leste yang
sebelumnya dijajah oleh Indonesia. Sebagai negara merdeka,
mereka tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
merupakan lembaga pemerintahan antarbangsa tertinggi tempat
berbagai konvensi dan perjanjian dirumuskan dan diputuskan
untuk dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasinya. Ada paling
tidak dua konvesi yang berkaitan dengan migrasi, yaitu konvensi
tentang pengungsi (yang dijaga pelaksanaannya oleh UNHCR)
dan konvensi tentang buruh migran (yang diawasi oleh ILO).
Meskipun semua negara menjadi anggota PBB, tidak ada jaminan
bahwa negara-negara itu akan mematuhi peraturan atau resolusi
yang dibuat oleh PBB. Dalam kenyataan dunia sangat ditentukan
oleh segelintir kecil negara yang menjadi anggota tetap Dewan

3! Andre Gunder Frank mungkin salah seorang yang secara sangat kritis menulis ten-
tang globalisasi dengan menempatkannya dalam pespektif sejarah jangka panjang.
Tentang ini lihat Frank (1989).
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Keamanan PBB (UN Security Council) yaitu Amerika Serikat, Ing-
gris, Prancis, dan Rusia. Namun, penyerangan Amerika Serikat
terhadap Irak yang tidak didukung oleh UN Security Council
memperlihatkan bahwa PBB ternyata tidak bisa membatasi
tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara adikuasa seperti
Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara lain seperti Irak.

Migran, Pengungsi, dan Ketidakadilan Global

Mobilitas penduduk antarnegara setelah Perang Dunia II secara
garis besar terbagai menjadi dua. Pertama, adalah orang-orang
yang pindah ke negara lain karena alasan politik, sebagian adalah
pengungsi dan pencari suaka (asylum seekers). Kedua, adalah orang-
orang yang melakukan migrasi karena alasan-alasan ekonomi—
yang miskin disebut buruh migran (migrant workers) yang kaya dan
berkeahlian disebut ekspatriat. Fenomena pengungsi dan buruh
migran tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang
menghasilkan negeri-negeri pascakolonial yang telah dimiskinkan
dan menderita penyakit sosial-politik yang ditandai oleh ber-
kembangnya rezim-rezim politik undemocratic dan otoriter, di
samping tidak terkendalinya perang saudara (civil wars) konflik
komunal (etnik maupun agama). Proses nation building dari negara
pascakolonial terbukti tidak mudah dan kegagalan dalam proses
nation building inilah yang melahirkan banyak pengungsi dan
asylum seekers yang dewasa ini sangat menghantui negara-negara
kaya atau menjadi persoalan domestik akibat banyaknya internally
displaced persons jika pengungsi itu masih berada dalam batas-batas
negara yang bersangkutan.?

32 Menurut Stephen Castles, jumlah internally displaced persons ini mengalami pe-
ningkatan yang drastis sejak berakhirnya Perang Dingin. Jumlah mereka mencapai
20 juta jiwa, sedangkan jumlah pengungsi hanya sekitar 9 juta. Lihat Stephen Cas-
tles (2006). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa negara-negara pascakolonial
tidak saja semakin miskin, tetapi juga semakin tidak mampu memelihara rasa
aman penduduknya. Indonesia sekitar tahun 2000 termasuk penyumbang jumlah
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Jika pengungsi, asylum seekers, dan internally displaced persons
merupakan dampak dari forced migration, buruh migran dianggap
dari migrasi yang bersifat voluntary, sukarela dan bukan merupa-
kan sebuah forced migration. Penjelasan semacam ini sebetulnya
agak menyederhanakan persoalan. Benarkah buruh migran bukan
sebuah hasil dari forced migration atau “migrasi yang terpaksa”
Ada sebuah wilayah abu-abu (grey areas) dalam studistudi migrasi
(migration studies) yang sudah saatnya kita periksa dengan teliti.
Dalam konteks migrasi internasional dan globalisasi tenaga kerja
(¢lobalised labour movement), mengalirnya buruh migran selalu
berasal dari negara miskin ke negara kaya. Kenyataan ini tidak
bisa tidak menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat
kemakmuran (diukur dengan tingkat pendapatan per kapita)
dari negara penerima (receiving countries) dengan negara pe-
ngirim (sending countries).® Migrasi buruh dari negara miskin
ke negara kaya menegaskan semakin menguatnya ketidakadilan
global (global injustices)—ketidakadilan akibat ketidakmampuan
lembaga-lembaga internasional mengendalikan berlangsungnya
prinsip hanya yang kuat yang mampu bertahan dan meningkatnya
ketidakamanan global.**

Gejala membludaknya buruh migran dalam perspekeif
ketidak-adilan global memaksa kita untuk masuk ke dalam proses-

Internally Displaced Persons yang cukup besar dengan jumlah yang mencapai 1,2
juta orang akibat konflik komunal maupun konflik politik yang terjadi di Aceh,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

% Tentang hal ini lihat makalah Gavin Jones, 2005, “ASEAN Migration: Develop-
ment and Demographic Influences’, disampaikan pada UNHCR Roundtable on
Migration and Refugee Issues, Kuala Lumpur, 13-14 Juni.

%% Sebagai respons dan upaya mencari solusi dari meningkatnya ketimpangan global
ini UNDP dalam laporan tahunannya tentang pembangunan manusia (Human
Development Report) tahun 2005 yang mengambil tema International Cooperation
at A Crossroads: Aid, Trade and Security in An Unequal World. Baru pada tahun
2009 UNDP mengambil tema migrasi dalam laporan tahunannya, yang bertema
Overcoming Barriers: Human Mobility and Development.
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proses yang terjadi di seputar globalisasi. Berbagai studi mem-
perlihatkan bahwa di balik jargon globalisasi sebetulnya bekerja
prinsip-prinsip kapitalisme yang tujuan akhirnya adalah akumu-
lasi kapital. Kapitalisme yang berada di balik globalisasi bekerja
melalui mekanisme-mekanisme yang diciptakan oleh perusahaan-
perusahaan multinasional (Multi National Corporations) dan didu-
kung oleh negara-negara industri kaya.*> Di sinilah jargon pasar bebas
mencuat ke permukaan yang berlindung dalam berbagai lembaga
perdagangan dan keuangan internasional seperti WTO, IMF, dan
Bank Dunia. Gerakan antiglobalisasi—yang juga merupakan re-
fleksi dari globalisasi itu sendiri—pada hakikatnya adalah gerakan
antikapitalisme dan pasar bebas yang bersifat eksploitatif terhadap
negara-negara miskin yang lemah. Inilah ironi dari globalisasi yang
mengandaikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap
pasar lalu lintas uang, barang, dan jasa antarnegara mengalami
liberalisasi dan harus sekecil mungkin hambatannya. Namun, pada
saat yang sama lalu lintas tenaga kerja harus mengalami hambatan
yang sangat tinggi. Perdagangan diliberalisasi (zrade liberalization)
dengan dibuatnya Free Trade Zones, namun lalu lintas pekerja
dirintangi—tidak ada labor liberalization, tidak ada Free Labor
Zones.

Pada titik inilah kita masuk ke dalam problematika sistem negara
yang masih berpegang pada model negara Westphalian yang di-
kembangkan di Eropa yang didasarkan pada prinsip kedaulatan
negara (state sovereignty). Apa yang dikhotbahkan oleh Kenichi
Ohmae tentang lunturnya negara-bangsa (nation-states) di tengah
gempuran globalisasi (baca kapitalisme) hanya benar untuk dunia
perdagangan dan bisnis, tetapi tidak untuk buruh migran mau-
pun pengungsi dari negara-negara miskin (Ohmae, 1995). Kon-
tradiksi yang terus berlangsung antara prinsip-prinsip globalisasi

% Tentang seputar isu ini antara lain bisa dibaca dalam tulisan dua tokoh kritis terha-
dap globalisasi Asia Tenggara: Marthin Khor dari Malaysia dan Walden Belo dari
Filipina.
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(baca kapitalisme) dan prinsip-prinsip negara-bangsa hanya akan
memperluas ketidakadilan global, yang terutama harus ditang-
gung oleh buruh migran dan penduduk miskin di negeri miskin
seperti Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi juga
telah dinikmati oleh sebagian (kecil) warga negara Indonesia yang
beruntung menjadi bagian dari kapitalisme global. Tekanan glo-
balisasi mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk men-
jadi bagiannya melalui berbagai lembaga bisnis dan perdagangan,
tetapi juga melalui korupsi dan sistem politik domestik yang tidak
memihak kepada penduduk miskin yang lemah.

Indonesia adalah negara bangsa yang memiliki sistem politik
yang belum mampu memberikan keadilan pada sebagian besar
penduduknya yang miskin. Meskipun secara jelas dicantumkan
dalam konstitusi negara bahwa negara berkewajiban menjamin
kesejahteraan warga negaranya, dan warga negara memiliki hak
untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, namun
dalam kenyataan sampai hari ini kita melihat bahwa cita-cita
konstitusi itu semakin sayup-sayup dan menjauh dari kenyataan.
Fenomena membengkaknya buruh migran di negeri ini adalah
refleksi atau cermin dari ketidakberpihakan negara kepada
mayori-tas penduduk yang miskin. Reformasi politik yang ber-
langsung sejak lengsernya Soeharto, meskipun secara formal telah
menghasilkan amandemen terhadap konstitusi dan melahirkan
berbagai perubahan perundangan dan peraturan yang tampaknya
mencer-minkan terjadinya proses demokratisasi, dalam praktik
terbukti masih jauh dari harapan. Melihat gelagat dan perkem-
bangan politik yang ada, pengamatan Olle Tornquist tentang de-
mokrasi kaum penjahat (bad guy democracy) jangan-jangan benar
terjadi di Indonesia (Tornquist, 2001).

Jika demokrasi telah dibajak oleh kaum penjahat, tidak ada
cara lain selain melakukan perlawanan terhadap pembajakan
itu. Inilah yang mungkin perlu dirumuskan oleh kalangan yang
masih serius membela penduduk miskin di Indonesia, termasuk
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di dalamnya buruh migran. Jika ada yang telah berubah dalam
playing field, tidak lain adalah momentum globalisasi itu sendiri
yang tidak hanya melahirkan kekuatan kapitalisme global yang
hanya mementingkan tercapainya akumulasi kapital, namun juga
membuka kemungkinan terbentuknya jaringan aliansi-aliansi
global dari aktor-aktor nonnegara (non-state actors) yang berasal
dari negara kaya maupun miskin.*® Agenda demokrasi dari para
aktor demokrasi di Indonesia, oleh karena itu, harus didasarkan
pada pemahaman akan eratnya persoalan ketidakadilan lokal
(domestic injustices) akibat dibajaknya reformasi oleh para penja-
hat, dengan ketidakadilan global (¢lobal injustices) yang melanda
seluruh pelosok dunia. Fenomena buruh migran Indonesia adalah
tantangan yang paling sempurna dari kombinasi kedua ketidak-
adilan ini.

Sejak pertengahan dekade 1980-an migrasi internasional
buruh migran Indonesia telah mulai mendapatkan perhatian, baik
oleh media massa maupun oleh pemerintah. Perhatian kepada
buruh migran meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah
mereka dan tidak sedikitnya perlakuan buruk yang dialami di ne-
geri penerima. Malaysia dan negara-negara Arab di Timur Tengah
merupakan negara penerima terbesar dari buruh migran yang
berasal dari Indonesia. Mayoritas buruh migran Indonesia adalah
perempuan dan sebagian bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Perlakuan buruk dan eksploitasi kepada buruh migran Indonesia
telah menjadi pemberitaan pers dan mendorong isu buruh
migran sebagai isu nasional yang penting. Makalah ini mencoba
menempatkan fenomena migrasi internasional dalam perspektif
globalisasi ekonomi dan keamanan. Secara khusus akan dibahas
perubahan yang berlangsung setelah peristiwa 11 September 2001,
yang menghancurkan gedung WTC di New York karena serangan

3¢ Ulasan tentang aktor-aktor negara yang melakukan advokasi terrhadap nasib bu-
ruh migran, lihat Bab 5 buku ini.
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teroris. Sejak peristiwa tragis ini migrasi internasional memperoleh
makna yang baru dan memiliki kaitan dengan perubahan ekonomi
global, khususnya dengan ketidakadilan antara negara-negara
Utara yang kaya dan negara-negara Selatan yang miskin. Selain
mengandung makna ekonomi, migrasi internasional juga diang-
gap mengandung elemen-elemen keamanan (security) yang perlu
mendapatkan perhatian yang lebih besar dari lembaga-lembaga
internasional. Dalam konteks perubahan ekonomi dan keamanan
global inilah masa depan buruh migran Indonesia akan dilihat
dan upaya yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki posisi
mereka yang rentan.

Sejak peristiwa serangan teror ke gedung kembar World Trade
Center di New York sepuluh tahun yang lalu itu, banyak peng-
amat masalah internasional mengatakan bahwa sejak itu dunia
telah berubah. Ada yang setuju dan ada yang tidak sependapat
dengan penilaian itu. Tulisan ini cenderung mendukung penilaian
bahwa dunia telah berubah sejak peristiwa dramatis dan tragis
pada tanggal 11 September 2001 itu. Sejak itu dunia berubah
karena penduduk di negara-negara kaya dan hidup makmur mu-
lai yakin bahwa keamanan mereka tidak terjamin selama pendu-
duk yang tinggal di belahan bumi yang lain hidup dalam kemiskinan
dan kesengsaraan. Serangan kaum teroris yang dialamatkan pada
warga negara negeri-negeri kaya dan makmur, seperti Amerika
Serikat dan Inggris, atas nama paham politik ekstrem apa pun,
seolah-olah memperoleh pengesahan selama ketimpangan tingkat
kesejahteraan menganga dengan lebar antara penduduk negeri
yang kaya dan mereka yang tinggal di negeri yang miskin, yang
jumlahnya berlipat-lipat lebih besar. Ketimpangan kesejahteraan
atau ketimpangan ekonomi antara negeri kaya dan negeri miskin
jelas tidak memiliki hubungan sebabakibat yang langsung dengan
terorisme internasional yang banyak mengatasnamakan Islam.
Namun, memang sulit untuk dibantah bahwa sebagian besar pen-
duduk miskin di dunia berasal dari negeri-negeri yang penduduk-
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nya beragama Islam. Secara global ada identifikasi atau stereoryping
Islam dengan kemiskinan dan keterbelakangan, yang tentu tidak
sepenuhnya benar. Terlepas dari adanya generalisasi semacam ini,
ketimpangan ekonomi antara negara-negara Utara dan negara-
negara Selatan memang menjadi mengemuka setelah Peristiwa
11 September 2001. Menguatnya persepsi ketimpangan ekonomi
global inilah yang membuat dunia sejak itu seolah-olah berubah
karena implikasi dan berbagai respons terhadap persepsi itu.

Persoalan ketimpangan antara negara Utara dan Selatan (dulu
antara negara Barat dan Timur) sudah mulai dirasakan sejak tahun
1960-an. Semenjak itu negara-negara kaya selalu menyisihkan se-
bagian dananya untuk membantu pembangunan di negeri-negeri
miskin. Berbagai paket bantuan pembangunan diberikan kepada
negeri-negeri miskin yang saat itu dikenal sebagai negara-negara
dunia ketiga. Saat itu dunia memang terbelah dalam dua blok,
Blok Barat liberal-kapitalis (dunia pertama) dan Blok Timur
sosialis-komunis (dunia kedua) yang saling berhadap-hadapan
perang dingin (Cold War). Dunia ketiga kemudian identik dengan
negeri-negeri miskin yang kebanyakan berada di belahan dunia
bagian selatan (Afrika, Asia, dan Amerika Latin). Sementara itu,
dunia pertama adalah negara-negara di Eropa Barat dan Amerika
Utara yang mengklaim diri sebagai negara liberaldemokrasi; dunia
kedua adalah negara-negara Eropa Timur, Cina, dan Soviet Rusia
yang berpaham sosialis-komunis. Dalam konteks Perang Dingin
inilah paket-paket bantuan mengalir ke dunia ketiga, baik dari
Blok Barat maupun Blok Timur. Selain paket bantuan, kalangan
ilmuwan ilmu-ilmu sosial juga mulai mengajukan berbagai teori
pembangunan yang diharapkan bisa memberikan resep dan jalan
keluar bagi keterbelakangan dan kemiskinan yang melanda dunia
ketiga.

Dari sinilah kemudian muncul berbagai teori, baik yang ber-
asal dari aliran liberal maupun yang bersifat Marxian. Teori-teori
modernisasi (modernization theories) yang sangat populer pada era
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1970-an dan 1980-an merupakan gagasan yang dikembangkan
oleh ahli-ahli ilmu politik maupun ekonomi yang beraliran liberal.
Pada sisi lain, ahli-ahli yang beraliran Marxian mengembangkan
teori-teori ketergantungan (dependency theories) sebagai counter
terhadap teori-teori modernisasi, yang banyak menggunakan
contoh pengalaman negara-negara Amerika Latin. Pertarungan
ideologi politik yang disertai dengan kontestasi teoriteori pemba-
ngunan kiri dan kanan terus berjalan sampai berakhirnya Perang
Dingin menjelang akhir tahun 1990-an. Selama berlangsungnya
Perang Dingin kurang lebih tiga puluh tahun, jalannya pemba-
ngunan di dunia ketiga terbukti tidak bisa direkayasa dan dipre-
diksi sebagaimana dijanjikan oleh teori-teori pembangunan, baik
yang liberal maupun yang Marxian. Negara-negara di bagian Asia
Timur, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura,
di luar dugaan ternyata mengalami kemajuan yang sangat pesat
dibandingkan negara-negara miskin di belahan bumi lain,
seperti di Afrika dan Asia Selatan. Sementara itu, negara-negara
di kawasan Asia Tenggara seolah-olah terimbas oleh kesuksesan
ekonomi negara-negara Asia Timur (East Asian Tiger).

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya
Blok Timur yang sosialis-komunis, dianggap merupakan ke-
menangan Blok Barat yang menganut paham demokrasi liberal.
Pecahnya Soviet Rusia dan berlangsungnya konflik etnis di Yu-
goslavia (Balkan) merupakan peristiwa yang menegaskan kembali
menguatnya identitas kolektif yang bersifat etnis maupun agama.
Konflik-konflik yang terjadi setelah Perang Dingin merupakan
konflik-konflik yang bersifat internal dan tidak lagi merupakan
konflik-konflik yang bersifat bipolar dan global. Amerika Serikat
sebagai pemimpin dari negeri-negeri yang tergabung dalam Blok
Barat setelah berakhirnya Perang Dingin seolah-olah muncul
sebagai satu-satunya pemenang, sebagai satu-satunya super power
di dunia yang sedang limbung. Dalam situasi seperti ini, sangat
menarik melihat terbitnya tulisan Samuel Huntington (1993) di
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majalah Foreign Affairs yang dengan cepat menarik tanggapan dari
banyak pihak. Huntington meramalkan bahwa setelah berakhirnya
Perang Dingin yang akan terjadi adalah perbenturan peradaban
(The clash of civilization). Perbenturan yang terjadi adalah antara
peradaban Barat yang demokratis-liberal dengan peradaban yang
non-Barat dan nonliberal-demokratis, seperti peradaban Islam,
Cina, Hindu, dan sebagainya. Peristiwa 11 September 2001,
ketika para teroris yang mengatasnamakan Islam menyerang
tanda-tanda kebesaran Amerika Serikat (WTC dan Pentagon),
tidak sedikit yang menghubungkan peristiwa ini dengan ramalan
Samuel Huntington tentang konflik antarperadaban, dalam hal
ini antara Barat yang demokratis dan Islam yang tidak demokratis.

Seperti kita tahu, Peristiwa 11 September 2001 melahirkan
kebijakan perang melawan teror (War on Ierror) yang dipimpin
oleh Presiden George W. Bush. Pemerintahan Taliban di Afganistan
dan Saddam Hussein di Irak adalah sasaran pertama dari perang
melawan teror yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Belum lama
ini kita pun menyaksikan dukungan Amerika Serikat terhadap
agresi Israel ke Libanon Selatan yang menjadi tempat pertahanan
kelompok Hesbollah yang anti-Israel dan anti-Amerika Serikat.
Setelah Libanon, bukan tidak mustahil Suriah dan Iran adalah
negara-negara yang menjadi target Amerika Serikat selanjutnya
dalam perang melawan teror.

Dunia memang sedang limbung dan berubah dengan cepat
tanpa arah yang bisa diduga setelah Peristiwa 11 September 2001
yang menggetarkan itu. Seperti telah dikemukakan, ketimpangan
ekonomi yang sejak tahun 1960-an sesungguhnya telah menjadi
perhatian banyak pihak, seolah-olah memperoleh maknanya yang
baru. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi seperti berhimpit dengan
ketidakamanan global. Tanpa mengatakan bahwa ketimpangan
ekonomi merupakan sumber dari terorisme, berbagai pihak mulai
memformulasikan agenda-agenda pembangunan global yang baru
untuk mengurangi ketimpangan yang ada antara negara-negara
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kaya dan miskin. PBB sebagai lembaga tertinggi antarnegara,
pada tahun 2000 mencanangkan Millenium Development Goals
(MDGs) yang bertujuan untuk (1) menghilangkan kemiskinan
dan kelaparan yang ekstrem, (2) meningkatkan pendidikan, (3)
pemberdayaan perempuan, (4) mengurangi kematian ibu (5)
mengurangi kematian anak, (6) memberantas penyakit menular
seperti HIV/AIDS dan malaria, (7) memperbaiki lingkungan hidup,
dan (8) menggalang kerja sama kemitraan yang bersifat global;
dengan target yang harus dicapai sampai tahun 2015. Peristiwa 11
September 2001 menjadikan MDGs sebagai sebuah urgensi dan
tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga telah berdimensi
politik-keamanan yang bersifat global.

Dalam lima tahun terakhir, dimensi global yang juga sema-
kin mendapatkan perhatian dalam konteks ketimpangan antara
negara kaya dan miskin adalah migrasi internasional, khususnya
migrasi tenaga kerja antarnegara. Migrasi tenaga kerja ini diang-
gap penting oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB,
ILO, ADB, dan Bank Dunia karena tiga hal. Pertama, volume
migrasi internasional telah mengalami peningkatan yang cepat.
Kedua, migrasi internasional dianggap sebagai sebuah alternatif
penting yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi an-
tara negaranegara kaya dan negara-negara miskin. Ketiga, dengan
meningkatnya terorisme secara global, migrasi internasional
perlu memperoleh perhatian dalam segi keamanannya (security).
Sementara itu, berdasarkan teori migrasi yang klasik diasumsikan
bahwa perpindahan penduduk antarwilayah atau antarnegara
memiliki dampak pada mengecilnya perbedaan ekonomi pada dua
wilayah atau negara tersebut. Beberapa pertimbangan inilah yang
tampaknya mendorong lembaga-lembaga internasional untuk
mulai memperhitungkan migrasi internasional dalam program-
programnya.

Pada tanggal 9 Desember 2003 Sekjen PBB Kofi Annan mem-

bentuk sebuah komisi, yaitu Global Commission on International
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Migration (GCIM), yang diminta untuk menelaah soal migrasi in-
ternasional. Pada tanggal 5 Oktober 2005 komisi ini menerbitkan
laporannya yang berjudul “Migration in An Interconnected World:
New Directions for Action”. Dalam sambutan pada peluncuran
laporan GCIM itu, Kofi Annan antara lain mengatakan bahwa:

... the international community has failed to realize the full potential of
migration and has not risen to the many opportunities and challenges it
presents. The Commission stresses the need for greater coherence, coopera-
tion and capacity to achieve a more effective governance of international
migration.

Keprihatinan akan ketimpangan global menjadi perhatian banyak
kalangan. UNDP yang setiap tahun menerbitkan laporan tentang
pembangunan manusia (Human Development Report) dalam
laporan yang terakhir tahun 2005 juga menyoroti persoalan
ketimpangan global ini. UNDP (2005) dalam laporannya yang
berjudul “International Cooperation ar A Crossroads: Aid, Trade and
Security in An Unequal World” secara jelas meminta pada pelbagai
pihak untuk melakukan rethinking terhadap kerja sama interna-
sional yang selama ini telah dilakukan. Kerja sama internasional
harus memiliki sebuah paradigma baru yang sesuai dengan tun-
tutan zaman yang jelas-jelas memperlihatkan semakin rentannya
keamanan bersama warga planet bumi seandainya ketimpangan
global tidak dikoreksi secara fundamental. Tiga aspek kerja sama
international yang dianggap perlu dibenahi menurut UNDP
adalah (1) soal bantuan pembangunan dari negara kaya ke negara
miskin, (2) soal perdagangan internasional, dan (3) soal keamanan
bersama. Ketiga aspek kerja sama internasional ini selama ini belum
dipikirkan secara mendasar, dan upaya-upaya untuk mengoreksi
ketimpangan dan ketidakadilan global yang ada belum terlihat
hasilnya. Tidak dapat disangkal bahwa dampak Peristiwa 11 Septem-
ber 2001 telah membuat para pemimpin dunia, khususnya PBB,
untuk secara lebih serius memikirkan jalan keluar yang semakin
sulit dari berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh ketimpangan

Penyumbang Devisa Tanpa ....

99



dan ketidakadilan yang bersifat global. Laporan pembangunan
manusia oleh UNDP (2005) ini juga secara langsung mengaitkan
analisisnya dengan pencapaian target-target MDGs, antara lain

dikatakan bahwa:

Looking beyond statistics, it highlights the human costs of missed targets
and broken promises. Extreme inequality between countries and within
countries is identified as one of the main barriers to human development
and as a powerful brake on accelerated progress towards the MDGs.

Sangat jelas dikemukakan di situ persoalan fundamental
yang perlu diatasi adalah ketimpangan baik yang bersifat ekstrem
antarnegara maupun di dalam sebuah negara, yang akan menjadi
hambatan besar bagi upaya-upaya merealisasikan tujuan MDGs.

Salah satu lembaga internasional yang selama ini dianggap
memiliki peran besar dalam upaya-upaya permbangunan eko-
nomi pada tingkat global adalah Bank Dunia. Berbeda dengan
lembaga-lembaga internasional lain maupun lembaga-lembaga
bantuan yang bersifat bilateral, Bank Dunia berusaha menjalankan
program-program pembangunan yang memiliki arti strategis
secara ekonomis. Pada tingkat yang lebih makro, fungsi semacam
ini dilakukan oleh IMF (International Monetary Fund). Konteks
politik global yang mendorong perlunya dilakukan upaya-upaya
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi global tampaknya
membuat Bank Dunia harus memikirkan program-program
pembangunan yang memiliki implikasi pengurangan kesenjangan
ekonomi secara global. Perhatian klasik dari Bank Dunia, yaitu
membuat program-program yang dapat mengurangi kemiskinan
(poverty reduction) di negara-negara Selatan, mendorong Bank
Dunia melirik fenomena buruh migran. Dari studi-studi yang di-
lakukan terhadap buruh migran, Bank Dunia melihat pintu masuk
bagi program pengurangan kemiskinan, yaitu melalui fenomena
rem-mitance atau pengiriman uang dari para buruh migran yang
bekerja di luar negeri ke negeri asal dan kampung halamannya.
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Meningkatnya jumlah buruh migran yang berasal dari negeri-
negeri miskin untuk bekerja di negara-negara kaya mulai terasa
dampaknya setelah tahun 1980-an dengan mengalirnya jumlah
kiriman uang yang semakin besar. Pada tahun 1990-an pemerin-
tah tempat para buruh migran ini berasal mulai menyaksikan
bahwa kiriman para buruh migran ternyata mencapai jumlah yang
sangat besar dan menyumbang secara signifikan terhadap devisa
negara. Para buruh migran yang telah mengalami eksploitasi sejak
sebelum berangkat, dalam perjalanan, di tempat tujuan, dalam
perjalanan pulang; ternyata diam-diam telah menyumbangkan
devisa yang cukup besar. Di sinilah para ahli dari Bank Dunia
mulai tertarik untuk mengapitalisasi fenomena remitansis ini.
Berbagai program saat ini mulai dirancang untuk mengelola
pengiriman buruh migran ke luar negeri secara lebih efisien agar
dampak remittance secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan
di negara-negara Selatan. Persoalannya, pendekatan Bank Dunia
yang selalu bersifat kuantitatif, hanya melihat remittance dari sisi
ckonominya. Bank Dunia, seperti biasanya, tidak tertarik untuk
melihat ongkos sosial (social cost) yang harus dibayar oleh seorang
buruh migran untuk menghasilkan remittance itu. Menghitung
ongkos sosial selain tidak mudah juga berisiko menihilkan nilai
ckonomi remittance karena ongkos sosial berhubungan dengan
harkat dan martabat manusia (human dignity). Jika ditempatkan
dalam perspektif harkat dan maratabat manusia, fenomena bu-
ruh migran sesunggguhnya mencerminkan proses dehumanisasi
ketika nilai tertinggi manusia, yaitu kemerdekaan (human free-
dom) dan hak-hak asasi manusia (human rights) telah mengalami
perampasan dan penghilangan. Fenomena buruh migran dilihat
dari kacamata humanisme adalah proses perbudakan modern
(modern slavery) yang seharusnya dihilangkan dari muka bumi ini.
Inilah dilema yang sedang dihadapi dalam memandang fenomena
buruh migran. Bank Dunia tampaknya telah memilih untuk tidak
memasuki dilema moral semacam ini dengan hanya memilih
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satu sudut pandang: ekonomi. Pertanyaannya, mungkinkah Bank
Dunia dan lembaga-lembaga lain, menghindar dari dilema etis ini,
dan sampai kapan?

Seperti telah diuraikan di muka, migrasi internasional
merupa-kan salah satu komponen yang dianggap penting dalam
pencarian jalan keluar dari masalah ketimpangan dan ketidak-
adilan global. Meningkatnya volume migrasi tenaga kerja secara
internasional, sebagaimana dikatakan oleh Kofi Annan, ternyata
belum menda-patkan tanggapan yang memadai oleh berbagai
pihak yang scha-rusnya berkepentingan terhadap masalah ini.
Kofi Annan sangat menyadari bahwa migrasi internasional perlu
dikendalikan secara lebih baik agar dampaknya dapat secara efektif
mengurangi ketim-pangan kesejahteraan antarnegara. Ironisnya,
meningkatnya volume migrasi internasional juga berarti semakin
lebarnya jurang yang ada antara negara kaya dan miskin. Selain
itu, sejak Peristiwa 11 September 2001, terjadi sekuritisasi migrasi
(securitization of migration) karena migrasi internasional dianggap
memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh jaringan terorisme
internasional. Jika sebelum Peristiwa 11 September 2001 migrasi
internasional mengalami proses feminisasi migrasi (feminization of
migration) maka saat ini, selain feminisasi juga berlangsung proses
sekuritisasi terhadap migrasi internasional. Kedua proses ini memiliki
implikasi yang besar bagi para pembuat kebijakan yang menangani
secara langsung maupun tidak langsung persoalan migrasi tenaga
kerja secara internasional, yang pada gilirannya berdampak lang-
sung terhadap masa depan buruh migran.

Buruh Migran dan Peran Negara

Buruh migran adalah sebuah kenyataan sosial yang sangat unik.
Buruh migran adalah pengejawantahan dari sebuah pertautan
(interconnection) antara yang lokal dan yang global. Apa yang
terjadi di dalam sebuah negara bertemu dan bersambung dengan
yang berlangsung dalam tingkat global. Buruh migran dan seluruh
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kompleksitasnya adalah sebuah persoalan yang bersifat lintas ba-
tas, cross border, tidak saja secara fisik, tetapi juga secara metafisik
dan etis. Persoalan buruh migran adalah persoalan lokal-nasional
yang sekaligus internasional-global. Fenomena buruh migran
adalah fenomena globalisasi itu sendiri. Persoalan buruh migran,
karena itu, harus selalu ditempatkan dalam perspektif lokal dan
global sekaligus. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik
adalah sumber utama dari lahirnya buruh migran. Pada tingkat
pertama, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik itu ter-
jadi di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Di dalam sebuah
negara, buruh migran mengalir dari daerah miskin ke daerah kaya,
dari perdesaan ke perkotaan. Ketika kesempatan ekonomi terlihat
lebih baik di negeri seberang, aliran buruh migran (sendiri atau
melalui calo) akan mulai melintasi batas-batas negara (crossing bor-
ders) dan jadilah ia bagian dari buruh migran antarnegara, global,
internasional. Aliran buruh migran yang melintasi batas negara
melambangkan adanya kontinuitas (kesinambungan) ketimpang-
an ckonomi dan ketidakadilan politik dari yang lokal-nasional

dengan yang global.

Oleh karena itu, jalan keluar yang harus ditempuh, sangat
panjang untuk sampai pada penyelesaian persoalan-persoalan
mendasar yang melingkupi nasib buruh migran ini. Untuk waktu
yang cukup lama, buruh migran akan masih menjadi korban
ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, baik yang ber-
sifat global maupun nasional, di dalam negerinya sendiri. Di
setiap tikungan dan lintasan dalam perjalanan panjang seorang
buruh migran selalu ada tangan-tangan yang ingin mengambil
keuntungan dari keringat tubuh dan derita yang dipanggulnya.
Inilah tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, tampaknya
tidak ada jalan mundur untuk mencari jalan keluar dari kemelut
yang sangat kompleks ini. Yang harus disadari, masa depan bu-
ruh migran sesungguhnya adalah masa depan seluruh penghuni
planet bumi karena buruh migran adalah pengejawantahan dari
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ketimpangan dan ketidakadilan yang mempertautkan nasib umat
manusia secara global. Memikirkan dan memperjuangkan per-
baikan nasib buruh migran berarti memikirkan dan memperbaiki
nasib kita semua.

Siapakah sesungguhnya buruh migran Indonesia? Buruh
migran tidak lain adalah warga negara RI, baik laki-laki maupun
perempuan—yang karena alasan-alasan tertentu bekerja di luar
negeri—seperti halnya warga negara RI lainnya, berhak memper-
oleh “perlindungan dan pemenuhan” atas hak-hak asasi yang me-
lekat pada dirinya, dari pemerintah RI. Sesuai dengan konstitusi,
yaitu Pasal 28 I UUD 1945, pemerintah RI mempunyai tanggung
jawab memberikan perlindungan itu. Adakah kebijakan yang
menjamin perlindungan sosial bagi Buruh Migran Perempuan
(BMP)? Jika ada, dalam bentuk apakah kebijakan itu telah diwu-
judkan? Kita mengetahui bahwa mekanisme perlindungan, terma-
suk di dalamnya yang berupa jaminan sosial—sebagai salah satu
kebijakan publik—dibicarakan secara lebih serius dalam periode
pasca-Socharto. Kebijakan perlindungan sosial (social protection)
merupakan sebuah kebijakan publik yang perlu dibangun sebagai
bagian dari proses demokratisasi yang sedang dilakukan di Indo-
nesia. Dalam kaitan ini menarik untuk melihat studistudi yang
dilakukan, antara lain oleh United Nations Supporting Facilities for
Indonesian Recovery (UNSFIR) dan SMERU Research Institute
tentang kebijakan perlindungan sosial ini.”” Menurut Lindenthal
(2004a), tidak ada definisi universal atas istilah “kebijakan sosial”.
Kenyataannya, kebijakan sosial kadang-kadang digunakan secara
bergantian dengan “keamanan sosial”, “perlindungan sosial”,
“jaring pengaman sosial” atau “bantuan sosial”. Tentang kebijakan

% Tentang kebijakan sosial ini studi yang dilakukan oleh United Nations Supporting
Facilities for Indonesian Recovery (UNSFIR) tentang social protection baik untuk
dijadikan referensi. Lihat UNSFIR working papers dari Roland Lindenthal (2004a,
2004b). Lihat juga salah satu kertas kerja SMERU yang ditulis oleh Alex Arifianto
(2004).
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jaminan sosial di Indonesia, Lindethal (2004b) menyatakan bahwa
program jaminan sosial di Indonesia saat ini telah berkembang
dengan cara yang tidak terkoordinasi. Namun, kelemahan ini
telah diketahui dan rancangan undang-undang telah dibuat.
Rekomendasi utama dalam rancangan tersebut berkaitan dengan
kontribusi jaminan sosial wajib bagi semua pekerja di semua sektor
pekerjaan, termasuk ekonomi informal perkotaan dan perdesaan.

Untuk melihat fakta yang ada tentang buruh migran dan
memberikan ilustrasi yang konkret tentang keadaan yang saat
ini dialami, berikut ini saya kutipkan data-data yang ada tentang
mereka sebagaimana dikemukakan oleh pejabat pemerintah yang
secara langsung mengurusi soal ini. Menurut Direktur Jenderal
Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri Kementerian Tenaga Kerja,
I Gusti Made Arka, Jumat, 21 April 2006 di Jakarta, “Masih
terdapat banyak kendala untuk melindungi tenaga kerja migran.
Hal ini karena tenaga kerja migran, terutama perempuan, bekerja
di sektor informal rumah tangga”.*® Menurut Arka, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat penempatan TKI tiga
tahun terakhir (2003-2005) yang bermasalah mencapai puluhan
ribu orang. Paling tinggi adalah kasus majikan bermasalah seba-
nyak 25.655 orang, gaji tidak dibayar 19.854 orang, tidak mam-
pu bekerja 12.517 orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja
13.006 orang. Permasalahan lainnya, menurut Arka, adalah sakit
akibat kerja yang menimpa 6.876 orang, pelecehan seksual 6.523
orang, penganiayaan 6.326 orang, komunikasi tidak lancar 4.798
orang, dokumen tidak lengkap 3.916 orang, kecelakaan kerja
2.008 orang, pemutusan hubungan kerja sepihak 1.671 orang,
dan majikan meninggal 789 kasus.

Menurut Arka, yang paling banyak tertimpa masalah dan
sulit dilindungi tersebut ialah pekerja migran perempuan di sek-

3% Disampaikan dalam Kompas, Selasa 25 April 2006, hlm. 13, “Sektor Informal.
Ribuan Tenaga Kerja Migran Alami Masalah”.
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tor informal. Mereka rawan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
Dari 1.141 juta pekerja migran selama tiga tahun tersebut, sekitar
82% adalah Buruh Migran Perempuan (BMP). Para pekerja pe-
rempuan tersebut 98% bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga
(PRT) di berbagai negara di Asia maupun Timur Tengah. Tentang
alasan bekerja di luar negeri, Arka mengatakan bahwa tingkat
pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kurangnya prospek
bekerja dengan penghasilan cukup di dalam negeri menjadi pen-
dorong bekerja di luar negeri. Perihal perlindungan terhadap BMPD,
Arka berpendapat bahwa para perempuan yang bekerja di sektor
informal rumah tangga sulit dilindungi karena sulit mengontrol
sampai ke dalam rumah.

Dari kutipan berita di atas, kiranya cukup gamblang sesung-
guhnya melihat rendahnya tingkat perlindungan dari BMP. Per-
tanyaan selanjutnya adalah: mengapa begitu rendah? Adakah jalan
keluar dari situasi yang merendahkan martabat manusia Indonesia
yang bekerja di luar negeri itu?

Membicarakan persoalan BMP tidak mungkin melepaskan-
nya dari konteks sejarah perkembangan BMP (genesis). Dalam
cara pandang seperti ini, sejak awal harus disadari bahwa persoalan
yang sedang kita bicarakan, yaitu “jaminan sosial BMP”, sesung-
guhnya hanyalah salah satu ujung dari keseluruhan persoalan
ketenagakerjaan kita di Indonesia. Kita tidak mungkin menyele-
saikan sebuah ujung persoalan tanpa membenahi keseluruhan dari
persoalan yang ada. Dengan catatan seperti ini, tulisan ini dengan
demikian jauh dari pretensi telah memahami persoalan ketenaga-
kerjaan di Indonesia secara komprehensif. Karena itu, harus
dilihat sebagai salah satu sudut pandang yang berupaya mencari
jalan keluar dari salah satu persoalan ketenagakerjaan (BMP) yang
sedang kita hadapi bersama.

BMP adalah salah satu jenis pekerjaan sektor informal. Sebe-
lum berkembang menjadi BMP—yang beroperasi meliwati batas
negara—ijenis pekerjaan ini telah lebih dahulu berkembang di
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dalam negeri yang kemudian dikenal sebagai pembantu rumah
tangga (PRT). Kehadiran PRT di Indonesia adalah bagian dari
sejarah sosial yang secara perlahan-lahan tumbuh sejak masa kolo-
nial sampai masa pascakolonial sekarang ini. Sebagai bagian dari
sejarah sosial akan bisa dimengerti mengapa PRT umumnya ada-
lah perempuan. Sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki telah
menjadikan perempuan berada dalam posisi yang rendah dan
kehilangan posisi tawar dalam lapangan pekerjaan. Ketidakadilan
gender merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dilepaskan
(embedded) secara tersendiri ketika kita membicarakan jaminan

sosial BMP.

Perkembangan PRT mengalami percepatan dan mencapai
ben-tuknya yang sekarang bersamaan dengan berkembangnya
struktur perekonomian Indonesia yang pada awal tahun 1980-
an disebut sebagai urban bias. Secara sederhana bisa dikatakan
bahwa sektor ekonomi modern-kapitalistik berkembang di daerah
perkotaan seperti pulau-pulau di tengah lautan sektor tradisional-
pertanian. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan sejak awal
tahun 1970-an hingga sekarang, secara umum, melanggengkan
proses-proses sosial yang didasarkan oleh struktur perekonomian
yang bersifat dualistik tersebut. Perubahan demografis yang masih
di-tandai oleh besarnya pertumbuhan penduduk yang memasuki
usia kerja—dalam situasi pasar kerja yang tumbuh secara tim-
pang—sebagaimana kita lihat, telah menggelembungkan sektor
ekonomi yang bersifat informal, yang tumbuh secara tak terken-
dali dan diam-diam dibiarkan karena menjadi bantal pengaman
dari kemungkinan merebaknya keresahan sosial dan politik.

PRT, yang sampai pertengahan tahun 1980-an hanya berope-
rasi di dalam negeri, mulai beroperasi melewati batas negara ketika
permintaan akan jenis pekerjaan ini muncul di seberang lautan,
yaitu di Malaysia, Singapura, Hongkong, dan negara-negara Timur
Tengah. Tampaknya wrban bias tidak hanya berlaku di dalam
negeri, tetapi juga telah merupakan gejala global. Ketimpangan

Penyumbang Devisa Tanpa ....

107



desa-kota (rural-urban economic disparities) yang terjadi di dalam
negeri tampaknya juga terjadi bersamaan dengan ketimpangan
antarnegara (global inequalities). Sejak awal tahun 1980-an kita
mulai melihat pergerakan PRT menjadi BMP. Sebuah cross-border
movement dari pekerja-pekerja perempuan Indonesia mulai ber-
langsung ke negara-negara yang membutuhkan PRT, house maid,
domestic workers—mungkin dengan latar belakang dan alasan
sosial-ekonomi-budaya yang berbeda-beda. Kita pun harus secara
hati-hati tidak melakukan generalisasi tentang situasi sosial-politik,
sistem hukum, maupun “kadar demokrasi” yang dimiliki oleh
negara-negara pengimpor BMP dari Indonesia, yang berimplikasi
besar terhadap sistem perlindungan, proteksi, dan jaminan sosial
yang akan diterima oleh BMP. Sebagai contoh, BMP di Hongkong
diakui haknya sebagai buruh, sedangkan di Malaysia, Singapura,
Timur Tengah, dan di Indonesia sendiri tidak. Dalam konteks
pembicaraan kita tentang jaminan sosial BMP, kasus Hongkong
menjadi sebuah fenomena yang menarik—dan menimbulkan
pertanyaan: mengapa Hongkong berbeda? Apakah Hongkong

bisa menjadi model? %

Dari pembahasan singkat tentang genesis BMP di atas
mudah-mudahan menjadi agak jelas tali-temali, baik antara BMP
dan persoalan ketenagakerjaan di negeri ini, maupun dengan
persoalan ketidakadilan yang bersifat global. Jika PRT merupakan
refleksi dari ketidakadilan ekonomi dan sosial yang bersifat na-
sional-domestik, BMP merupakan refleksi dari ketimpangan dan
ketidakadilan yang bersifat lokal dan sekaligus global. Menurut
pendapat saya, PRT dan BMP harus dilihat sebagai sebuah con-

% Meskipun Hongkong bisa dikatakan sebagai model terbaik dari sebuah negara
yang telah memberikan jaminan sosial bagi BMP, namun dari studi yang dilakukan
oleh Asian Migrant Centre (AMC), Oxfam, dan beberapa LSM Buruh Migran
Indonesia, masih banyak masalah yang dihadapi oleh BMP Indonesia antara lain
adalah soal underpayment yang telah dilaporkan secara komprehensif oleh Asian
Migrant Centre (2005; 2007).
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tinum dari fenomena sosial-ekonomi antara yang lokal, nasional,
dan global tempat ketimpangan gender (gender inequalities) me-
lekat (embedded) di dalam fenomena dan proses sosial ekonomi
yang terjadi. Oleh karena itu, persoalan BMP, merupakan sebuah
persoalan ketidakadilan yang struktural sifatnya, baik pada tingkat
lokal maupun global.

Jaminan Sosial dan Ketidakadilan Struktural

Mengupas persoalan jaminan sosial BMP tidak akan tuntas tanpa
mengupas sistem politik tempat perkembangan sistem ekonomi
yang bersifat dualistik dan urban bias. Sejak awal tahun 1970-an
hingga menjelang akhir tahun 1990-an kita berada dalam sebuah
rezim politik yang bersifat otoriter. Namun, secara perlahan-lahan
mengadopsi sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik. Dalam ling-
kungan politik-ekonomi seperti ini, kita tahu yang tumbuh adalah
sektor ekonomi modern yang hidup karena ditopang oleh sistem
KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) sedangkan demokrasi dan
hak-hak sipil dihambat perkembangannya. Buruh sebagai lapisan
masyarakat yang seharusnya merupakan elemen penting untuk
berkembangnya sebuah masyarakat ekonomi-politik yang sehat
justru diberi stigma politik negatif dan dimarginalisasi. Bahkan,
kita tahu istilah “buruh” tidak boleh dipakai dan diganti dengan
istilah “pekerja”. Dalam konteks ini, buruh sengaja dihilangkan
hak-hak sipil dan politiknya demi berjalannya sistem politik
otoriter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas agar sistem
ekonomi yang semi kapitalistis (erzats capitalism) berjalan.

Reformasi politik—di dalamnya termasuk usaha untuk meng-
amandemen konstitusi—yang berlangsung sejak akhir tahun 1990-
an hingga sekarang tampaknya belum berhasil membangun format
politik-ekonomi yang sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam
konstitusi. Meskipun demikian, perubahan yang digulirkan harus
diakui telah berhasil menempatkan permasalahan-permasalahan
mendasar sebagai urgensi yang dihadapi oleh Indonesia. Berbagai
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UU telah dihasilkan antara lain UU tentang Pemilu, UU tentang
Partai Politik, UU tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
dan sebagainya, yang mengindikasikan telah bergesernya rezim
politik otoriter ke arah rezim politik demokrasi. Pemerintah pasca-
Socharto juga telah bergerak untuk memerangi musuh bersama
yang bernama KKN. Perubahan sistem politik yang terjadi juga
telah memaksa perubahan sistem ekonomi yang menempatkan
transparansi, akuntabilitas, dan good governance sebagai prinsip-
prinsip yang utama. Lembaga-lembaga internasional yang berope-
rasi di Indonesia, seperti UN, Bank Dunia, dan IMF di samping
negara-negara donor juga telah mengganti irama dan pendekatan
yang selama ini dilakukan, dengan menekankan berbagai prinsip
baru sesuai dengan perubahan politik yang sedang berlangsung.

Bagaimanakah nasib buruh dalam arus perubahan politik eko-
nomi yang sedang bergulir? Kita menyaksikan, meskipun secara
normatif, telah dipulihkannya hak-hak politik dan hak-hak sipil
buruh, dalam kenyataan nasib buruh belumlah banyak beranjak
dari keadaan sebelum reformasi. Bahkan, kita mengetahui dam-
pak krisis ekonomi tahun 1997 masih belum sepenuhnya pulih
bagi sebagian buruh yang terkena PHK. Dalam konstelasi per-
ubahan sistem politik-ekonomi yang sampai saat ini masih belum
mencapai ekuilibrium inilah persoalan jaminan sosial bagi buruh,
termasuk di dalamnya BMP, menjadi sesuatu yang sebetulnya
“sulit dipegang” dan dengan demikian memerlukan kesabaran dan
analisis yang jernih terhadap duduk persoalan yang ada. Persoalan
jaminan sosial bagi BMP adalah sebuah ujung saja dari berbagai
ujung persoalan ketenagakerjaan yang sangat semrawut di negeri
ini.

Sebagai komoditas, buruh migran telah berkembang menjadi
industri migrasi (migration industry) yang sangat menguntungkan
para pengusahanya. Kepentingan pengusaha industri buruh
mi-gran yang hendak mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besar-nya mendorong mereka memperlakukan buruh migran
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sekadar sebagai barang dagangan. Komodifikasi dan dehumanisasi
buruh migran adalah refleksi dari tidak adanya pengakuan akan
hak-hak yang melekat pada buruh migran sebagai manusia.
Selama buruh migran masih menjadi korban berbagai bentuk
ketidakadilan yang juga berasal dari sikap dan tindakan peme-
rintah sendiri, tampaknya para buruh migran itu sendirilah yang
selama ini berusaha melindungi dirinya sendiri dengan sedikit
bantuan dari lembaga-lembaga nonpemerintah.
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Bab 5

Buruh Migran di Lombok
dan Transnational
Advocacy Networks

Pemuda selalu mengambil peranan yang penting dalam per-
ubahan sosial dan politik. Pemikir terkemuka yang pernah
dimiliki Indonesia, Soedjatmoko (almarhum), dalam keynote address
yang disampaikan pada Symposium on Youth and Societ: Viewpoint
for the Future yang diselenggarakan oleh Association of Asian Social
Sciences Research Council (ASSREC) tahun 1985 di Denpasar Bali
telah mengingatkan bakal peliknya masalah-masalah yang akan di-
hadapi oleh kaum muda di Asia menjelang abad ke-21. Menurut
Soedjatmoko, “menurut perhitungan mana pun, kaum muda Asia
harus menghadapi masa depan yang tidak jelas dan mencemaskan”
(Newland & Soedjatmoko, 103). Pernyataan Soedjatmoko, 25 ta-
hun yang lalu, terbukti benar. Di Indonesia, menjelang kejatuhan
Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dari tampuk kekuasaan yang
telah digenggamnya selama 32 tahun, kaum muda terutama yang
tinggal di daerah perkotaan dihadapkan pada berbagai pilihan
politik yang sulit. Kesulitan itu terutama karena dikekangnya
kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan sangat represifnya
rezim politik Soeharto.
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Kita menyaksikan selama 32 tahun Socharto berkuasa kalang-
an kaum muda beberapa kali mencoba melawan represi politik yang
ada melalui berbagai bentuk demonstrasi massa. Pada tahun 1974
mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menentang represi politik
dan sangat dominannya modal asing dalam pembangunan. Aksi
demonstrasi ini gagal dan melahirkan Peristiwa 15 Januari (Malari)
dan dijebloskannya pimpinan mahasiswa ke penjara rezim Orde
Baru. Demonstrasi mahasiswa menentang rezim Socharto kembali
marak di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1977-1978,
namun protes kaum muda ini kembali dibungkam. Represi yang
dialami oleh kaum muda dari rezim Orde Baru semakin menguat
karena secara sistematis dilakukan melalui berbagai kebijakan yang
dikenal sebagai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang di-
gagas oleh Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Josoef. Gelombang
demonstrasi kaum muda kembali menguat pada tahun 1997 ber-
samaan dengan terpaan krisis ekonomi yang menggulung fondasi
perekonomian Indonesia yang rapuh. Pada 21 Mei 1998 Socharto
harus menyerah pada tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang
tidak mungkin dibendungnya. Kaum muda kali ini berhasil me-
numbangkan rezim yang berkuasa.*

Perubahan politik yang cepat setelah tumbangnya rezim Soeharto
yang dikenal sebagai periode reformasi, membuktikan kebenaran
kata-kata Soedjatmoko di tahun 1985, betapa menjelang abad
ke-21 kaum muda masih akan dihadapkan pada masalah-masalah
yang pelik meskipun rezim politik yang represif telah ditumbang-
kan. Kepelikan masalah yang dihadapi pascapenggulingan Socharto
terutama karena reformasi politik tampaknya tidak berjalan seperti
yang diharapkan. Rezim politik pasca-Socharto, mulai dari Habibie,
Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono-
Jusuf Kalla (SBY-JK); terbukti belum banyak mengubah kondisi

4 Untuk memahami peran yang dimainkan kaum muda menjelang kejatuhan Soe-
harto pada Mei 1998, antara lain dapat dibaca pada buku Penakluk Rezim Orde
Baru: Gerakan Mahasiswa 98 (Widjojo dkk., 1999).
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riil masyarakat banyak yang masih dililit oleh rendahnya ke-
sejahteraan ekonomi maupun sosial. Meskipun kebebasan politik
dan kemerdekaan pers telah dicapai, kehidupan demokrasi belum
beranjak secara substansial.*! Dalam konteks perubahan politik
pasca-Soeharto yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun ini,
kita menyaksikan betapa peran politik kaum muda masih sangat
diperlukan, meskipun tantangan yang dihadapi telah banyak
berubah dari apa yang dihadapi sebelum jatuhnya Socharto.

Penelitian yang menjadi dasar tulisan ini bertolak dari perta-
nyaan: “Bagaimana arah dan pola perubahan sosial politik di daerah
perkotaan Indonesia pasca-Orde Baru? Apa sumbangan mahasiswa
sebagai elemen kelompok orang muda dalam pembentukan kelas
kritikal intelektual dalam mendorong perubahan sosial politik dan
proses demokratisasi? Dengan cara bagaimana gerakan sosial yang
mereka gagas dapat ikut menentukan arah dan pola perubahan sosial
politik?”. Proses demokratisasi, meskipun dalam berbagai hal tidak
berjalan seperti yang dibayangkan, merupakan proses sosial politik
yang tidak mungkin ditarik kembali. Secara nasional arah dan pola
yang berkembang telah banyak mendapatkan perhatian dari ber-
bagai kalangan. Hampir dapat dipastikan bahwa perubahan yang
terjadi terefleksi dalam berbagai bentuk dan ragam gerakan sosial
yang berlangsung di masyarakat. Bervariasinya bentuk dan ragam
gerakan sosial yang terjadi, sebagai cerminan dari arah dan pola
perubahan politik nasional antara lain ditentukan oleh bagaimana

kaum muda menanggapi “peliknya masalah-masalah” yang diha-
dapi. Tanggapan kaum muda juga akan ditentukan oleh konteks

perubahan sosial politik yang terjadi tempat mereka tinggal dan
persoalan-persoalan mendesak apa yang dihadapi oleh masyarakat
tempat kaum muda itu berada.

! Syamsuddin Haris (2006), peneliti senior dari LIPI, dalam orasi pengukuhannya
sebagai profesor riset, secara menarik mempertanyakan arah perubahan politik
pasca-Soeharto lewat “Reformasi untuk Demokrasi atau Korupsi dan Anarki?
Dilema Demobkratisasi di Indonesia Pasca-Orde Baru”.
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa dalam
setiap perubahan sosial dan politik yang terjadi, pemuda hampir
selalu memiliki peran yang penting karena mereka pada umum-
nya belum terjebak pada kepentingan yang sempit dan masih
memiliki idealisme untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi
lebih baik. Asumsi lain yang mendasari penelitian ini adalah bahwa
perkembangan politik dan perubahan sosial pasca-Socharto mela-
hirkan ruang publik yang terbuka yang memungkinkan muncul-
nya berbagai isu yang menantang kaum muda untuk mengambil
peran sosial kritisnya. Penelitian tentang pemuda dan perubahan
sosial di daerah perkotaan ini dilakukan di Kota Mataram, di
Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mengingat beragamnya isu yang
dijadikan bidang garapan para pemuda, penelitian ini sengaja
memilih sebuah isu yang banyak menarik perhatian di Lombok,
yaitu isu buruh migran yang bekerja di luar negeri. Lombok yang
sangat terkenal dengan kemiskinan penduduknya merupakan se-
buah daerah pengirim buruh migran yang penting ke luar negeri.
Mengalirnya buruh migran ke luar negeri merupakan fenomena
sosial yang mulai dikenali sejak awal tahun 1970-an. Meskipun
demikian, persoalan buruh migran baru mulai mendapatkan per-
hatian masyarakat pada pertengahan tahun 1980-an ketika media
mulai melaporkan berbagai pengalaman buruk yang menimpa
buruh migran Indonesia. Pada saat itulah publik mulai menyadari
bahwa isu buruh migran merupakan isu sosial yang sarat dengan
persoalan, yang pada gilirannya menarik perhatian para aktivis
Lembaga Swadaya Masyarakat dan menjadikan isu buruh migran
sebagai sasaran advokasi mereka.*?

# Di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, penelitian yang ber-
hubungan dengan persoalan buruh migran telah beberapa kali dilakukan. Lihat
misalnya: “Buruh Migran Perempuan dan Perebutan Ruang Publik”, semula
merupakan laporan penelitian oleh Riwanto Tirtosudarmo pada tahun 2002 ke-
mudian diterbitkan dalam jurnal Analisis-CSIS (Tirtosudarmo, 2003).
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Persoalan buruh migran di Lombok sengaja dipilih karena
persoalan ini merupakan sebuah isu yang strategis. Pertama,
sebagai sebuah isu sosial persoalan buruh migran mencerminkan
persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah masyarakat di
wilayah tertentu bahkan di sebuah negara. Membicarakan per-
soalan buruh migran mau tidak mau mengharuskan kita untuk
melihat persoalan yang lebih mendasar yaitu pembangunan
ekonomi. Kedua, persoalan buruh migran, yang sebagian besar
adalah perempuan, mengharuskan kita untuk melihat persoalan
ketimpangan gender yang bersifat mendasar di masyarakat kita.
Ketiga, buruh migran selain merupakan isu yang bersifat lokal
dan nasional, juga menjadi isu yang bersifat global karena lokasi
tempat bekerja buruh migran ada di luar negeri, di negeri-negeri
yang mempekerjakan buruh migran Indonesia. Fokus penelitian
ini adalah peran pemuda dalam transformasi sosial dan politik,
serta kaitannya dengan gerakan sosial yang bersifat transnasional.
Para pemuda yang tergabung dalam berbagai LSM di Lombok
dan melakukan advokasi untuk perbaikan nasib buruh migran
adalah kelompok yang akan diteliti. Beberapa aspek yang akan
disinggung dalam penelitian ini antara lain: perkembangan
LSM di Lombok dan gerakan advokasi terhadap buruh migran,
bagaimana advokasi dilakukan, apa saja bentuk kegiatannya,
sejauh mana gerakan advokasi buruh migran di Lombok telah
mencapai sasarannya, dan bagaimana jaringan gerakan advokasi
buruh migran terbentuk, sejauh mana pengaruh dan kerja sama
LSM nasional dan internasional.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari penelusur-
an literatur dan melalui wawancara mendalam dengan para nara-
sumber yang merupakan aktivis LSM dan kalangan akademisi di
Mataram Lombok. Setelah bagian pengantar akan dikemukakan
secara umum tentang penduduk Lombok, yang mayoritas adalah
orang Sasak dan fenomena kemiskinan yang telah lama menjadi

Buruh Migran di Lombok...

117



karakteristik masyarakat di Lombok dan Nusa Tenggara Barat
pada umumnya. Dua bagian selanjutnya akan mengupas secara
garis besar tentang persoalan mendasar yang dihadapi oleh buruh
migran di Indonesia, khususnya yang menyangkut absennya jami-
nan sosial dan perlindungan. Fenomena buruh migran juga akan
dilihat dalam konteks perubahan global dan bagaimana buruh
migran seharusnya dilihat dan tidak mungkin hanya dipandang
sebagai sekadar isu lokal atau nasional. Setelah diulas secara pan-
jang lebar isu pokok buruh migran, bagian selanjutnya mengupas
perkembangan LSM sebagai representasi gerakan kritis pemuda
di perkotaan, khususnya yang terlihat di Mataram Lombok. Pada
bagian ini akan dikemukakan keterkaitan gerakan advokasi buruh
migran yang bersifat lokal dengan gerakan civil society yang bersi-
fat transnasional dan global. Bagian terakhir adalah simpulan dan
temuan penelitian ini.

Lombok: Penduduk dan Kemiskinan

Lombok, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah lama menjadi ikon
dari kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan laporan yang
dibuat oleh Bappenas, BPS, dan UNDP Indonesia (2004)—yang
diterbitkan sebagai National Human Development Report 2004
(The Economics of Democracy: Financing Human Development in
Indonesia), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa
Tenggara Barat menempati posisi yang terbawah dari seluruh
provinsi (30) di Indonesia, berdasarkan data-data yang dikumpul-
kan pada tahun 2002.% Posisi Nusa Tenggara Barat dalam pering-

# IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator gabungan dari (1)
Angka Harapan Hidup, (2) Tingkat Melek Huruf, dan (3) Tingkat Pendapatan.
IPM dianggap sebagai ukuran yang terbaik untuk memantau sejauh mana pen-
duduk di suatu wilayah telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam pembangun-
an manusianya. Lihat Figure 2.2. Range of HDI values within provinces, 2002;
dalam National Human Development Report 2004 (BPS, Bappenas, & UNDP In-
donesia, 2004)

118 Mencari Indonesia 2



kat IPM berada di bawah Nusa Tenggara Timur (urutan ke-28)
dan Papua (urutan ke-29). Ternyata tingkat keterbelakangan
ma-syarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak beranjak dari
keadaan yang dialami pada tahun 1999, yakni tetap terendah dari
seluruh provinsi di Indonesia.** Antara tahun 1999 sampai dengan
2002 IPM di Nusa Tengggara Barat mengalami sedikit pening-
katan meskipun dibandingkan provinsi lain masih tetap terendah
tingkat IPM-nya. Jika dilihat perkembangan IPM pada tingkat
kabupaten, dari 10 kabupaten yang tergolong rendah IPM-nya
pada tahun 1999, dua kabupaten berada di Pulau Lombok, yaitu
Lombok Tengah dan Lombok Barat. Ternyata pada tahun 2002,
Lombok Tengah dan Lombok Barat masih termasuk dalam ke-
lompok 10 kabupaten yang memiliki IPM rendah. Selain kedua
kabupaten ini, Kabupaten Lombok Timur juga termasuk dalam
10 kabupaten yang memiliki IPM rendah. Jadi, pada tahun 2002,
3 dari 10 kabupaten yang memiliki IPM rendah berada di Pulau
Lombok.

Tabel 2 memperlihatkan variasi IPM menurut kabupaten/
kota di Nusa Tenggra Barat. Terlihat bahwa Kota Mataram selalu
memiliki IPM tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Nusa
Tenggra Barat (2004-2006). Sementara itu, juga jelas terlihat
peringkat IPM yang terendah di Nusa Tenggara Barat tahun
2004-2006 adalah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah,
dan Lombok Timur. Secara keseluruhan Pulau Lombok memiliki
tingkat pembangunan manusia yang terendah dibandingkan
Pulau Sumbawa.

# Lihat Figure 2: HDI by province, 1999-2002. (BPS, Bappenas, & UNDP Indo-
nesia, 2004)
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Tabel 2. IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Peringkat IPM Provinsi NTB
Tahun 2004-2006

Kabupaten/ IPM Peringkat IPM (0-100)

Kota 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Lombok 57,0 57,8 58,7 431 432 445
Barat
Lombok 56,9 57,9 58,5 432 431 446
Tengah
Lombok 58,7 59,6 60,3 428 429 441
Timur
Sumbawa 63,2 64,0 64,8 391 389 408
Dompu 62,3 63,3 63,9 400 398 418
Bima 60,2 61,7 63,1 419 413 424
Sumbawa 61,9 63,4 65,0 403 397 404
Barat
Mataram 68,8 69,4 69,8 188 192 209
Kota Bima 63,5 64,2 65,9 383 385 379
NTB 60,6 62,4 63,0 33 32 32

Sumber: BPS Provinsi NTB

Dalam Gambar 1 terlihat selama periode 2004-2006, IPM
Provinsi NTB terus mengalami peningkatan, namun nilainya
selalu jauh lebih kecil jika dibandingkan peningkatan IPM secara

nasional.
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Gambar 1. IPM Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2004-2006

Tabel 3 memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2004 sampai dengan ta-
hun 2007. Secara umum terlihat tingginya tingkat pengangguran
di Pulau Lombok dengan pengangguran tertinggi justru di Kota
Mataram. Sementara itu, pada Tabel 4 memperlihatkan perkem-
bangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Secara umum terlihat relatif
rendahnya PDRB per kapita dari kabupaten-kabupaten di Pulau
Lombok dibanding kabupaten di Pulau Sumbawa, meskipun
penghasilan dari migas telah dikeluarkan. Angka-angka statistik
tentang Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran,
dan PDRB per kapita memperlihatkan dengan jelas masih ren-
dahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok di era
pembangunan pasca-Orde Baru sekarang ini. Dapatlah disimpul-
kan bahwa masyarakat Pulau Lombok adalah masyarakat yang
seolah-olah tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun
berbagai rezim pembangunan telah silih berganti di negeri ini.
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Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2008

Kabupaten/Kota 2004 2005 2006 2007

Lombok Barat 8.62 8.13 9.53 6.07
Lombok Tengah 3.93 7.44 6.80 6.49
Lombok Timur 10.09 6.09 8.80 5.02
Sumbawa 7.05 6.64 9.61 5.49
Dompu 5.14 10.21 7.31 5.22
Bima 4.72 5.95 8.21 4.99
Sumbawa Barat XX 16.95 18.88 4.81
Kota Mataram 10.50 15.45 11.57 13.58
Kota Bima 14.23 15.35 12.26 12.76
NTB 7.48 8.93 8.90 6.48

Sumber: BPS Provinsi NTB

Tabel 4. Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2005-2006

(Rupiah)
Termasuk Migas Tanpa Migas
Kabupaten/Kota
2005 2006 2005 2006

Lombok Barat 3.883.882 4.186.192 3.883.882  4.186.192
Lombok Tengah 3.149.322 3.382.146  3.149.322  3.382.146
Lombok Timur 3.310.612 3.608.386  3.310.612  3.608.386
Sumbawa 5.328.318 5.805.133  5.328.318  5.805.133
Dompu 5.394.814 5.978.197 5.394.814  5.978.197
Bima 4.049.302 4.491.920 4.049.302  4.491.920
Sumbawa Barat 104.020.748 104.615.721  5.286.996  5.598.184
Mataram 6.425.777 7.362.484  6.425.777  7.362.484
Kota Bima 4.394.960 4.637.663 4.394.960 4.637.663
NTB 6.217.419 6.672.867 4.080.459  4.443.864

Sumber: BPS Provinsi NTB
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Meskipun kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di
Pulau Lombok berpengaruh terhadap banyaknya orang Lombok
men-jadi buruh migran di luar negeri, ada berbagai faktor lain
yang menjadi penyebab mengalirnya tenaga kerja dari satu tem-
pat ke tempat lain. Studi yang dilakukan oleh Hamzah (2000)
di Desa Jago, Lombok Tengah menunjukkan keengganan kaum
muda untuk bekerja di desanya sebagai petani merupakan faktor
yang ikut berpengaruh terhadap tingginya kemauan untuk bekerja
sebagai buruh di luar negeri. Temuan lain yang menarik dari
Hamzah adalah banyaknya mereka yang memilih menjadi buruh
migran—umumnya ke Malaysia—tanpa melalui jalur resmi. Para
pencari kerja ini menganggap jalur resmi terlalu lama dan mema-
kan ongkos yang lebih banyak dibandingkan melalui jalur yang
tidak resmi. Salah satu faktor juga yang menjadi sangat penting
adalah adanya jaringan atau nerwork yang menjadi semacam jem-
batan dari aliran tenaga kerja ini. Dalam berbagai kajian tentang
migrasi buruh migran, agen, calo, atau tekong—baik yang resmi
maupun yang tidak resmi—biasanya menjadi bagian penting dari
jaringan yang menciptakan terjadinya aliran buruh itu.”

Menurut Dinas Tenaga Kerja NTB, minat masyarakat untuk
bekerja ke luar negeri cukup besar. Hal ini terlihat dari jumlah
calon TKI yang berangkat setiap tahun lebih dari 30.000 orang,
Puluhan ribu calon TKI yang bekerja di luar negeri berkontribusi
terhadap ekonomi keluarga di daerah mereka. Hal ini terbukti
dengan jumlah uang yang dikirim ke keluarganya di NTB lebih
dari dua miliar rupiah per hari. Calon TKI NTB bekerja di luar
negeri antara lain di perkebunan kelapa sawit, pabrik, penjaga
toko, tukang, dan pembantu rumah tangga.

% Kajian tentang taikongs dan calos dalam bisnis buruh migran, lihat misalnya dalam

tulisan dari Spaan (1994).
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Pembangunan, LSM, dan Jaringan Gerakan
Kritis

Berbeda dengan gerakan-gerakan sosial yang berkembang pada
era sebelumnya—yang dalam beberapa hal memiliki kaitan dengan
gerakan yang bersifat ideologis dan atau keagamaan—gerak-
an sosial yang muncul setelah era tahun 1970-an lebih bersifat
sekular-developmentalistis dan tidak memiliki basis massa yang
luas. Gerakan sosial yang mulai muncul sejak era tahun 1970-
an merupakan gerakan-gerakan yang bersifat sangat terbatas,
sebagai reaksi dari represi politik yang mulai menanamkan kuku
kekuasa-annya yang bersifat sentralistis-hegemonis di tangan
rezim biro-kratik-militer Orde Baru Soecharto. Gerakan sosial
yang bersifat terbatas dan umumnya dimotori oleh para aktivis-
intelektual di daerah perkotaan ini secara institusional kemudian
dikenal sebagai “organisasi nonpemerintah” atau disingkat ornop
yang merupakan terjemahan dari Non Government Organisation
atau disingkat NGO. Istilah NGO adalah istilah yang diimpor
dari Barat, sejalan dengan munculnya aktor-aktor dan gerakan-
gerakan nonpemerintah sejenis di negara Barat yang menganut
demokrasi liberal, seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara.
NGO yang mulai muncul di era tahun 1970-an di Indonesia
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh NGO yang muncul di dunia
Barat. —Bisa dikatakan bahwa kemunculan NGO di Indonesia
dan juga di negara-negara berkembang di belahan dunia yang lain,
merupakan kepanjangan tangan dari NGO yang berkembang di
dunia Barat yang kemudian melebarkan sayap dan kegiatannya
di negara-negara berkembang.*® Persoalan ketergantungan dana

% Kemunculan NGO di Indonesia tidak mungkin jika tidak difasilitasi (baca di-
danai atau disponsori) oleh NGO yang berasal dari negeri maju di Barat yang
tidak sedikit memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok agama tertentu (teru-
tama Protestan dan Katolik). Paralelisme antara gerakan NGO di Indonesia dan
di barat terlihat dengan jelas dengan dibentuknya INGI (/nter-NGO Conference
on IGGI Matters) pada tahun 1985 yang merupakan koalisi antara NGO nasional
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dari funding agencies memang sebuah problem struktural yang
masih harus dihadapi oleh LSM di Indonesia. Menurut Sangkoyo
(2004, 5), “Dari sisi kepentingan rakyat di negeri-negeri Selatan,
siasat menggandeng perhimpunan-perhimpunan nonpemerintah
tersebut harus dibaca dalam konteks bangunan kemasyarakatan
tiap-tiap negeri. Di Indonesia, organisasi nonpemerintah sampai
saat ini masih didominasi oleh lapisan tipis kelas menengah yang
sebagian besar berpangkalan di perkotaan, dengan jarak sosial
yang cukup besar dengan rakyat kebanyakan. Peran sosial-politik
yang baru beserta cara pembiayaan bagi perhimpunan-perhim-
punan tersebut, walaupun telah ikut memperkenalkan perubahan-
perubahan penting dalam pengurusan negara, belum terbukti
menguatkan kemampuan rakyat untuk bersuara dan bertindak
kolektif.” Longgena Ginting (2004, 189), secorang pimpinan
Walhi, berpendapat bahwa “... sudah lebih dari tiga dekade se-
jarah ornop Indonesia, belum banyak inovasi pendanaan untuk
mengurangi kerentanannya terhadap ketergantungan tersebut se-
kaligus mengurangi kerentanannya terhadap ketersediaan dan ke-
berlanjutan dana. Kalaupun ada, inovasi tersebut masih terbatas
berupa pendirian unit-unit usaha (penjualan buku, pernyediaan
jasa, dan lain-lain) atau masih secara konvensional menggalang
dana dari pihak lain seperti perusahaan-perusahaan (corporate fund
raising). Untuk cara yang pertama, usaha tersebut kenyataannya
tidak akan pernah mencukupi kebutuhan ornop secara penuh.

maupun internasional yang agenda utamanya adalah melakukan kritik—sebagai
watchdog—terhadap pembangunan di Indonesia yang dananya merupakan utang
dari negara-negara barat yang koordinasinya dilakukan oleh 7he Inter-Governmen-
tal Group on Indonesia IGGI). Pada tahun 1990 IGGI yang selalu dipimpin oleh
Belanda dibubarkan karena Presiden Socharto yang tidak senang dengan kebi-
jakan Jan Pronk—Perdana Menteri Belanda dan sekaligus Ketua IGGI—dan di-
ganti dengan lembaga baru yang bernama Consulrative Groups on Indonesia (CGI).
Tidak lama kemudian INGI juga menyusul dibubarkan dan sebagai gantinya
dibentuk Interna-tional NGOs Forum on Indonesian Development (INFID) sampai
sekarang.
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Untuk cara yang kedua, tetap tidak akan menjawab masalah
ketergantungan dengan pihak luar karena hanya memindahkan
ketergantungannya kepada pihak lain”.

Perkembangan LSM di Lombok tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan LSM di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan
yang pertumbuhannya terkait dengan pertumbuhan NGO di
-tingkat internasional. Oleh karena itu, adalah sebuah fenomena
sosial politik yang sangat menarik, terutama setelah tahun 197-0an,
betapa eratnya gerakan sosial kaum muda kritis di perkotaan, teru-
tama yang berbentuk LSM, dengan gerakan sosial dan civil society
yang bersifat transnasional dan global. LSM lokal, yang beroperasi
di daerah, terutama di ibukota provinsi dan kabupaten, bisa dilihat
sebagai sebuah entitas sosial yang kelahiran, pertumbuhan, dan
perkembangannya tidak mungkin dilepaskan dari jaringan sosial
(social networks) yang bersifat nasional dan global. Karena itu,
eksistensi sebuah LSM lokal sering kali sangat bergantung pada
ada atau tidaknya fasilitas dan dukungan dari jaringan LSM yang
bersifat nasional dan global. Ketergantungan sebuah LSM lokal
pada jaringan sosial dari LSM yang bersifat nasional dan global
tidak saja dalam bentuk dana untuk melakukan kegiatan, namun
juga pilihan isu yang akan diadvokasikannya. Sejalan dengan itu,
peningkatan kapasitas LSM lokal, baik dari segi pengorganisasian
maupun pemahaman kritis terhadap bidang atau isu sosial yang
menjadi garapannya, juga ikut ditentukan oleh sejauh mana #rans-
fer of knowledgde, baik berupa pelatihan maupun pendidikan pada
umumnya, diterima dari LSM nasional atau internasional yang
menjadi patronnya.”’

47 Patron-client relationships antara LSM lokal dan LSM besar di Jakarta—yang sering
disebut juga sebagai “BINGO”, merupakan gejala yang wajar terjadi karena me-
mang didukung oleh struktur kelembagaan yang dikembangkan oleh para aktivis
LSM itu sendiri. “BINGO” yang umumnya memiliki kantor di Jakarta, secara
resmi disebut Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Sejak tahun
1970-an beberapa nama “BINGO” bisa disebutkan di sini: Lembaga Pendidikan
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Seperti telah dikemukakan, perkembangan LSM di Indonesia
terjadi bersamaan dengan naiknya rezim Orde Baru yang me-
nekankan pentingnya pembangunan ekonomi terutama melalui
upaya mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi
kemiskinan. Awal tahun 1970-an dan 1980-an pembangunan di-
arahkan ke daerah perdesaan tempat mayoritas penduduk berada
dan masih meluasnya berbagai masalah pembangunan, seperti
rendahnya produktivitas pertanian, rendahnya tingkat pendidikan
dan kesehatan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika
generasi pertama LSM di Indonesia banyak melakukan kegiatan
yang juga bersifat developmentalistik dengan fokus di perdesaan
dan daerah miskin pada umumnya. Melihat tingginya tingkat
kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di Pulau Lombok
tidaklah terlalu mengherankan jika masyarakat Lombok menjadi
sasaran dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-
pemerintah, yang bermaksud meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Orde Baru dengan ideologi pembangunan dan berbagai
kebijakan me-merangi kemiskinan, selalu menempatkan Lombok
sebagai tempat untuk mengimplementasikan program-program
pembangunan, terutama yang berhubungan dengan kemiskinan,
pendidikan dan kesehatan.*®

Penerangan Penelitian Ekonomi Sosial (LP3S), Lembaga Studi Pembangunan
(LSP), Bina Desa, Bina Swadaya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), YAPPIKA, Perhimpunan Pen-
dikan Pesantren dan Masyarakat (P3M), INFID (sebelumnya bernama INGI),
ELSAM, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Kalyanamitra. Tentang
hal ini lihat tulisan Benny Subianto (2008) yang mengupas isu “patron-klien” di
kalangan LSM pasca-Soeharto, yang diberi judul “7he Prince as the Merchant: The
Rise of the NGO Industry in the Post-Soeharto Era”.

# Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Desa Segenter, Kabupaten Lombok
Barat, pada tahun 1984 dan 1985, masyarakat Sasak, yang merupakan mayori-
tas penduduk Pulau Lombok dikenal “terbelakang”. Hasil penelitian penulis bisa
dibaca di Tirtosudarmo dan Widodo (1986). Sebagai contoh, di Segenter, salah
satu dusun tempat “penduduk asli” yang menganut Islam “Wektu Telu” tinggal,
tidak mengenal lilin, dan penerangan masih menggunakan minyak jarak. Dalam
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Sejak awal tahun 1980, dibandingkan isu perburuhan yang
ada di dalam negeri sendiri, isu buruh migran yang bekerja di
luar negeri atau TKI tampaknya sedikit lebih banyak mendapat
perhatian publik, terutama sejauh dapat dibaca dari laporan pers
dan media massa audiovisual. Mungkin, sifat apolitik dari per-
soalan TKI memunculkan persepsi di kalangan penguasa bahwa
persoalan TKI bukan sesuatu yang dapat mengganggu kestabilan
politik nasional yang sangat dijaga ketat oleh Orde Baru. Hanya
pada 1985 waktu Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja, TKI
dilarang berbicara dengan pers tentang pengalaman dan penderi-

taan mereka selaku TKI di Timur Tengah.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pemberitaan pers
dan media massa kemudian isu-isu TKI berhasil mendapatkan
perhatian yang lebih besar dari publik, terutama yang menyang-
kut berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang mereka
alami ketika bekerja di luar negeri. Pemberitaan pers yang cukup
gencar tentang nasib yang dialami TKI, terutama dari mereka
yang bekerja di Timur Tengah dan Malaysia, berhasil mengangkat
masalah TKI menjadi isu nasional. Tentang TKI yang bekerja di
Timur Tengah, isu yang banyak dilaporkan pers adalah tentang
pelanggaran HAM. Sementara itu, tentang TKI di Malaysia, selain
soal pelanggaran HAM, berbagai musibah dan kecelakaan yang
dialami oleh para TKI dalam menyeberang ke Malaysia maupun

kunjungan ke Segenter bulan Juni 2008 yang lalu, dusun ini telah diubah men-
jadi semacam cagar budaya karena dianggap merupakan contoh masyarakat yang
masih asli, untuk menarik para turis asing. Bentuk desa dengan rumah-rumahnya
yang beratap ilalang masih dipertahankan, sudah ada listrik dan air bersih, dan
telah berdiri sekolah dasar dan masjid. Pada saat melakukan penelitian tahun
1984-1985 penulis sempat berkenalan dengan Peter dan Ertien, warga negara
Belanda, yang saat itu memimpin program-program bantuan dari HIVOS (Hu-
manistisch Instituut voor Ontwikkelings samenwerking-Humanist Institute for Devel-
opment Cooperation). Salah seorang staf junior adalah Tatiek Krisnawaty, yang pada
era tahun 2000-an dikenal sebagai aktivis perempuan dan salah seorang pimpinan
Solidaritas Perempuan.

128 Mencari Indonesia 2



pengalaman mereka dideportasi oleh pihak imigrasi Malaysia
cukup banyak dilaporkan oleh pers. Peran LSM dalam merebut
ruang publik dan arena politik yang lebih besar, terutama dalam
advokasi buruh migran perempuan yang mengalami berbagai

pelanggaran HAM, sangatlah besar.
Artikulasi kepentingan TKI melalui LSM bisa dipahami

karena atmosfer politik pada masa Orde Baru sangat dipenuhi
oleh ber-bagai kekangan yang tidak memungkinkan adanya sa-
luran politik resmi yang bisa menampung aspirasi para TKI. Pada
awalnya, peran LSM lebih dititikberatkan pada pelayanan hukum
bagi para TKI yang hendak menuntut diberikannya kompensasi
bagi perlakuan tidak adil yang mereka alami dari para agen tenaga
kerja (PJTKI) yang mengurus kepergian dan kontrak kerja mereka.
Pelayanan dan uluran tangan para aktivis LSM berhasil mengambil
hati para TKI dan keluarganya yang selanjutnya berkembang
sebagai bentuk mutual trust di antara keduanya. Dalam perkem-
bangan selanjutnya, LSM mengupayakan adanya semacam forum
bagi para TKI untuk membangun komunitas-komunitas jaringan
yang tidak saja menyediakan bantuan hukum, namun juga ber-
bagai bentuk pelatihan dalam hal-hal yang berkaitan dengan upaya-
upaya sosial maupun ekonomi. Melalui forum kekeluargaan yang
dibangun bersama inilah selanjutnya berkembang berbagai inisia-
tif untuk mengorganisasi diri dan memperkuat jaringan di antara
TKI dan keluarganya serta para aktivis LSM.

Sejumlah organisasi buruh migran kemudian berhasil diben-
tuk di beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
dan Nusa Tenggara, yang merupakan daerah-daerah kantong
pengirim TKI ke Timur Tengah dan Malaysia. Berbagai bentuk
program pelatihan disediakan oleh pihak LSM, tidak saja tentang
hal-hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari para TKI dan ke-
luarganya, tetapi juga berbagai bentuk pelatihan yang bertujuan
meningkatkan kesadaran sosial maupun politik buruh migran,
khususnya dalam hubungan TKI dengan pemerintah, PJTKI,
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maupun calon majikan mereka di luar negeri. Proses pelatihan
dan penyadaran yang berlangsung secara teratur dalam waktu
yang relatif cukup lama memberikan dampak yang cukup signifi-
kan terhadap pemberdayaan buruh migran, yang antara lain
tercermin dalam kemampuan mengartikulasikan aspirasi politik
buruh migran dalam berbagai bentuk “demo” dan protes kepada
pihak pemerintah, khususnya Depnaker. Para aktivis TKI ini juga
mulai menyadari akan pentingnya peran pers dan media massa
yang akan memberitakan aksi “demo” maupun protes yang mereka
lakukan. Dengan adanya pemberitaan pers dan media massa, per-
masalahan yang mereka tuntut biasanya memperoleh perhatian
dari pemerintah.

Di Lombok, kemiskinan selain melahirkan buruh migran rupa-
nya juga mendorong berkembangnya LSM. Perkembangan LSM
di Lombok tidak dapat dilepaskan dari formasi sosial, terutama
terjadi di daerah perkotaanya, terutama di Mataram. Dalam for-
masi sosial yang berlangsung sejak awal tahun 1970-an ini tidak
dapat dimungkiri munculnya “kelas menengah baru” sebagai
hasil transformasi pendidikan yang terjadi pada masa Orde Baru.
Dalam laporannya tentang “kelas menengah” di Lombok, Soewar-
sono (2006) melihat hubungan antara berkembangnya perguruan
tinggi yang pesat dengan pertumbuhan LSM. Soewarsono (2006:
84), misalnya, menulis: “Adalah tiga puluh tiga perguruan tinggi
tersebut yang bukan hanya melahirkan kelompok akademisi,
tetapi juga berperan sebagai pengisi kebutuhan tenaga birokrasi
di pemerintahan daerah, penyedia kebutuhan akan tenaga-tenaga
terlatih dunia usaha dan tempat perekrutan kader-kader partai
politik yang menjamur sejak 1998, serta dari mana lembaga-lem-
baga swadaya masyarakat (LSM) akan mendapatkan para aktivisnya”.
Menurut Soewarsono: “... sejak tahun 1980-an, muncul berbagai
LSM di Lombok. Beberapa merupakan, dalam istilah seorang
responden, “papan atas”: LBH-APIK, Solidaritas Masyarakat
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untuk Transparansi (Somasi), Koslata, PPK, YKCSI, Annisa, PSP,
Konsepsi (LP3ES-NTB), dan Mitra Samya”.

Adalah sangat menarik mengamati eratnya pertumbuhan
LSM di Lombok dengan kiprah LSM besar—atau biasanya disebut
sebagai BINGO—yang berada di Jakarta. Salah seorang narasumber
memperlihatkan hampir selalu berperannya LSM besar di Jakarta
dalam pembentukan LSM di Lombok sejak tahun 1980-an. LSM
besar di Jakarta seperti LP3ES, LSP, YLBH, Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI) hampir semuanya membentuk LSM
cabang di Lombok. Gejala ini bisa dimengerti karena awal tahun
1980-an adalah periode saat pemerintah Orde Baru memang sedang
gencar-gencarnya melakukan berbagai program pembangunan,
terutama di bidang kesehatan, pendikan, pertanian, koperasi,
nelayan, dan keluarga berencana. Lombok sebagai daerah yang
masyarakatnya miskin dan dari berbagai indikator sosial ekonomi
selalu berada di papan bawah telah menjadi semacam laboratorium
rekayasa sosial (social engineering) Orde Baru. LSM pada periode
tahun 1980-an berkembang sebagai reaksi atas gencarnya pem-
bangunan yang dilancarkan oleh pemerintah. LSM baik di Jakarta
maupun di daerah berkembang selain sebagai partner pemerintah
dalam pembangunan, juga menjadi semacam watchdog yang beru-
saha untuk melakukan kontrol sosial terhadap program-program
pemerintah.

Advokasi Buruh Migran di Lombok dan
Gerakan Sosial Transnasional

Menurut salah seorang narasumber yang telah aktif di LSM sejak
awal tahun 1980-an, sejarah berkembangnya LSM di Lombok
barang kali diawali karena adanya peristiwa gempa yang meng-
akibatkan cukup banyak korban pada tahun 1983 di Kecamatan
Tanjung, yang terletak di pantai di Lombok Barat bagian utara.

Untuk membantu para korban gempa yang mayoritas adalah

keluarga nelayan, HIVOS, sebuah LSM Belanda, mulai melaku-
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kan kegiatan dan membuka kantor di Lombok. Dalam melakukan
kegiatannya, terutama untuk membantu para korban gempa di
Tanjung, HIVOS merekrut tenaga relawan—yang umumnya
terdiri dari kaum muda dan mahasiswa—untuk menjalankan
program-program HIVOS. Program bantuan HIVOS berupa
bantuan modal bagi ibu-ibu nelayan untuk berjualan (bakulan) di
pasar, sedangkan untuk kelompok laki-laki, HIVOS membantu
membuat kapal nelayan. Pada intinya program-program yang
dijalankan oleh HIVOS bersifat pemberdayaaan masyarakat mis-
kin melalui kegiatan ekonomi rakyat. Sebagai organisasi di dalam
kantor HIVOS di Mataram dibentuk biro-biro, antara lain Biro
Wanita dan Biro Pertanian. Program HIVOS di Mataram secara
resmi berakhir pada tahun 1987. Untuk menampung dan melan-
jutkan berbagai program yang telah dirintis dan dijalankan oleh
HIVOS, para relawan dan staf HIVOS yang berasal dari Lombok
mendirikan Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Perdesaan
(YLKMP). Inilah barangkali LSM lokal pertama yang didirikan
di Lombok. Menurut salah seorang narasumber, karena adanya
ketidaksepakatan dalam penanganan kegiatan yayasan, pada bulan
Maret 1988 sebagian staf yayasan keluar dari YLKMB dan men-
dirikan Yayasan Panca Karsa (YPK), dan pada bulan Desember

berganti nama menjadi Perkumpulan Panca Karsa.

Sejak awal, ketika masih bernama YLKMB, fokus kegiatan
yang dipilih selalu berkaitan dengan isu-isu ekonomi perempuan.
Oleh karena itu, ketika persoalan-persoalan yang menyangkut
buruh migran perempuan di Lombok mulai mencuat ke permu-
kaan, para aktivis YPK, yang telah lama menangani masalah
perempuan, secara otomatis tergerak untuk melakukan kegiatan
membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran
perempuan yang banyak berasal dari daerah miskin di Pulau
Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurut narasumber yang seka-
rang menjabat sebagai pimpinan YPK, persoalan buruh migran
di Lombok dan Sumbawa meningkat dengan pesat sejak tahun
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1995. Dalam perkembangannya para aktivis YPK yang mayoritas
adalah perempuan, dalam melakukan berbagai kegiatan yang
bersifat pemberdayaan terhadap perempuan, banyak melakukan
interaksi dan kerja sama dengan berbagai “LSM Perempuan” dari
Jakarta, antara lain LBH-APIK dan Solidaritas Perempuan. Dana
untuk melakukan kegiatan sebagian besar merupakan dana yang
diperoleh karena bekerja sama dengan LSM yang berasal dari
Jakarta yang telah lebih dahulu menjalin kerja sama dengan LSM
internasional, antara lain ILO, DAAD, TDH, USAID, FES, DAP,
New Zealand, TIFA, dan lain-lain. YPK dapat dikatakan sebagai
representasi dari LSM Perempuan yang pertama dan terbesar di
Lombok.

Jalur perkembangan LSM di Lombok juga dipengaruhi mela-
lui kiprah salah seorang tokoh LSM Jakarta yang sempat menjadi
“direktur” HIVOS di Mataram pada masa peralihan sekitar tahun
1987. Tokoh ini adalah bekas aktivis mahasiswa dari Universitas
Indonesia yang cukup terlibat aktif dalam gerakan-gerakan protes
mahasiswa tahun 1973-1974, yang meletus dalam Peristiwa Malari
1974. Ketika menjabat sebagai “direktur” HIVOS, tokoh ini
melakukan banyak kegiatan “pembinaan” terhadap kaum muda
dan mahasiswa yang banyak berpusat di Universitas Mataram.
Seorang narasumber yang saat ini menjadi dosen di Fakultas
Hukum Universitas Mataram menyatakan bahwa begitu besar
peranan tokoh ini dalam meningkatkan sikap kritis dari para
mahasiswa di Mataram. Dengan dukungannya, beberapa LSM
mulai dibentuk untuk menampung meningkatnya kesadaran
kritis dari kaum muda di Mataram. Pada bulan Desember 1990,
misalnya dibentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram
(FKMM) yang bisa disebut sebagai embrio dan organisasi dari
gerakan kritis kaum muda di Lombok. Salah seorang narasumber,
misalnya menyebutkan salah satu yang menjadi penyebab awal
gerakan protes dari para mahasiswa adalah adanya kenaikan SPP
di Universitas Mataram. Kenaikan SPP ini mendorong lahirnya
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aktivis-aktivis mahasiswa yang kritis dan melakukan berbagai
demonstrasi menentang kenaikan SPP. Organisasi yang dibentuk
setelah FKMM adalah Lembaga Studi dan Bantuan Hukum
(LSBH), yang menurut salah sorang yang terlibat dalam proses
pendiriannya, organisasi itu merupakan semacam “kapal dagang”
bagi para aktivis mahasiswa dan pemuda saat itu.

Gerakan mahasiswa di Universitas Mataram juga menjadi
re-presentasi dari gerakan sosial kritis yang menentang upaya-
upaya pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat Lombok.
Mulai awal tahun 1990-an kegiatan pariwisata di Lombok mulai
mengalami pasang naik, sebagai imbas dari meningkatnya keg-
iatan pariwisata di Pulau Bali yang lebih dahulu telah berkembang
dengan pesat. Potensi pariwisata di pantai-pantai Pulau Lombok
yang masih perawan mulai dilirik oleh para investor besar yang
umumnya telah memiliki usaha di Pulau Bali. Menariknya adalah
telah terlebih dahulu berkembangnya usaha-usaha pariwisata yang
dilakukan oleh penduduk setempat—yang oleh seorang nara-
sumber disebut sebagai “Pariwisata Kerakyatan’—yang umumnya
di pesisir barat Pulau Lombok seperti Senggigi dan Gili Terawangan.

Pembangunan industri pariwisata di Lombok yang telah di-
mulai sejak masa Orde Baru memang sejak awal telah menimbul-
kan berbagai konflik kepentingan, antara pihak pengusaha dan
pemerintah, serta masyarakat dan petani yang tanahnya diper-
gunakan untuk pariwisata. Selain bersifat lokal dan nasional,
industri pariwisata juga melibatkan kepentingan yang bersifat
internasional dan global. Sebagaimana dikatakan oleh Fallon (2001)
yang melakukan penelitian di Lombok 1999-2000: “Zourism
development on Lombok, the island east of Bali, has often involved
disputes about land and the right to build rourism establishments’.
Berdasarkan data tentang konflik dalam pembangunan industri
pariwisata di Lombok, Fallon (2001) menemukan bahwa lokasi
konflik antara lain terjadi di Senggigi dan Sire, pantai barat-utara
dari Kabupaten Lombok Barat; Kute, di pantai selatan Kabupaten
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Lombok Tengah; Gili Trawangan, pulau-pulau kecil yang terletak
di pantai barat-utara Lombok, dan di Rowok, sebelah barat Kute.
Salah satu hal yang menarik dalam laporan Fallon tersebut adalah
keterlibatan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Mataram yang cukup intensif dalam melakukan studi dan advo-
kasi menyangkut aspek hukum, misalnya dari konflik yang terjadi
dalam proses pembebasan tanah untuk industri pariwisata di
Lombok. Dikatakan oleh Fallon (2001), misalnya, bahwa:

UNRAM Law Faculty & Alumni (1996) recommended the simultaneous
implementation of several policies. These include an obligation to protect
the living standard of the community; to consult with the community on
development issues; to halt forced acquisition of land; and to ensure that a
Jair market price is paid if land is acquired for development purposes.

Salah seorang narasumber, saat ini menjadi dosen di Fakultas
Hukum UNRAM, membenarkan pengamatan Fallon, dan men-
ceritakan pengalamannya terlibat dalam gerakan advokasi petani yang
menjadi korban penggusuran pembangunan pariwisata di Lombok.

Mengalirnya wisatawan mancanegara ke Pulau Lombok yang
banyak memberikan keuntungan bagi penduduk setempat yang
membangun dan mengelola bungalow dan home stay rupanya
menjadi awal dari terjadinya “konflik pariwisata” di Lombok.
Konflik ini dipicu oleh tindakan aparat keamanan (polisi, bahkan
militer), yang melakukan pembakaran dan penghancuran usaha
“Pariwisata Kerakyatan” di Pantai Barat Lombok yang terkenal
masih asli dan indah. Pada tahun 1993-1994, menurut penu-
turan seorang narasumer, saat itu terjadi konflik antara penduduk
setempat dan aparat keamanan yang melakukan penghancuran
113 bungalow dan home stay yang oleh pemerintah daerah diang-
gap liar. Peristiwa inilah yang mendorong para mahasiswa dan
pemuda di Mataram melakukan aksi-aksi pembelaan terhadap
para penduduk yang umumnya adalah petani dan nelayan. Salah
satu LSM yang sangat aktif melakukan gerakan pembelaan adalah
Kelompok Studi Lingkungan, Anak, dan Pariwisata (Koslata),
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yang dibentuk oleh para aktivis kampus pada tahun 1990. Setelah
Koslata, kemudian para aktivis juga memprakarsai berdirinya
Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) yang banyak melakukan
advokasi di bidang lingkungan dan pariwisata.

Dalam melakukan advokasi terhadap buruh migran terdapat
dua sikap di kalangan aktivis LSM di Mataram yang berbeda. Pada
satu pihak, mereka memandang bahwa LSM harus melakukan
advokasi yang bersifat langsung terhadap kasus dan korban. Pada
pihak lain, ada LSM beranggapan bahwa penanganan kasus dan
korban adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Tugas
LSM adalah melakukan advokasi publik sehingga kasus dan kor-
ban diketahui oleh publik. Dari pengamatan dan wawancara yang
dilakukan di Mataram, pandangan pertama yang menganggap
bahwa LSM harus turun tangan langsung menangani kasus dan
korban, mungkin paling jelas terlihat pada YPK. Sementara itu,
pandangan kedua yang berpendapat bahwa kewajiban LSM
adalah pada advokasi publik dan menjadi kewajiban pemerintah
untuk menangani kasus dan korban, terefleksi pada Koslata.
Perbedaan sikap dan pandangan di kalangan LSM di Mataram
dalam melakukan advokasi terhadap buruh migran juga terlihat
ketika LSM memperoleh “proyek” baru berupa penyusunan
berbagai draf rancangan perda (peraturan daerah) terkait dengan
perlindungan dan jaminan sosial terhadap buruh migran, yang
sejak lima tahun terakhir ini marak, sejalan dengan maraknya
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Berbeda dengan
YPK yang menginginkan adanya pasal-pasal yang memberikan
kewenangan kepada LSM untuk terlibat secara lebih langsung
terhadap perlindungan buruh migran, Koslata tetap berpendapat
bahwa adalah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk
memberikan perlindungan kepada buruh migran. LSM dalam
pandangan Koslata haruslah tetap menjaga jarak dengan pemerin-
tah dan mempertahankan posisi LSM sebagai watchdog dan kon-
trol sosial dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam istilah
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seorang aktivis LSM di Mataram, “LSM bukan berperan sebagai

pemadam kebakaran”.

Kegiatan LSM dalam advokasi buruh migran di Lombok di-
gambarkan secara menarik dalam tulisan salah seorang aktivisnya,
Muhammad Shaleh dari Koslata, yang berjudul: “Membongkar
Persekongkolan di balik paspor Ganda”.* Dalam tulisan yang
merupakan salah satu bab dalam buku yang merupakan kumpul-
an pengalaman advokasi dari berbagai tempat di Indonesia, Shaleh,
menggambarkan persoalan buruh migran melalui kasus ketidak-
adilan yang dialami oleh Sur’ain, seorang buruh migran asal Desa
Dames, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, yang
bekerja sebagai buruh di Malaysia, 1999-1990, tanpa dokumen
resmi. Dalam tulisannya Shaleh menceritakan bagaimana dia terli-
bat dalam persoalan ini, dan tercermin di situ bekerjanya jaringan
advokasi buruh migran lokal dengan yang nasional.

Faksimile telantarnya 89 buruh migran Lombok dari Mulyadi
adalah awal bagaimana Yayasan Koslata dan teman-teman
pemerhati buruh migran NTB tahu persoalan Sur’ain dan kawan-
kawannya. Saat itu Mulyadi yang bekerja di sebuah lembaga SARI
yang juga mena-ngani persoalan buruh migran. Lembaga SARI
saat itu pula bersama para pemerhati buruh migran Lombok men-
jadi anggota Kopbumi, yaitu Konsorsium Pembela Buruh Migran
Indonesia.

Shaleh selain menunjukkan bagaimana proses persekongkol-
an yang terjadi di balik bisnis TKI di Lombok yang melibatkan
kalangan birokrasi maupun para pengusaha, juga menunjukkan
strategi yang dilakukan oleh LSM untuk membawa isu ini ke
publik melalui media massa, dan akhirnya menyusun langkah-
langkah agar kasus semacam ini tidak terulang lagi. Di akhir
tulisannya, Shaleh, menyimpulkan “gerakan strategis” yang harus
dilakukan untuk membela nasib buruh migran.

# Lihat Sapei dkk. (2002).
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Gerakan strategis yang perlu dibangun bersama oleh para
pemerhati buruh migran adalah bagaimana para pemerhati
bersama para buruh migran dan calon Buruh membangun dan
memperkuat aliansi guna bersama-sama menekan penguasa
untuk menyetop pengerahan buruh migran, membubarkan para
pengerah beserta persekongkolannya, dan menekan penguasa
untuk melakukan penguatan rakyat di setiap tempat.

Jaringan advokasi LSM selain memperlihatkan eratnya kerja
sama antara LSM lokal dan nasional, juga sangat erat kaitannya
dengan jaringan advokasi yang bersifat lintas bangsa (transnasio-
nal). Di Hongkong, misalnya, sebagai tempat bekerjanya banyak
sekali buruh migran perempuan sebagai PRT, berdasarkan peneli-
tian Sim (2002) terdapat 16 NGO yang melakukan advokasi
terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para buruh migran
yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indo-
nesia, yang mungkin memiliki buruh migran lebih dari 100 ribu
orang. Para aktivis NGO ini sangat aktif dalam memberikan pen-
didikan tentang hak-hak buruh migran dan melakukan advokasi
atas nama buruh migran tentang penghapusan berbagai peraturan
perundang-undangan yang sangat diskriminatif terhadap buruh
migran (Piper, 2005, 99). Di Hongkong gerakan advokasi trans-
nasional buruh migran dikoordinasi oleh para aktivis yang umum-
nya berwarga negara Filipina di bawah payung organisasi yang
bernama Asian Migration Center (AMC). Sementara itu, sebuah
payung organisasi lain, Migration Forum in Asia (MFA) berpusat
di Manila, Filipina. Dominasi para aktivis NGO yang berasal dari
Filipina dalam gerakan advokasi transnasional buruh migran tidak
mengherankan karena besarnya buruh migran yang berasal dari
Filipina dan kuatnya tradisi gerakan sosial kritis di sana.

Gerakan advokasi kepada buruh migran, berbeda dengan
gerakan-gerakan sosial kritis yang lain, mencerminkan dengan
jelas transnational advocacy networks. Menurut Piper (2003), yang
banyak meneliti tentang advokasi buruh migran transnasional,
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... empowerment of migrant labor is an area to be filled by enhanced trans-
national NGO (Non Government Orga-nization) activism, particularly
in view of the lack odf will or ability of varipus Asian governments to take
responsibility for either sending or receiving foreign workers. One aspect
of the politization’ of labor migration through NGO is the framing of a
migrant’s right agenda.

Persis seperti dikatakan oleh Piper di atas, advokasi buruh
migran yang tampaknya bersifat sangat lokal sesungguhnya mun-
cul sebagai imbas dari advokasi yang bersifat internasional karena
isu buruh migran muncul pertama kali sebagai isu internasional
yang mendorong para aktivis yang tergabung dalam jaringan
advokasi transnasional (zransnasional advocacy networks) mem-
berikan responsnya. Keterlibatan LSM di Indonesia dalam gerakan
buruh bukan tidak memiliki persoalan. Ford (2005) yang melaku-
kan pengamatan terhadap organisasi buruh di Indonesia pasca-
reformasi, menunjukkan meningkatnya keterlibatan LSM dalam
persoalan-persoalan buruh. Namun, dia melihat bahwa:

NGOy contribution to campaigns around labor issues may be increasingly
acknowledged, but labor NG Os are seldom considered to be labor movement
organizations in their own right because they are not organizations by, for
and of” workers.

Dalam kaitan ini menarik mencermati pernyataan Ford (2005)
tentang NGO yang melakukan advokasi tentang persoalan-per-
soalan buruh di Indonesia, yang dikatakannya memiliki tingkat
akuntabilitas publik yang rendah.

. the non-governmental organizations (NGOs) who have challenged,
even undermined, unions’ monopoly on worker representation in emerg-
ing economy contexts in recent decades are inherently private organizations
which are not directly bound to the workers they serve. NGOs' growing
engagement with labor issues is thus portrayed as bringing with it a shift
away from the electoral mode of accountability considered synonymous with
unions towards the inferior modes of accountability adopted by NGOs.
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Dari sini kita mengetahui bahwa gerakan advokasi untuk per-
baikan nasib buruh, baik buruh pada umumnya maupun buruh
migran, yang menjadi fokus penelitian ini, sangatlah kompleks.
Niscaya diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat
memahami kompleksitas hubungan-hubungan ini.

Simpulan

Tulisan yang didasarkan pada penelitian kecil ini memperlihat-
kan bahwa dalam periode politik pasca-Soeharto tantangan yang
dihadapi oleh kaum muda di perkotaan menjadi semakin beragam
dan tantangan yang dihadapi oleh daerah perkotaan tertentu bisa
berbeda dengan daerah lain. Kondisi kemiskinan, pengangguran,
dan rendahnya pendapatan masyarakat di Lombok ikut mendo-
rong mengalirnya penduduk ke tempat lain di luar Lombok
untuk mencari pekerjaan. Sejak awal tahun 1970-an mencari
pekerjaan di luar negeri, terutama ke Malaysia dan Timur Tengah,
berkembang sebagai pilihan bagi sebagian penduduk Lombok.
Meningkatnya aliran penduduk yang bekerja sebagai buruh mi-
gran di luar negeri, selain dipicu oleh sempitnya lapangan kerja
di tempat asal, juga disebabkan meningkatnya ketidakadilan yang
bersifat global yang berupa ketimpangan pendapatan yang sema-
kin lebar antara negara kaya dan negara miskin. Sayangnya, buruh
migran yang telah memberikan sumbangan pada devisa nasional
ini belum memperoleh jaminan sosial dan perlidungan hukum
yang memadai.

Perlakuan yang tidak adil dan pelanggaran hak-hak buruh
migran telah mencuat ke publik dan menjadi sebuah isu sosial
yang menjadi perhatian banyak pihak. Dalam konteks perubahan
sosial seperti inilah kita menyaksikan munculnya gerakan sosial
kaum muda di perkotaan, yang berusaha mengambil peran untuk
meringankan penderitaan yang dialami oleh buruh migran, baik
di luar negeri maupun di daerah asalnya. Di Mataram, seperti juga
terjadi di daerah perkotaan lain, kaum muda yang menjadi akti-
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vis LSM pada umumnya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi
setempat. Para mahasiswa aktivis kampus inilah yang terbukti
menjadi elemen utama dari gerakan sosial kritis di Mataram. Ke-
giatan advokasi buruh migran yang mereka lakukan adalah salah
satu bentuk ekspresi keprihatinan sosial kaum muda dan upaya
konkret mereka untuk melakukan perubahan sosial dari tingkat
akar rumput.

Keterlibatan kaum muda dalam gerakan sosial kritis melalui
advokasi buruh migran, tidak saja terlihat dari keikutsertaan secara
langsung dalam membantu korban-korban perlakuan tidak adil
yang dialami buruh migran tetapi juga melalui upaya melakukan
perubahan yang bersifat kelembagaan dan struktural, antara
lain melalui upaya mereka dalam ikut serta dalam penyusunan
perda dan berbagai perundang-undangan yang diharapkan dapat
memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi bu-
ruh migran. Persoalan rentannya nasib buruh migran, terutama
disebabkan oleh absennya sarana dan mekanisme perlindungan
terhadap mereka.”® Pertumbuhan LSM yang ada di Mataram dan
perkembangan kiprahnya selain merupakan tanggapan dari kaum
muda setempat terhadap berbagai isu yang bersifat lokal juga
terbukti karena adanya pengaruh yang besar dari jaringan LSM
yang bersifat nasional dan global.

Dalam kaitan dengan jaringan gerakan sosial yang bersifat
global, isu buruh migran dan advokasi terhadap buruh migran
memiliki keunikan karena sejak awal telah merupakan sebuah per-
soalan yang bersifat internasional. Persoalan buruh migran adalah
sebuah persoalan yang telah mendorong berkembangnya gerakan
advokasi yang bersifat transnasional (zransnational advocacy net-
works atau TANs). Pemuda yang terlibat dalam gerakan-gerakan
kritis di daerah perkotaan, sebagaimana diperlihatkan oleh advo-

%% Tentang minimnya perlindungan hukum terhadap buruh migran ini bisa dibaca
dalam laporan PMB-LIPI (2007).
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kasi yang dilakukan kepada buruh migran di Mataram, menun-
jukkan meningkatnya peranan kaum muda dalam upaya-upaya
transformasi sosial untuk mencapai keadilan sosial (social justice)
yang tidak saja merupakan problem lokal, tetapi juga bersifat na-
sional dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketimpangan

dan ketidakadilan yang bersifat global.
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Bab 6
Masyarakat Sipil dan Transisi
Demokrasi di Aceh

Angin perubahan bersamaan dengan berakhirnya Perang
Dingin di pengujung dekade 1980-an yang secara sim-
bolis ditandai dengan ambruknya Tembok Berlin mengawali di-
populerkannya istilah civil society dalam diskursus politik. Meskipun
saat itu Indonesia masih berada di bawah rezim otoriterbirokratik
Orde Baru Socharto, angin perubahan yang bertiup dari belahan
Eropa Timur itu mulai terasa gaungnya, baik dalam tulisan mau-
pun aktivitas para intelektual di Indonesia. Awal tahun 1990-an
merupakan awal dari lahirnya berbagai organisasi “cendekiawan”
yang dipelopori oleh kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim In-
donesia (ICMI). Kelahiran ICMI segera mendorong munculnya
berbagai organisasi “cendekiawan” sejenis dengan identitas kolektif
berbeda—yang mencerminkan menguatnya sektarianisme di
kalangan elite politik dan intelektual di Indonesia. Sebagai antitesis
dari kecenderungan yang bersifat eksklusif-parokial dari sebagian
intelektual Indonesia ini, Abdurahman Wahid dan sejumlah
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intelektual yang selama itu berkiprah di berbagai organisasi non-
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, mendeklarasikan
berdirinya Forum Demokrasi (Fordem) yang dalam banyak hal
memperoleh inspirasi dari gerakan civil sociery di negara-negara
bekas naungan Uni Soviet, seperti Polandia dan Cekoslovakia.
Sejak saat ini gerakan sosial masyarakat sipil atau civi/ society menjadi
bagian dari diskursus politik di Indonesia.

Ketika pada akhirnya rezim otoriter-birokratis Orde Baru
Socharto tumbang pada bulan Mei 1998 gerakan mahasiswa dan
gerakan prodemokrasi dianggap sebagai aktor utama yang paling
berperan dalam awal dari proses transisi politik yang dikenal se-
bagai periode Reformasi. Periode Reformasi adalah kata lain dari
proses transisi politik dari rezim otoriter ke rezim demokrasi, yang
bagi Indonesia seperti datang terlambat karena di Eropa Timur
telah berlangsung sejak awal dekade 1990-an. Berbeda dengan di
bekas negara-negara Eropa Timur yang menjadi satelit Uni Soviet,
pengaruh gerakan masyarakat sipil dalam proses transisi politik
dianggap marginal dan merupakan “basis yang goyah”.”! Hampir
satu dekade usia transisi politik atau reformasi ternyata hanya
melahirkan elite politik baru yang merupakan bagian dari oligarki
partai, sementara masyarakat merasa belum tersalurkan aspirasi
politiknya.’? Reformasi atau transisi politik dianggap baru meng-
hasilkan demokrasi prosedural dan belum menyentuh demokrasi
substansial. Ketika gerakan masyarakat sipil dan kelompok prode-
mokrasi pada tingkat nasional merasa menabrak tembok tebal
oligarki partai politik, apa yang terjadi di provinsi paling ujung
Pulau Sumatra, Aceh, seperti antitesis dari apa yang berlangsung
pada tingkat nasional. Kemenangan Irwandy Yusuf dan Muham-
mad Nazar sebagai pasangan calon perseorangan tanpa dukungan
partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada pemilihan langsung tang-

5! Baca tulisan Darmawan Triwibowo (2006).
52 Lihat seri hasil survei yang dilakukan oleh Demos.
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gal 11 Desember 2006 yang lalu menimbulkan pertanyaan apakah
gerakan sosial masyarakat sipil telah berperan dalam transisi de-
mobkrasi di Aceh?

Tulisan ini semula merupakan bagian dari laporan penelitian
yang mengambil tema “Gerakan Sosial Masyarakat Sipil di Nangroe
Aceh Darussalam (NAD) guna Menuntut Hak-Hak Sosial, Bu-
daya, Ekonomi, dan Politik”. Tujuan yang ingin dicapai dari pene-
litian ini adalah (1) memetakan berbagai gerakan sosial di daerah
yang memperjuangkan hak sosial budaya, hak sosial ekonomi, dan
hak sosial politik masyarakat Aceh Pasca-Perjanjian Damai dan
Pasca-Bencana Tsunami, (2) mengkaji penyebab tumbuhnya ge-
rakan sosial masyarakat sipil di daerah yang diwakili oleh berbagai
kelompok kepentingan (masyarakat adat, etnis, kelompok agama,
intelektual, LSM dan kelompok lain), (3) menganalisis bentuk-
bentuk tuntutan serta strategi dasar gerakan sosial masyarakat
sipil di daerah, (4) memetakan jaringan sosial yang dibuat oleh
gerakan-gerakan sosial daerah dan mengidentifikasi szakeholders
yang berfungsi sebagai aktor gerakan sosial dan mitra gerakan so-
sial. Mengingat luasnya tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian
ini, bagian ini akan memfokuskan perhatian pada salah satu aktor
yang menonjol dalam gerakan sosial masyarakat sipil di Aceh,
yaitu melalui peranan dan aktivitas Organisasi Nonpemerintah
(Non-Government Organization atau NGO) yang sering juga
disebut Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Alasan memilih LSM sebagai representasi dan bagian dari gerak-
an sosial di Aceh karena LSM telah tumbuh sebagai perwujudan
dari ekspresi suara masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-
hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari warga Aceh. Dari ke
empat tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan data dan informasi
yang dapat diperoleh selama penelitian, uraian dalam tulisan ini
mencoba memenuhi tujuan pertama, kedua, dan keempat. Dalam
laporan ini perkembangan gerakan sosial masyarakat Aceh akan

dilihat dalam perspektif sejarah masyarakat Aceh.
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Tulisan ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama mengu-
pas beberapa konsep dasar yang dipakai, yaitu tentang “masyarakat
sipil”, “gerakan sosial” dan NGO. Bagian kedua memaparkan
bagaimana gerakan sosial berkembang di dalam masyarakat Aceh.
Bagian ketiga mengulas gerakan sosial di Aceh pada Era Reformasi
dan sebelum bencana tsunami. Bagian keempat mengulas mening-
katnya gerakan masyarakat sipil pascatsunami dan pasca-MoU
Helsinki, khususnya terhadap proses transisi demokrasi di Aceh.
Bagian kelima, terakhir, merupakan beberapa simpulan awal.

Masyarakat Sipil, Gerakan Sosial, dan NGO

Salah satu kerumitan dalam ilmu-ilmu sosial adalah tentang
definisi dari konsep-konsep atau bahkan istilah-istilah yang diper-
gunakan dalam setiap bentuk komunikasi ilmu-ilmu sosial, baik
lisan maupun tertulis. Mendefinisikan setiap konsep atau istilah
yang dipergunakan merupakan sebuah keharusan karena tanpa
definisi yang jelas dari konsep atau istilah yang dipergunakan
sudah pasti akan mempersulit komunikasi karena sangat mudah-
nya terjadi multi-interpretasi terhadap konsep atau istilah yang
dipakai. Dalam ilmu-ilmu sosial, munculnya sebuah konsep atau
istilah hampir selalu memiliki latar belakang sejarahnya masing
masing. [lmu-ilmu sosial—dalam disiplin apa pun—hampir selalu
berurusan dengan berbagai aspek dari kehidupan bermasyarakat.
Para ilmuwan sosial (termasuk di dalamnya para ahli filsafat)
dalam melahirkan sebuah konsep atau istilah tertentu dalam di-
siplin ilmu yang digelutinya sudah barang tentu melalui proses
pencarian (search and research) yang panjang. Gejala atau fenome-
na sosial yang kemudian dicoba didefinisikan merupakan bagian
dari sebuah peristiwa sosial yang sering kali bersifat kompleks dan
multidimensional sehingga tidak jarang memiliki implikasi yang
sangat besar bagi masyarakat, bahkan seluruh umat manusia yang
tinggal di planet bumi ini. Istilah atau konsep yang diperkenalkan
oleh seorang ahli ilmu sosial tidak jarang bertolak dari teori atau
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filsafat sosial tertentu yang telah lebih dahulu dilahirkan oleh ahli
ilmu sosial atau ahli filsafat sosial yang terdahulu. Sebuah istilah
atau konsep tertentu dalam ilmu-ilmu sosial tidak saja merupakan
hasil pencarian dan perenungan yang mendalam tentang aspek
atau dimensi tertentu dari masyarakat, tetapi juga sebuah hasil
dari kontestasi pemikiran yang didasarkan oleh adanya nilai-nilai
ideal yang ingin dicapai dan berbagai kepentingan yang ada di
belakangnya. Sebuah istilah atau konsep dalam ilmu-ilmu sosial
yang diturunkan dari sebuah filsafat sosial tertentu tidak terlepas
dari asumsi dasar tentang bentuk ideal masyarakat seperti apa
yang sedang digagas oleh filsafat sosial yang menjadi landasan
argumentasi teoretisnya.

Persoalan definisi dalam ilmu-ilmu sosial menjadi semakin
rumit di Indonesia—dan di negara-negara lain yang komunikasi
akademisnya tidak mempergunakan bahasa Inggris—karena kon-
sep dan istilah yang umumnya berbahasa Inggris tersebut harus
diterjemahkan (atau dialihbahasakan) ke dalam istilah yang tepat
dan sesuai dengan bahasa Indonesia. Kita bisa membayangkan
tingkat kerumitan pembuatan definisi dari sebuah istilah atau kon-
sep yang aslinya berasal dari bahasa Latin kemudian “diterjemah-
kan” ke dalam bahasa Inggris dan sekarang ingin “diterjemahkan”
ke dalam bahasa Indonesia. Begitulah yang terjadi ketika kita
hendak membicarakan istilah civil society, social movement, atau
Non-Government Organization atau biasa disingkat NGO dalam
sebuah komunikasi akademis di dalam bahasa Indonesia.

Di sinilah barangkali persoalan yang dihadapi oleh setiap
text dalam ilmu-ilmu sosial yang selalu memiliki conzext sosialnya
masing-masing. Adi Suryadi Culla (2006) dalam bukunya Rekon-
struksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia mengupas
secara komprehensif penggunaan konsep civil society di Indonesia.
Istilah civil society yang berasal dari literatur berbahasa Inggris
menjadi sebuah konsep yang sangat populer ketika para ilmuwan
sosial mendiskusikan transformasi sosial-politik yang berlangsung
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di negara-negara Eropa Timur bersamaan dengan berakhirnya Pe-
rang Dingin di akhir era 1980-an. Rezim penguasa di negara-negara
Eropa Timur yang menganut paham komunissosialis seperti
Cekoslovakia, Polandia, dan Hungaria mendapatkan perlawanan
yang dahsyat dari kelompok-kelompok masyarakatnya sendiri,
yang pada akhirnya berhasil menggulingkan rezim yang berkuasa.
Kelompok-kelompok masyarakat yang menentang rezim politik
dari negara-negara yang bersifat totaliter dengan paham komunis-
sosialis inilah yang kemudian diberi label sebagai civil society yang
merupakan antitesis dari negara.

Yang sering dilupakan oleh para pengguna konsep civil society
adalah kelahiran dan eksistensi kelompok-kelompok “masyarakat
sipil” dalam konteks negara yang bersifat totaliter. Pengadopsian
konsep civil society di negara-negara yang tidak sepenuhnya
totaliter—seperti Indonesia—tentu membutuhkan penyesuaian-
penyesuaian tersendiri. Untuk kasus Indonesia, Culla (2006,
34-43) memperlihatkan bagaimana istilah civil society kemudian
diambil alih oleh para ilmuwan sosial dan aktivis di Indonesia
sesuai dengan kecenderungan intelektual dan kepentingan poli-
tiknya masing-masing. Sangat menarik bahwa pengadopsian kon-
sep civil sociery menghasilkan paling tidak tiga istilah baru yang
berbeda. Kelompok pertama yang digolongkan sebagai “Islam
modernis” mengalihbahasakan civil society menjadi “masyarakat
madani”. Sementara itu, kelompok “Islam kultural” menerjemah-
kannya sebagai “masyarakat sipil” atau tetap menggunakan istilah
aslinya dalam bahasa Inggris civil society. Para ilmuwan politik
yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI),
menurut Culla, menerjemahkan civil society sebagai “masyarakat
warga’ atau ‘masyarakat kewargaan”. Istilah “masyarakat warga”
juga yang ditawarkan oleh Pusat Pengembangan Etika Universitas
Katolik Atmajaya sebagai pengganti civil society. Sementara itu,
dua ilmuwan sosial yang tampaknya berusaha “netral” dalam
persaingan memperebutkan istilah pengganti yang tepat di dalam
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bahasa Indonesia, yaitu Muhammad AS Hikam dan Iwan Gardono
Sujatmiko, memilih untuk menggunakan istilah aslinya dalam
bahasa Inggris civil society.

Sebagai sebuah konsep civil society telah mengalami proses
pendefinisian sesuai dengan kepentingan para pemakainya. 7he
literature on civil society produced by scholars, development practitio-
ners, activists, and government observers has generated a whole range
of definitions.”> UNDP sebagai sebuah lembaga internasional yang
sangat berkepentingan dalam mendorong penguatan civil society
berusaha merangkum dan menyarikan apa yang dimaksud dan
dikandung dalam konsep civil society. Menurut UNDP dalam
sebuah publikasinya, civil sociery mencakup banyak sekali aktor
akeor, ... civil society encompasses many disparate actors. Sementara itu,
menurut UNDP, civil society organizations atau CSOs, are made
up of freely and formally associating individuals pursing nonprofit
purposes in religious bodies, recreation clubs, professional associations,
action committees, unions, social movements and so on. Gerakan so-
sial atau social movement, merujuk pada definisi yang dibuat oleh
UNDP ini, merupakan bagian dari civil society organizations atau
CSOs. Selanjutnya UNDP menjelaskan bahwa

CSOs are part of the self-initiated, voluntary sector and include: Commu-
nity-Based Organisations (CBOs) formed for mutual benefit or around
a common interest; Indigenous Peoples’ Organisations (IPOs) formed for
mutual or public benefit, according to shared ethnicity, language, culture or
history; Public and Mass Organisations (Pos/Mos) formed as federations or
networks and usually formally registered; and Non-Government Organiza-
tions (NGOs), also formally regis-tered”. Jadi, NGOs merupakan salah
satu bentuk CSOs yang menjadi bagian dari “civil society”.

Meskipun gerakan sosial atau social movements oleh UNDP

dimasukkan ke dalam kategori CSO, dan NGO adalah salah satu

%3 Lihat UNDP Consultations Source Book-http://inweb18.worlbank.org/ ESSD/
sdvext.nsf/66ByDocName/Consultations.Sourcebook/$FILE/Consultations-
Sourcebook.pdf.
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bentuk CSO, masih perlu diberi penjelasan bagaimana hubungan
antara gerakan sosial dan NGO, karena tampaknya bukan berarti
bahwa setiap NGO adalah sebuah gerakan sosial. Dalam literatur,
social movements banyak dibahas oleh disiplin sosiologi dan ilmu
politik atau sosiologi-politik. Jan Pakulski (1991) dalam bukunya
Social Movements: The Politics of Moral Protest mengawali bukunya
dengan kalimat sebagai berikut.

Social movements are ubiquitous. They persist, with varying intensity, in
all societies, including the most orderly democratic and roralitarian’.

Dalam alenia yang lain dari bukunya, Pakulski, mengatakan

While most of such fully intitutionalised social forms as the family, for-
mal organization, and occupation are relatively clearly defined, the term
Social movement’ has been used in a rather loose way with a broad vari-
ety of significations. In everyday language it serves as a description for a
range of spontaneous activity including local vigils as well as international
revolutions. In the vocabulary of social science it is also vaguely defined as
embracing a bewildering variety of different groups’ and ‘various forms of
collective action aimed at social reorganisation’ (Abercom-bie et al. 1988,

p- 227). Blumer (1946, p. 3), for example, defines social movements as a
collective enterprise to establish a new order of life; Smelser (1962, p.313)

refers to ‘collective attempts to restore, protect or create values (or norms) in

the name of generalized belief”: Wilson (1973, p. 8) sees it as an attempt ‘to

bring about or resist large scale change in the social order by non-institutio-

nalised means.

Akibat dari luas dan beragamnya definisi tentang social move-
ments, menurut Pakulski, sangat sulit untuk mengatakan apa yang
tidak termasuk di dalamnya, sehingga Melucci (1983) secara sarkastis

mengatakan: anything that moves is considered as social movements.

Karena sangat luasnya cakupan pengertian social movements,
Pakulski (1991, xiv—xv) mencoba mempersempitnya dengan
men-definisikannya sebagai: recurrent patterns of collective activities
which are partially institutionalized, value oriented and anti systemic
in their form and symbolism. Menurut Pakulski, definisinya tetap
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“memasukkan” pengertian gerakan sosial sebagai protes yang ber-
jalan secara spontan meskipun definisinya “mengeluarkan” penger-
tian-pengertian seperti organisasi formal, partai massa, klub-klub
sosial, dan proses-proses sosial lain, misalnya revolusi, pemberon-
takan, penentangan massal, dan sebagainya. Fenomena-fenomena
sosial seperti gerakan fasis di Eropa, gerakan antinuklir, gerakan
lingkungan, gerakan perempuan (feminisme) dan gerakan hak-
hak sipil di Barat (termasuk /land rights dan gerakan gay) jelas
masuk dalam definisi gerakan sosial Pakulski. Berbeda dengan
Pakulski, Eyerman dan Jamison (1991) dalam bukunya Social
Movements: A Cognitive Approach mencoba mendekati fenomena
gerakan sosial secara khusus dari dimensi kognitif para aktor yang
terlibat di dalam gerakan sosial. Kedua sosiolog ini memandang
gerakan sosial sebagai proses-proses yang sedang membentuk diri-
nya (as processes in formation). Mereka mempelajarinya sebagai
bentuk-bentuk aktivitas di mana individu-individu yang terlibat
di dalamnya sedang membangun identitas-identitas sosial yang
baru. Kedua penulis ini menggunakan terminologi cognitive praxis
yang mentransformasikan kelompok-kelompok individu menjadi
sebuah gerakan sosial dan menjadikan gerakan sosial itu sebagai
sesuatu yang memiliki makna dan menimbulkan kesadaran ter-
tentu.

Di Indonesia studi-studi tentang gerakan sosial tidak secara
khusus sebagaimana dilakukan di Barat karena lebih sering di-
lakukan dalam konteks disiplin ilmu tertentu, misalnya kajian
sejarah atau politik. Gerakan sosial mulai mendapatkan perhatian
secara khusus bersamaan dengan mulai diperkenakannya wacana
tentang transisi demokrasi dan civil society pada awal tahun 1990-
an. IImu-ilmu sosial di Indonesia karena kondisinya hampir selalu
terlambat dalam memamah konsep-konsep yang berkembang di
negara-negara yang lebih maju. Dalam konteks Indonesia, Iwan
Gardono Sujatmiko (2006) dalam kata pengantarnya untuk
buku Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi ber-
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pendapat bahwa gerakan sosial bersifat cair dan batas-batas yang
dimilikinya dengan ranah politik dan ranah ekonomi bisa menjadi
sangat longgar. Gerakan sosial pada suatu saat karena perubahan
dinamika masyarakat yang terjadi bisa bergeser dan memasuki ra-
nah ekonomi atau pada saat yang lain seolah-olah berhimpit dengan
ranah politik. Sudjatmiko juga melihat pentingnya peran aktor dan
tokoh dalam gerakan sosial, yang dalam banyak kasus merupakan
pimpinan dari NGO atau LSM dalam sebuah bidang tertentu.
Sebagai gerakan sosial NGO atau LSM menurut Sujatmiko sering
tidak memiliki elemen massa—yang menjadi salah satu ciri dari
gerakan sosial lama (old social movements). Gerakan sosial baru
(new social movements) lebih menekankan pentingnya ide dan cita-
cita yang ingin dicapai atau cognitive praxis sebagaimana diuraikan
oleh Eyerman dan Jamison (1991). Menurut Sujatmiko, dalam
konteks Indonesia, karena sifat-sifatnya yang cair, dalam situasi
tertentu gerakan sosial bisa sangat berperan dalam proses transisi
demokrasi ketika lembaga-lembaga politik yang formal justru telah
kehilangan peran sebagai agen perubahan.

Berbeda dengan istilah civil society yang masuk ke Indonesia
dan menjadi populer dalam waktu yang belum terlalu lama— seki-
tar awal dekade 1990-an—istilah “gerakan sosial” sesungguhnya
memiliki akar yang lebih panjang. Sebagai sebuah gejala sosial, di
Indonesia gerakan sosial mungkin lahir bersamaan dengan mulai
munculnya gerakan-gerakan rakyat “menentang” penjajahan ko-
lonial Belanda, sekitar awal abad ke-20. Dalam konteks Indonesia,
gerakan sosial karena itu tidak bisa dilepaskan dari semangat nasi-
onalisme sebagai perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan
oleh kolonialisme Belanda. Pada era pascakolonialisme, gerakan
sosial menjadi kurang bersifat politis dan lebih menonjolkan si-
fatnya sebagai gerakan untuk mengubah (dalam arti membangun)
masyarakat atau menguatkan peran masyarakat, yang bersifat
nonpolitik. Dalam kaitan ini, gerakan sosial di Indonesia pasca-
kolonial memang menjadi tepat untuk dijadikan bagian dari civi/
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society sebagaimana didefinisikan oleh UNDP di atas. NGO yang
muncul pada awal era 1970-an dan sejak itu berkembang secara
meluas sebagai institusi sosial yang mengklaim dirinya sebagai
“organisasi nonpemerintah” sulit dibantah untuk tidak dimasuk-
kan ke dalam kategori “gerakan sosial”. Seorang pengamat asing
mengemukakan pendapatnya yang menarik tentang NGO di
Indonesia.

Wherever one goes in Indonesia, one will come upon non-government or-
ganisations (NGOs). They are of all kinds and sizes: one-person offices,
young activists working from home, giant offices, and training centres on
the beach. NGOs are among a wide range of organisations that stand be-
tween the household and the statethey are part of civil society.

They do community development, support the rights of minorities like
indigenous peoples and women, resist economic globalisation, and much
more. 10 make the concerns of citizens heard by state power, NGOs are in
front (Lounela, 2002).

Mansour Fakih (dikutip dari Lounela, 2002) membagi NGO
di Indonesia ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan sikap dan
hubungannya dengan pemerintah atau negara. Kelompok yang
pertama adalah mereka yang berusaha “menyesuaikan diri” den-
gan berbagai kebijakan pemerintah dan berusaha untuk berparti-
sipasi di dalam program-program pemerintah tanpa memiliki
visinya sendiri. Kelompok kedua adalah mereka yang berusaha
“melakukan perubahan” dengan cara memperkuat civil society, na-
mun tanpa mempertanyakan ideologi pembangunan negara yang
hegemonik dan didasari oleh ide-ide pertcumbuhan ekonomi. Ke-
lompok ketiga, yang merupakan minoritas, adalah mereka yang
“berjuang untuk melakukan transformasi” dan melakukan perla-
wanan terhadap ideologi pembangunan yang bersifat hegemonis
dari negara, misalnya dengan menggunakan metode penelitian
yang bersifat partisipatoris.*

> Kelompok ketiga ini mungkin yang dinamakan sebagai “LSM Kritis” oleh Meu-
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Berbeda dengan gerakan-gerakan sosial yang berkembang
pada era sebelumnya—yang dalam beberapa hal memiliki kaitan
dengan gerakan yang bersifat ideologis dan atau keagamaan—
gerakan sosial yang muncul setelah era tahun 1970-an lebih
bersifat sekular-developmentalistis dan tidak memiliki basis massa
yang luas.” Gerakan sosial yang mulai muncul sejak era tahun
1970-an merupakan gerakan-gerakan yang bersifat sangat terba-
tas, sebagai reaksi dari represi politik yang mulai menanamkan
kuku kekuasaannya yang bersifat sentralistis-hegemonis di tangan
rezim birokratik-militer Orde Baru Soeharto. Gerakan sosial
yang bersifat terbatas dan umumnya dimotori oleh para aktivis-
intelektual di daerah perkotaan ini secara institusional kemudian

thia Ganie Rochman dan Rochman Achwan (2006, 219-246) dalam tulisan me-
reka “Inklusi dan Eksklusi: LSM dan pengetahuan Sosial Kritis”. Lihat juga tulisan
Mansour Fakih (2004).

% Yesmil Anwar (2006) berpendapat bahwa cikal bakal LSM di Indonesia telah ada
sejak pra-kemerdekaan. Lahir dalam bentuk lembaga keagamaan yang sifatnya
sosial/amal (dapat dikategorikan generasi pertama). Tahun 50-an muncul LSM
yang kegiatannya bersifat alternatif terhadap program pemerintah, dua pelopornya
misal Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan So-
sial. Tahun 60-an lahir beberapa lembaga yang bergerak terutama dalam pengem-
bangan perdesaan. Pendekatan dengan proyek-proyek mikro menjadi ciri utama
masa ini, terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi perdesaan. Pada ku-
run wakeu ini pula lembaga-lembaga ini merintis jaringan kerja sama nasional
misal lahir Yayasan Sosial Tani Membangun yang kemudian berkembang menjadi
Bina Desa, Bina Swadaya. Ciri LSM yang muncul dan berkembang pada tahun
1970-an merupakan fenomena yang unik. Ini pengaruhi oleh Orde Baru. LSM
merupakan reaksi sebagian anggota masyarakat atas kebijakan pembangunan yang
ditempuh saat itu. Dasar penggeraknya adalah motivasi untuk mempromosikan
peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Meski juga berori-
entasi pada proyek mikro, mereka juga mengaitkan persoalan kebijaksanaan pada
tingkat makro. Contohnya LSM yang lahir pada generasi ini adalah Lembaga Ban-
tuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Lem-
baga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Sejak
masa itu sampai kini, perkembangan LSM di Indonesia sangat pesat. Visi, misi,
pendekatan, dan isu beragam. Perkembangan LSM tidak bisa lagi dilihat secara
linier dan mengikuti urutan waktu generasi.
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dikenal sebagai “organisasi nonpemerintah” atau disingkat ornop
yang merupakan translasi dari Non-Government Organization atau
disingkat NGO.>¢ Istilah NGO adalah istilah yang diimpor dari

56 Menurut Yesmil Anwar (2006), LSM di Indonesia tahun 1970-an disebut or-
nop yang merupakan terjemahan dari NGO. Ornop/NGO bisa merupakan
satu lembaga bisnis (swasta), organisasi profesi, klub olahraga, kelompok artis,
jamaah aliran agama, lembaga dana. Yang penting semua organisasi yang bukan
pemerintah. Interaksi antarkelompok ornop ini mempengaruhi tatanan sosial
politik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. setiap ornop memperjuangkan
kepentingannya dan pemerintah hanya berfungsi sebagai wasit (yang adil). Segala
sesuatu dimulai dari masyarakat dalam suasana yang hampir-hampir bebas dari
intervensi negara. Istilah ornop kemudian diubah menjadi LSM karena di satu
sisi, adanya kesan dan anggapan bahwa istilah ornop memiliki konotasi negatif
seakan-akan melawan pemerintah masa Orba dengan cap sebagai oposisi. Di lain
pihak, di kalangan aktivisnya saat itu ada kesadaran bahwa gerakan mereka ini
dilandasi oleh suatu misi positif, yakni mengembangkan kemandirian dan mem-
bangun kesadaran, tidak semata-mata “bukan pemerintah/nongovernmental’.

DPergeseran ornop menjadi LSM sebenarnya menimbulkan perbedaan arti. Lan-
dasan ornop adalah untuk non governmentalism, sedangkan LSM adalah auto gov-
ernmentalism dengan kata lain yang dibangun oleh LSM bukan “non-kepemerin-
tahan”, tetapi keswadayaan dan kemandirian. Penggantian istilah ornop menjadi
LSM sesungguhnya telah memberikan perbedaan makna yang sangat mendasar.
Formalisasi kemudian dilakukan pemerintah terhadap LSM melalui UU. No. 4
Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian
diatur pula dengan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Keormasan, dan Instruksi
Mendagri No. 8 Tahun 1990). Pada Pasal 19 UU No. 4 Tahun 1982 disebut-
kan: “Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan
Lingkungan Hidup”, sedangkan dalam penjelasannya LSM mencakup antara lain:
a) Kelompok profesi yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah
lingkungan. b) Kelompok hobi yang mencintai kehidupan alam terdorong un-
tuk melestarikannya. c¢) Kelompok minat yang berminat membuat sesuatu bagi
pengembangan lingkungan hidup. Batasan, fungsi, dan peran LSM dibanding-
kan dengan pengertian aslinya (dalam arti NGO) menjadi tereduksi. Karena ke-
beradaan LSM terutama saat Orba sarat dengan intervensi pemerintah maka ada
beberapa LSM yang kemudian dalam pergerakannya memakai bentuk yayasan,
karena yayasan lebih fleksibel. Dalam PBB, sejak tahun 1970-an, NGO mem-
peroleh status resmi (consultative status). NGO juga mempunyai kode etik yang
berlaku secara internasional.
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Barat—sejalan dengan munculnya gerakan-gerakan nonpemerin-
tah sejenis di negara Barat yang menganut demokrasi liberal,
seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara. NGO yang mulai
muncul di era tahun 1970-an di Indonesia tidak bisa dilepaskan
dari pengaruh NGO yang muncul di dunia Barat—Dbahkan bisa
dikatakan bahwa kemunculan NGO di Indonesia dan juga di
negara-negara berkembang di belahan dunia yang lain merupakan
kepanjangan tangan dari NGO yang berkembang di dunia Barat,
yang kemudian melebarkan sayap dan kegiatannya di negara-
negara berkembang.

Masyarakat Aceh dan Gerakan Sosial

Membicarakan masyarakat Aceh sesungguhnya membicarakan
sebuah komunitas sosial yang tidak hanya tinggal di sebuah
wilayah geografis yang sekarang disebut Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam atau NAD. Masyarakat Aceh sejak lama telah
menyebar melintasi batas-batas teritorial-administratif yang pada
dasarnya merupakan keputusan politik dari pemerintah pusat
yang sedang berkuasa. Masyarakat Aceh karena berbagai alasan
ekonomi dan politik telah menjadi masyarakat diaspora, tidak saja
telah bermukim di berbagai tempat lain di Indonesia, khususnya
di Jakarta, namun juga di luar batas negara, terutama di Malaysia,
Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Karena itu, membicarakan
masyarakat Aceh dari segi apa pun tidak mungkin dilepaskan
dari sifat masyarakat Aceh yang telah menjadi kosmopolitan
dibandingkan masyarakat-masyarakat lain di Indonesia.”” Sifat
atau karakter kosmopolitan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh
membuat setiap analisis terhadap segi apa pun dari masyarakat
Aceh tidak mungkin menghindarkan diri dari harus disentuhnya
aspek interkoneksitas antara apa yang sedang berlangsung di
dalam masyarakat Aceh secara teritorial-administratif (maksudnya

57 Lihat artikel Leena Avoinus (2007).
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di dalam provinsi NAD) dengan berbagai hal yang terdapat di
luar masyarakat Aceh tersebut. Jaringan sosial (social networks)
antara orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat Aceh
merupakan sebuah dimensi yang sangat penting dalam struktur
dan sistem sosial masyarakat Aceh.

Jika masyarakat Aceh dipahami secara sempit sebagai mere-
ka yang berdomisili di Provinsi NAD, maka yang dimaksudkan
adalah seluruh penduduk tanpa memandang latar belakang suku
bangsa yang dimilikinya. Pernyataan ini penting karena masyarakat
Aceh bukanlah sebuah masyarakat yang homogen dari sudut suku
bangsa.’® Melihat tingginya migrasi masuk ke Aceh, masyarakat
Aceh secara sosiologis sesungguhnya merupakan sebuah masya-
rakat campuran (hybrid) karena telah berlangsungnya perkawinan
silang antara berbagai suku bangsa maupun antara pendatang atau
migran yang berasal dari berbagai bangsa asing, baik yang berasal
dari Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Cina maupun berbagai
tempat di Asia Tenggara. Pertemuan dan percampuran berbagai
kelompok etnis dan ras di Aceh telah menjadikan Aceh, terutama
di beberapa daerah pesisirnya, sebagai melting pot yang menghadir-
kan sebuah masyarakat dengan kebudayaannya yang bersifat 4y-
brid. Namun, harus diakui bahwa agama Islam merupakan agama
yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat

%% Penduduk NAD saat ini diperkirakan 4 juta lebih yang terbagi dalam berbagai ke-
lompok suku bangsa. Suku bangsa yang terbesar (50%) adalah suku bangsa Aceh
yang tersebar di beberapa kabupaten pesisir seperti Biereun, Aceh Besar, Aceh
Utara, Aceh Barat, dan Aceh Selatan serta di dua kabupaten kota: Banda Aceh
dan Sabang. Sementara 50% penduduk NAD yang lain terbagai ke dalam suku-
suku bangsa yang lebih kecil, yang terbesar adalah suku bangsa Jawa (15%) yang
umumnya tinggal di kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan perbatasan
Sumatra Utara seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Gayo-Lues,
Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Suku bangsa lain yang cukup besar jumlahnya
adalah Singkil (umumnya tinggal di Kabupaten Singkil) dan Simelue yang banyak
bermukim di Pulau Simelue. Perubahan demografi dan politik di Aceh Pasca tsu-
nami bisa dibaca dari artikel Evi Nurvidya Arifin dkk. (2007).
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dan kebudayaan Aceh. Sebutan Aceh sebagai “Serambi Mekah”
adalah penegasan akan besarnya nilai dan makna keislaman bagi
masyarakat Aceh. Islam bagi masyarakat Aceh merupakan sesuatu
yang telah melekat secara mendalam bersamaan dengan proses
interaksinya dengan masyarakat Islam di belahan dunia yang lain,
terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan. Oleh karena itu,
keislaman yang melekat dalam masyarakat Aceh sejatinya adalah
keislaman yang bersifat kosmopolitan yang tidak dibatasi oleh
sekat-sekat yang bersifat teritorial geografis.

Gerakan sosial (social movements) memiliki tradisi dan akar
yang kuat di masyarakat Aceh, terutama karena masyarakat Aceh
telah lama berinteraksi dengan berbagai masyarakat di luar Aceh.
Persentuhan dan persilangan yang terjadi antara penduduk se-
tempat dan pendatang, terutama melalui perdagangan dan penye-
baran agama Islam mendorong masyarakat Aceh, terutama yang
bermukim di kawasan pesisir, sangat terbuka dengan informasi
dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Di samping itu, dunia
perdagangan mendorong kebiasaan-kebiasaan berwirausaha (en-
trepreunership) yang kuat, terutama dibanding masyarakat Aceh
yang tinggal di wilayah pedalaman dan pegunungan yang umum-
nya hidup dari usaha pertanian dan perkebunan. Penduduk di
daerah pesisir, terutama di kota-kota besarnya, seperti Banda Aceh,
Lhok Seumawe, Meulaboh pada umumnya telah mengenyam
tingkat pendidikan yang relatif tinggi dibanding anggota masyara-
kat Aceh yang bermukim di daerah pedalaman dan pegu-nungan.
Pada masa lalu gerakan-gerakan sosial di Aceh hampir selalu
dikaitkan dengan gerakan-gerakan keislaman, terutama yang di-
motori oleh para alim ulama dan pemimpin-pemimpin gerakan
Islam tradisional, antara lain dalam bentuk dayah-dayah.”® Gerak-
an-gerakan sosial di Aceh karena itu memiliki tradisi yang bersifat
populis dan tidak hanya menjadi milik sekelompok orang tertentu

5 Lihat tulisan Tabrani Yunis (2000).
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saja, namun memiliki basis massa yang luas. Tradisi gerakan sosial
yang telah lama berakar dalam masyarakat Aceh memiliki penga-
ruh yang kuat terhadap gerakan sosial yang lebih mutakhir dan
modern yang umumnya bersifat sekuler dan menyerap ide-ide
pembaharuan, terutama yang berasal dari dunia Barat yang liberal
dan non-Islam. Dapatlah dikatakan bahwa gerakan-gerakan sosial
di Aceh yang bersifat sekuler ini berkembang sebagai imbas dari
munculnya gerakan-gerakan sosial pada tingkat nasional sejak era
tahun 1970-an di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di
Jakarta.

Perkembangan gerakan sosial di Indonesia—di mana
NGO merupakan aktor utamanya—mengalami pasang surut
seirama dengan pasang surut gerakan NGO di dunia Barat dan
dunia pada umumnya. Ide-ide gerakan sosial serta isu-isu yang
diperjuangkannya—yang berasal dan berkembang di Barat dan
kemudian ditransfer ke Indonesia—tentunya sejalan dengan pe-
rubahan politik yang terjadi di sini. Isu-isu yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat yang mengalami marginalisasi akibat
pembangunan yang bersifat z0p down dan sentralistik menempati
agenda utama gerakan sosial yang dimotori oleh gerakan NGO.
Kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, misalnya perem-
puan dan anak-anak, penduduk miskin, kelompok minoritas atau
masyarakat adat yang permukimannya secara geografis terisolasi
merupakan bagian dari zarget groups yang ingin diadvokasi nasib-
nya melalui berbagai kegiatan pendampingan yang dalam banyak
hal lebih menekankan penguatan aspek ekonomis daripada politis.
Isu-isu yang bersifat ideologis-politis mulai menjadi agenda utama
NGO awal 1990-an di Indonesia melalui isu-isu yang berkaitan
dengan hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya merupakan
upaya untuk memberikan ruang politik kepada masyarakat yang
selama ini terpinggirkan untuk menyuarakan hak-hak sosial politik-
nya. Agenda advokasi NGO di Indonesia sejak saat ini tidak hanya
bergerak dalam isu pemberdayaan ekonomi, tetapi mulai meram-
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bah isu pengorganisasian kelompok-kelompok untuk menyuara-
kan kepentingannya yang selama ini diabaikan.

Berakhirnya rezim birokratik-otoriter Orde Baru Socharto pada
1998 membuka cakrawala baru bagi gerakan sosial di Indonesia
dan juga di Aceh. Sistem politik yang monolitik dan represif dari
rezim Socharto yang selama lebih dari tiga dekade mulai retak dan
memberikan celah-celah bagi dimulainya perubahan politik yang
lebih terbuka dan demokratis. NGOs yang selama ini menjadi
motor dari gerakan sosial tak pelak lagi harus melakukan reposi-
tioning dalam pentas politik pasca-Socharto yang lebih terbuka.
Konstitusi negara diamandemen sesuai dengan tuntutan politik
yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. UU Kepartaian dan
UU Pemilu mengalami perubahan total di mana siapa pun bebas
mendirikan partai politik dan pelaksanaan pemilu menjadi lebih
transparan, adil, dan inklusif. Terbukanya ruang politik yang lebih
luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya
telah menggeser peran tradisional NGO sebagai motor gerakan
sosial di Indonesia. Masyarakat pasca-Soeharto memiliki kebe-
basan untuk berpolitik dalam arti mendukung partai politik yang
sesuai dengan aspirasi politik yang dimilikinya. Dengan demikian,
agenda-agenda politik yang sebelumnya hanya mungkin disalur-
kan secara terselubung melalui NGO saat ini bisa disalurkan se-
cara terbuka melalui partai politik yang dipilihnya. Aktivis NGO
pun tidak sedikit yang kemudian memilih untuk langsung terlibat
dalam kegiatan partai politik atau membentuk partai politik baru.
Di sinilah tantangan harus dihadapi oleh para aktivis NGO yang
memilih tetap berada di jalur gerakan sosial—dalam arti di luar
jalur partai politik konvensional. Berbagai isu, seperti lingkungan,
buruh migran, perempuan, masyarakat adat, hak-hak asasi manu-
sia adalah beberapa contoh yang masih terbuka bagi aktivis NGO
untuk dijadikan agenda gerakan sosial dalam era pasca-Soeharto.

Berbeda dengan gerakan sosial di luar Aceh, terutama yang
berpusat di Jakarta, era Orde Baru Socharto merupakan era kege-
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lapan bagi gerakan sosial di Aceh. Kekayaan alam yang dimiliki
Aceh, terutama minyak dan gas bumi, menjadikan Aceh sebagai
“sapi perahan” yang sangat penting bagi pembiayaan model pem-
bangunan Socharto-Orde Baru yang bersifat zop-down dan sentra-
listik. Sebagai “sapi perahan” Aceh merupakan sumber devisa uta-
ma negara Republik Indonesia (mulai era-Socharto lebih sering
disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia—NKRI).
Kekayaan alam Aceh (minyak, gas bumi, dan kayu) disedot oleh
Jakarta dengan disisakan sedikit untuk pembangunan di Aceh.
Jika perlawanan Daud Bureuh pada awal tahun 1950-an terhadap
pemerintahan Soekarno memiliki latar belakang yang bersifat ide-
ologis karena menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia,
Hasan Tiro melawan pemerintahan Soeharto Orde-Baru sejak
tahun 1976 lebih dikarenakan alasan yang bersifat ekonomis,
yaitu karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah
pusat terkait dengan pengerukan kekayaan alam Aceh. Hasan
Tiro kemudian memimpin perlawanan bersenjata dengan metode
gerilya di hutan-hutan Aceh. Sejak saat itulah Aceh menjadi
ajang konflik bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) yang didirikan oleh Hasan Tiro untuk memperjuangkan
berdirinya Negara Aceh yang terlepas dari Republik Indonesia.
Adanya GAM merupakan alasan utama pemerintah pusat untuk
menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang
membuat masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang “tertutup”
dan selalu hidup dalam suasana yang penuh dengan konflik ke-
kerasan dan ketidakamanan. Gerakan sosial di Aceh di